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Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai implementasi kebijakan 
kepariwisataan dalam meningkatkan perekonomian daerah. Penelitian ini 
berfokus pada tiga aspek yakni implementasi kebijakan; dampak implementasi 
kebijakan; dan faktor pendukung/penghambat dalam implementasi kebijakan 
kepariwisataan dalam meningkatkan perekonomian daerah di Kabupaten 
Banyuwangi. Namun, dalam penelitian ini membatasi pada implementasi 
sebelum terjadinya pandemi. Sehingga penelitian ini dapat menjadi 
rujukan/perbandingan pada studi implementasi kebijakan selanjutnta, khususnya 
implementasi kebijakan pada masa pandemi. Dari segi teoritik, penelitian ini 
menggunakan teori Edward III. Sementara konsep pengembangan Community 
Based Tourism (CBT) digunakan dalam mendukung analisis terkait hasil 
implementasi kebijakan pengembangan wisata.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Sumber 
data primer yang digunakan yakni hasil wawancara kepada para informan yang 
meliputi Kepala Kelurahan Gombengsari, Kepala Bidang Penyusunan Program 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi, Kepala Bidang 
Pemasaran Produk Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Ketua Pokdarwis 
Kelurahan Gombengsari, Pengurus Pokja wisata Kelurahan Gombengsari, 
Pejabat Fungsional Bappeda Kabupaten Banyuwangi. Sumber data sekunder 
menggunakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Kabupaten Banyuwangi, Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, dokumen Pokdarwis Kelurahan 
Gombengsari. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles, 




Huberman dan Saldana yang meliputi consensation data; display data; dan 
conclusion: drawing and verification. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan 
kepariwisataan telah berjalan, namun masih terdapat beberapa kendala yakni 
belum terlaksananya monitoring dan evaluasi terkait program pelatihan dari 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi serta dukungan 
anggaran dalam pengembangan wisata pendukung pariwisata. Hasil 
implementasi menunjukkan bahwa pengembangan wisata desa/ kelurahan telah 
mewujudkan pembangunan kepariwisataan, baik dari segi destinasi wisata 






















This research aims to describe implementation of tourism policies in 
improving regional economy. This research focuses on three aspects namely 
implementation of policies, impacts of the policy implementation, and supporting 
or inhibiting factors in the implementtaion of tourism policies in improving regional 
economy in Banyuwangi Regency. However, in this study, it was limited to 
implementation before the pandemic. So that this research can be a 
reference/comparison in further policy implementation studies, especially policy 
implementation during the pandemic. From theoretical aspect, this research used 
Edward III theory. Meanwhile, this research also used development concept of 
Community Based Tourism (CBT) to support the analysis related to the results of 
tourism development policy implementation.  
This research used descriptive-qualitative research method. Sources of 
primary data are results of the interview with informants including head of 
Gombengsari sub-district, Head of Program Preparation Division of Tourism and 
Culture Office Banyuwangi Regency, Head of Marketing Division of Tourism 
Product Banyuwangi Regency, Head of Pordawis Gombengsari sub-district, 
Management of Pordawis Gombengsari sub-district, Functional Officers of 
Bappeda Banyuwangi Regency. Sources of secondary data are Documents of 
Regional Medium Term Development Plan Banyuwangi Regency, Strategic Plan 
of Cultural and Tourism Office Banyuwangi Regency, documents of Podarwis 
Gombengsari sub-district. Data analysis techniques include consensation data; 
display data; and conclusion: drawing and verification.  




Results of the research show that the implementation of tourism policies 
have been done but there are still obstacles namely the absence of monitoring 
and evaluation related to the training program by Cultural and Tourism Office 
Banyuwangi Regency as well as supports of budgets in the tourism development 
of tourism supports. Results of the implementation show that the development of 
village / sub-district tourism has realized tourism development both from the 
aspect of tourism destination and homestay as well as improving local community 
economy of Gombengsari sub-district. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1.  Latar Belakang 
Kebijakan merupakan sebuah instrumen pokok yang dapat dipakai untuk 
memecahkan berbagai permasalahan publik (public affairs). Menurut (Wilson, 
2006:154), kebijakan publik merupakan tindakan - tindakan atau tujuan - tujuan 
dan pernyataan - pernyataan pemerintah mengenai masalah - masalah tertentu, 
langkah - langkah yang telah / sedang diambil (gagal di ambil) untuk di 
implementasikan, dan penjelasan - penjelasan yang diberikan oleh mereka 
mengenai apa yang telah terjadi (tidak terjadi). Sebuah kebijakan dapat 
dikatakan berhasil apabila dapat diimplementasikan, sebaliknya kebijakan akan 
menjadi sebuah impian atau rencana yang baik dan tersusun rapi manakala tidak 
di implementasikan (Udoji, 1981:32). Definisi lain juga dirumuskan oleh Lemieux 
(1995:7), bahwa kebijakan sebagai berikut :  
“the product of activities aimed at the resolution of public problems in the 
environment by political actors whose relationship are structured.The entire 
process evolves over time (produk aktifitas-aktifitas yang dimaksudkan untuk 
memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang 
dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan 
proses aktifitas itu berlangsung sepanjang waktu), dikutip dalam Abdul Wahab 
(2012:12).  
 
Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan 
dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan 
atau berorientasi pada tujuan-tujuan tertentu demi kepentingan seluruh 
masyarakat. Kebijakan publik secara umum dapat dijelaskan sebagai kebijakan 





mempunyai tujuan tertentu serta mengutamakan kepentingan masyarakat 
(Islamy, 2000:23). 
Studi kebijakan publik berusaha untuk meninjau berbagi teori dan proses 
yang terjadi dalam kebijakan publik. Berarti bahwa kebijakan publik tidak terlepas 
dari proses pembentukan kebijakan itu sendiri. Dengan demikian, studi kebijakan 
publik adalah bertujuan untuk menganalisis bagaimana tahapan demi tahapan 
proses pembentukan kebijakan publik tersebut sehingga terwujudlah suatu 
kebijakan publik tertentu. Seturut itu dalam perkembangannya, kebijakan di 
sektor pariwisata masuk ke dalam domain kajian ilmu kebijakan yang menarik 
untuk dikaji lebih dalam. Sektor pariwisata merupakan motor penggerak dalam 
distribusi perekonomian khususnya di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat 
Statistik (BPS), pertumbuhan sektor industri pariwisata di Indonesia terus 
mengalami peningkatan yaitu sekitar 5,25 persen pada tahun 2018, melampaui 
rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang bergerak di kisaran 5,02 persen 
(Lakip Kemenpar,2019). Sektor pariwisata turut menyumbang pemasukan sekitar 
Rp.260 triliun atau berkontribusi sekitar 5,5 persen Produk Domestik Bruto (PDB) 
Nasional. Berikut adalah grafik pertumbuhan ekonomi pada sektor pariwisata.  
 
Gambar 1. Penerimaan Devisa dari Sektor Pariwisata 





Salah satu sektor yang turut menyumbang pemasukan bagi negara, sektor 
pariwisata diharapkan mampu memberikan efek berkelanjutan khususnya 
kesejahteraan pada masyarakat, berupa pemerataan ekonomi. Isu yang sedang 
berkembang saat ini terkait pemerataan ekonomi adalah ketimpangan yang 
terjadi khususnya dalam hal pembangun di perkotaan dan pedesaan. Oleh sebab 
itu upaya yang dapat digunakan oleh para pembuat kebijakan sebagai sarana 
untuk mengatasi persoalan tersebut adalah melalui konsep kebijakan 
pengembangan ekonomi lokal, adanya kesesuaian dengan azas desentralisasi di 
daerah menjadikan konsep pengembangan ekonomi lokal sebagai salah satu 
langkah yang efektif untuk dapat di terapkan. Arti dari pengembangan ekonomi 
lokal (PEL) atau lebih dikenal dengan sebutan Local Economic Development 
(LED) dalam bahasa Indonesia menurut pakar Blakely (2003:55) adalah : 
“Gabungan antara kapasitas area dan sumber daya, dimana yang diartikan 
dari kapasitas area adalah ekonomi sosial, penguasaan teknologi, dan 
kapasitas politik, sedangkan sumber daya adalah ketersediaan sumber daya 
alam, lokasi pekerja, investasi modal, iklim usaha, transportasi, komunikasi, 
komposisi industri, teknogi, ukuran, pasar ekspor, kondisi ekonomi 
internasional, serta beban belanja negara.” 
 
Terkait pengembangan ekonomi lokal, ada beberapa aspek utama yang dalam 
pelaksanaanya tidak dapat terpisahkan khususnya implementasi pengembangan 
ekonomi tersebut, Blakely (2003:67) menyebutkan ada 4 aspek pengembangan 
ekonomi lokal yaitu: 1) lokalitas; 2) bisnis; 3) sumber daya pekerja; 4) sumber 
daya masyarakat/komunitas. Beberapa aspek diatas menurut Blakely merupakan 
prasyarat dasar sebagai landasan untuk menumbuhkan perekonomian lokal yang 
kuat serta berdampak luas bagi masyarakat. Pelaksanaan PEL sendiri dapat 
berkontribusi dengan baik jika dilakukan secara benar dan mampu memberikan 
dampak yang masive seperti contoh peningkatan ekonomi daerah dan 





 Pengembangan ekonomi lokal dalam praktiknya sudah kerap di gunakan 
di banyak negara, namun demikian tidak semuanya berjalan dengan baik. Ada 
kendala - kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, seperti arah kebijakan 
dari pemerintah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu di perlukan sebuah komitmen 
antara pemerintah dan pihak-pihak terkait agar koordinasi dalam pelaksanaan 
pengembangan ekonomi lokal tersebut bisa berjalan efektif, dengan cara 
mengevaluasi kembali kendala-kendala yang sebelumnya terjadi. Supriyadi 
(2007) menyebutkan lima kendala yang menjadi kunci untuk di perhatikan, yakni : 
1) kendala politik; 2) kendala strategi; 3) kendala keahlian; 4) kendala finansial; 
5) kendala operasional. Pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi 
lokal (Local Economic Development) masih sering dihadapkan dengan persoalan 
dan tantangan sebagai imbas dari pengaruh ekonomi global maupun nasional 
seperti contoh krisis ekonomi nasional yang terjadi pada tahun 1998 dan 2008 
yang menyebabkan terpuruknya perekonomi lokal di daerah. Sejarah mencatat 
pada tahun 2008 Indonesia pernah mengalami inflasi sebesar 11,06 persen yang 
menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat itu tidak stabil. Terlebih 
kondisi terkini di Indonesia yang sedang mnghadapi pandemi Covid-19 membuat 
prekonomian semakin merosot. Dampak terparah yang dirasakan oleh Indonesia 
adalah pelambatan pertumbuhan ekonomi Nasional yakni sekitar 4,8 persen 
lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2019 yang mencapai 5,02 
persen (Koran Kompas, Agustus 2020).  Oleh karena itu, salah satu upaya yang 
bisa dilakukan untuk menghadapi krisis ekonomi tersebut adalah melalui 
pengembangan Local Economy Development (LED) melalui sektor pariwisata. 
Sektor pariwisata mampu memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di 





memberikan iklim ekonomi positif pada masyarakat lokal. Hal tersebut sesuai 
dengan pernyataan Herman V. Schulalard dalam Soedarmayanti (2018:7) 
mendefinisikan kepariwisataan sebagai berikut : 
“Tourism is the sum of operations, mainly of an economic nature, 
which directly relaed to the entry, stay and movement of foreigner 
inside certain country, city or region” 
 
  Menurutnya, kepariwisataan adalah sejumlah kegiatan terutama yang ada 
kaitannya dengan kegiatan perekonomian yang secara langsung berhubungan 
dengan masuknya, adanya pendiaman dan bergeraknya orang – orang asing 
keluar masuk suatu kota, daerah atau negara. Salah satu Kabupaten yang begitu 
konsen dan Inovatif dalam pembangunan di sektor pariwisata adalah Kabupaten 
Banyuwangi. Pembangunan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi mengacu pada 
Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang kemudian 
dijabarkan ke dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana 
Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten 
Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan 
Kepariwisataan Daerah (RIPDA) Kabupaten Banyuwangi. Dalam 
mengembangkan potensi pariwisata Kabupaten Banyuwangi dilakukan melalui 
konsep wilayah pengembangan pariwisata (WPP) secara terpadu, salah satu 
bentuk pengembangan kawasan strategis di wilayah Kabupaten Banyuwangi 
adalah melalui pemetaan wilayah pengembangan pariwisata Diamond Triangle 
atau lebih sering dikenal dengan sebutan segitiga berlian. Konsep Wilayah 
Pengembangan Pariwisata (WPP) terbagi menjadi tiga, masing-masing WPP 
tersebut juga memiliki potensi pariwisata unggulan di setiap wilayah 





Sukomade, dan WPP III Taman Nasional Alas Purwo. Sebagaimana tergambar 
sebagai berikut : 
 
Gambar 2. Konsep pengembangan zona pariwisata Kabupaten Banyuwangi 
Sumber : Bappeda Kabupaten Banyuwangi, 2019 
 
 Strategi dalam pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten 
Banyuwangi di lakukan melalui optimalisasi kawasan pariwisata yang sudah ada 
dengan tetap bertumpu pada tiga obyek destinasi unggulan yaitu : Kawah Ijen, 
Sukomade, dan Alas Purwo. Salah satu wilayah pengembangan pariwisata 
(WPP) I zona Kawah Ijen meliputi wilayah Kecamatan Licin, Kecamatan Kalipuro, 
Kecamatan Giri, Kecamatan Glagah, Kecamatan Kabat, Kecamatan Wongsorejo, 
Kecamatan Songgon, dan Kecamatan Banyuwangi. Kebijakan dalam 
pembangunan kepariwisataan tersebut dikembangkan agar mampu mendorong 
perekonomian daerah, menggerakkan iklim investasi di bidang kepariwisataan, 
meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat lokal, serta 
perluasan kesempatan kerja.  
 Salah satu daerah penyangga kawasan WPP I Kawah Ijen yang memiliki 





merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Kalipuro Kabupaten 
Banyuwangi, orang sekitar biasa menyebutnya sebagai kampung kopi. Secara 
administratif kelurahan Gombengsari terbagi ke dalam lima lingkungan, yakni; 
lingkungan Gombeng/Krajan, lingkungan Kacangan, lingkungan Lerek, 
lingkungan Suko, dan Lingkungan Kaliklatak. Sebagai kawasan penyangga 
potensi pariwisata Kelurahan Gombengsari menyuguhkan beragam potensi alam 
yang menarik, seperti wisata edukasi kebun kopi, wisata edukasi perah susu 
kambing etawa dan destinasi wisata wisata alamnya. Namun dari hasil 
pengamatan kesemuanya masih belum terkelola secara optimal. Hal tersebut 
praktis menimbulkan keprihatinan bagi masyarakat Kelurahan Gombengsari di 
tengah perkembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, Kalurahan 
gombengsari masih belum menerima dampak dari banyaknya kunjungan 
pariwisata ke Banyuwangi, seperti pernyataan Kepala Kelurahan Gombengsari 
Bapak Miftahul Huda yang mengatakan: 
 “masyarakat secara luas belum bisa menyadari dan memanfaatkan akan 
boomingnya Wisatawan yang berkunjung ke Banyuwangi, padahal 
potensi wilayah kami sangat besar sekali karena menyuguhkan beragam 
destinasi wisata mulai dari wisata alamnya hingga wisata edukasinya” 
(Hasil wawancara tanggal 2 Juni 2020 pada pukul 09.00 WIB). 
 
 Pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata Kabupaten Banyuwangi, tentunya 
harus berdampak positif kepada mayarakat, namun yang perlu diperhatikan 
adalah bagaimana pertumbuhan tersebut dapat terdistribusi secara merata dan 
tanpa adanya ketimpangan antara satu dengan yang lainnya. Pertumbuhan 
ekonomi yang positif di Kabupaten Banyuwangi, tidak menjamin adanya sebuah 
pemerataan peningkatan dalam kesejahteraan masyarakatnya. Oleh sebab itu 
perlu adanya indikator untuk melihat apakah ada ketimpangan yang terjadi 





salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat pemerataan ekonomi di 
suatu daerah. Khususnya di Kabupaten Banyuwangi hal tersebut dapat terlihat 
seperti tabel dibawah; 
Tabel 1. Gini Rasio Kabupaten Banyuwangi  
 
Sumber : BPS Kabupaten Banyuwangi, 2019 
Tabel diatas menggambarkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di 
Kabupaten Banyuwangi yang cenderung mengalami fluktuatif, pada tahun 2015 
Kabupaten Banyuwangi mengalami ketimpangan yang cukup serius, yakni 
sekitar 0.34 dan pada tahun 2016 sebesar 0.33, hal ini menandakan bahwa perlu 
adanya upaya serta kerja keras yang dilakukan pemerintah daerah agar 
pemerataan ekonomi khususnya di Kabupaten Banyuwangi dapat tercapai. 
Belum optimalnya pengelolaan potensi yang dimiliki Kelurahan Gombengsari 
serta dukungan dari Pemkab Banyuwangi menyebabkan Kelurahan tersebut 
luput dari geliat kunjungan para wisatawan yang berkunjung ke Banyuwangi, 





semua terjamah oleh publik. Penulis memilih Kelurahan Gombengsari sebagai 
kasus dalam penelitian ini karena terdapat bebrapa permasalahan: 
Pertama, terdapat situasi dan kondisi di KelurahanGombengsari yang kaya 
akan potensi pariwisatanya namun kualitas SDM yang dimiliki masyarakat sekitar 
masih jauh dari harapan, yang berdampak pada kurang optimalnya pemanfaatan 
potensi pariwisata di daerah tersebut, seperti pernyataan ketua Pokdarwis 
kelurahan Gombengsari Bapak Abdur Rohman: 
“ Potensi pariwisata di Gombengsari sebenarnya banyak baik itu dari wisata 
alam,peternakan, hingga pertanian, namun kita masih terkendala dalam hal 
Sumber daya manusia, khususnya dalam masalah promosi dan branding 
hingga bagaimana menjadi pelayan pariwisata yang baik.” (Hasil wawancara 
tanggal 15 Juni 2020 pada pukul 09.00 WIB). 
Kedua, Keterbatasan alat produksi modern, dimana pelaku usaha mengeluhkan 
kekurangan alat produksi dalam pengolahan kopi yang masih mengandalkan alat 
konvensional, hal tersebut seperti diungkapkan oleh pelaku usaha Kopi 
lingkungan Lerek Bapak Egi: 
“Kami memiliki lahan kopi yang luas, hasil panen melimpah, namun disini 
kami masih terkendala dengan alat produksi yang masih tradisional, dan 
belum mampu memproduksi dalam sekala yang besar, sedangkan 
permintaan dari konsumen luar banyak sekali.” (Hasil wawancara tanggal 17 
Juni 2020 pada pukul 10.00 WIB) 
Ketiga, Kurangnya, sarana prasarana pendukung pariwisata yang minim, 
Infrastruktur jalan dibeberapa lokasi destinasi wisata yang rusak, hingga 
pemasaran pariwisata yang belum optimal. 
 Oleh sebab itu, penulis ingin mengetahui bagaimana Pemkab Banyuwangi 
bersama pemerintah Kelurahan Gombangsari dapat menggerakkan kesadaran 
masyarakat untuk mengaktualisasikan potensi yang mereka punya dalam 





Pariwisata zona I sehingga mampu meningkatkan nilai ekonomi yang ada di 
daerah tersebut. 
Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Implementasi 
Kebijakan Kepariwisataan Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah 
(Studi Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi)”. 
1.2. Rumusan Masalah  
1. Bagaimanakah kebijakan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten 
Banyuwangi? 
2. Bagaimanakah implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di 
Kabupaten Banyuwangi? 
3. Sejauh mana hasil implementasi pembangunan kepariwisataan terhadap 
Perekonomian Daerah Kabupaten Banyuwangi? 
4. Faktor apakah yang mendukung dan menghambat dalam implementasi 
kebijakan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi?  
1.3.  Tujuan Penelitian  
Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengidentifikasi, mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis 
kebijakan kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi dalam 
meningkatkan perekonomian daerah 
2. Mengidentifikasi, mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis 






3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam 
implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten 
Banyuwangi 
 
1.4.  Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian merupakan dampak yang diharapkan dengan 
selesainya penelitian ini. Dalam manfaat penelitian ada 2 (dua) aspek yang 
diharapkan akan tercapai, yaitu manfaat penelitian secara praktis dan teoritis. 
Manfaat penelitian praktis berhubungan dengan pemanfaatan langsung dari 
penelitian oleh pihak yang berkepentingan, sedangkan manfaat penelitian teoritis 
berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan yang berasal dari 
penelitian yang dihasilkan.  
1.4.1. Manfaat Praktis 
1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau sumbangan 
pemikiran bagi pemerintah dalam membuat skema kebijakan 
pariwisata. 
2. Memberikan informasi kepada stakeholder betapa pentingnya 
pembangunan pariwisata, sehingga mampu memberikan peningkatan 
di berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. 
1.4.2. Manfaat Teoritis 
1. Menjadi bahan kerbengambangan teoritik Ilmu Administrasi Publik, 
khususnya kebijakan publik. 
2. Menjadi bahan teoritik dalam pembuatan kebijakan dan implementasi 





3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan peneliti 





BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1. Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk memperjelas, menegaskan, melihat 
kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam 
penelitian atau pembahasan masalah yang sama. Selain itu, penelitian terdahulu 
perlu disebutkan dalam sebuah penelitian untuk memudahkan pembaca melihat 
dan membandingkan perbedaan teori yang digunakan oleh penulis dengan 
peneliti yang lain dalam melakukan pembahasan masalah yang sama. Adapun 
Penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
2.1.1. Akmaral Alikulova. 2014. Tourism impact on improvement of 
Population Welfare in Kazakhstan 
Penelitian ini menjelaskan dampak pariwisata terhadap 
peningkatan kesejahteraan penduduk di Kazakhstan, dengan 
menggunakan potensi kepariwisataan lokal di negara tersebut, melalui 
resor spa yang teletak di bagian selatan Kazakhstan adalah salah  
promosi sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan daya tarik 
kunjungan wisatawan. Selain itu bisnis perjalanan juga dijadikan 
akomodasi untuk mengajak para wisatawan serta mempermudah akses 
untuk berkunjung ke daerah detinasi di Kazakhstan. Pada uraian 
pembahasan dijelaskan bahwa terdapat persoalan tentang kebijakan 
pariwisata di negara tersebut, mulai dari promosi yang buruk, kurangnya 
informasi mengenai detinasi pariwisata, alat transportasi yang kurang 





pemerintah dan agen terkait pada akhirnya berkomitmen untuk 
mengembangkan potensi pariwisatanya dengan berkolaborasi dalam 
memperbaiki kondisi di wilayah Kazakhstan. Langkah awal yang 
dilakukan negara tersebut adalah perbaikan di sektor infrastruktur. 
Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah dalam implementasi kebijakan 
pariwisata perlu adanya evaluasi serta konsistensi dalam pembenahan 
infrastruktur, promosi wisata yang berkesinambungan, peningkatan 
kualitas pelayanan khususnya di resort spa serta pembuatan undang-
undang di tingkat regional. 
2.1.2. Yoná S. Dalonso , Júlia M. Lourenço, Paula C. Remoaldo, Alexandre 
Panosso Netto.2014.Tourism experience, events and public policies. 
Penelitian ini secara teoritis mengeksplorasi hubungan antara 
pentingnya peran pelayanan dan produk dari suatu potensi pariwisata 
melalui sebuah kebijakan. Metode dalam penelitian ini menggunakan 
intertwining model dimana dijelaskan bahwa model ini pada dasarnya 
membangun hubungan timbal balik antara peristiwa dan kebijakan publik 
dalam satu tujuan event. Dalam model tersebut dijelaskan bahwa untuk 
mempromosikan suatu potensi pariwisata dibutuhkan beberapa fase 
kebijakan, pertama di tingkat lokal dan setelah itu di tingkat yang lebih 
tinggi: regional dan nasional. Keterlibatan aktor yakni peran pemerintah, 
pemilik agen (swasta) serta masyarakat lokal menjadi instrumen penting 
dalam suksesnya kebijakan yang dibuat. Model seperti itu, seperti dalam 
contoh model siklus hidup, telah terbukti efisien dalam analisis proses 
yang dikembangkan selama periode waktu yang lama. Khususnya dalam 





tujuan  pengembangan kebijakan publik selama bertahun - tahun serta 
pengaruh peristiwa (event) dalam pembangunan detinasi tujuan 
pariwisata. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa suksesi pengembangan 
pariwisata terletak pada pengemasan kegiatan ke dalam rangkaian event- 
event yang menarik serta keterlibatan peran aktor didalamnya.  
2.1.3. Jae Hee Hwang, SeongWoo Lee.2014. The effect of the rural tourism 
policy on non-farm income in South Korea. 
Penelitian ini berangkat dari permasalahan tentang disparitas 
antara pertumbuhan ekonomi perkotaan dan pedesaan di Korea selatan. 
Industrialisasi serta modernisasi yang telah dilakukan sejak tahun 1970-
an berimbas pada ketidakseimbangan spasial di banyak daerah. Oleh 
karena itu integrasi kebijakan antara perkotaan dan pedesaan sering 
menemui kegagalan, disamping masalah kediktatoran politik yang ikut 
mendukung kegagalan kebijakan tersebut. Untuk mencapai pemerataan 
ekonomi di Korea selatan khususnya di pedesaan, pada akhirnya muncul 
kebijakan yang mendukung di sektor pertanian, yang ditujukan untuk 
menghidupkan kondisi sosial masyarakat yang tersetarakan. Kebijakan 
tersebut disebut dengan The Rural Traditional Theme Village (RRTV), 
dimana program tersebut dilakukan oleh Administrasi Pembangunan di 
Pedesaan. Sebagai contoh penerapan kebijakan tersebut melalui 
pariwisata pedesaan melalui kegiatan yang berdasar pada produksi 
pertanian, gaya hidup, serta fasilitas pedesaan. Penerapan kebijakan 
terebut berdampak begitu signifikan dari yang sebelumnya didasarkan 
pada produksi menjadi ekonomi yang didasarkan pada konsumsi. 





modernisasi untuk di Implementasikan pada pariwisata pedesaan, yang 
meliputi produksi pertanian, gaya hidup, dan fasilitas pedesaan. 
2.1.4. George Agiomirgianakis, Dimitrios Serenis, Nicholas Tsounis.2016. 
Effective timing of tourism policy: The Case of Singapore. 
Penelitian ini membahas tentang kebijakan ekonomi yang efektif 
dalam industri pariwisata di Singapura. Penerapan kebijakan di dasarkan 
pada keterlibatan pemerintah dengan agen swasta. Landasan penelitian 
ini bermula dari permasalahan tentang kunjungan wisatawan musiman / 
jangka pendek dan tidak berkelanjutan, ketidakstabilan kondisi politik 
yang menyebabkan kunjungan wisatawan berkurang, terorisme, dan 
kerusuhan sosial. Kebijakan ekonomi yang di terapkan oleh Singapura 
meliputi, pengurangan pajak perjalanan pariwisata, partisipasi dalam 
pameran Internasional, penghapusan perstaratan Visa. Selain itu untuk 
mendukung kebijakan tersebut guna menarik wisatawan berkunjung 
adalah mengkampanyekan promosi wisata ke luar negeri serta 
keterlibatan pemerintah dengan agen swasta dalam mendongkrak iklim 
ekonomi pariwisata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif, metode ini juga berlaku untuk 
mengevaluasi kebijakan ekonomi lainnya serta dapat digunakan untuk 
menemukan efek pengaturan waktu terbaik dari setiap kebijakan sosial 
yang dilaksanakan oleh otoritas nasional atau lembaga institusional 







2.1.5. Daniel Bulin.2015. Policies and Strategies for tourism development – 
Some Lessons for Romania. 
Penelitian ini membahas tentang peran negara dalam 
pengembangan pariwisata, baik dari segi promosi, kontrol, pengawasan, 
dan penyediaan produk pariwisata. Peran negara dalam hal komitmen 
politik mendorong untuk terciptanya pembangunan berkelanjutan di sektor 
pariwisata. Kebijakan di sektor pariwisata perlu adanya peran serta 
keterlibatan secara langsung dari pemangku kepentingan, masyarakat, 
LSM serta akademisi. Peran masyarakat sebagai subyek dalam 
penyediaan SDM dianggap sebagai hal pokok yang harus dipenuhi. 
Kebijakan kepariwisataan harus selaras dengan manajemen pelatihan 
serta penyediaan tenaga kerja yang berkualitas guna menunjang  
pelayanan pariwisata. Sektor pariwisata merupakan sektor yang 
bertransformasi menjadi bisnis yang cukup menguntungkan bila 
pengelolaannya jelas. Fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi 
pembangunan industri pariwisata melalui master plan yang 
dikembangkan bersama organisasi pariwisata dunia yang bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu dampak ekonomi dan 
soaial yang dapat diperoleh dari kebijakan pengembangan pariwisata 
antara lain, meningkatkan pendapatan, integrasi pariwisata, pengentasan 
kemiskinan, keterlibatan masyarakat lokal dalam bidang kewirausahaan, 
pendapatan yang terdistribusi dengan baik. Sedangkang metodologi yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pelitian kualitatif 






2.1.6. I Nyoman Sudipa.2014.Paradox  Of Poverty in Village Ubud,Bali 
Case study dalam penelitian ini membahas tentang kemiskinan 
sebagai bentuk nyata sosial di tengah pariwisata yang berada di Desa 
Ubud, Bali. Penelitian ini memfokuskan pada beberapa pertanyaan 
berikut, mengapa kemiskinan terjadi?, apa saja upaya yang dilakukan 
oleh pemerintah serta lembaga lain dalam mengatasi kemiskinan ? dan, 
bagaimana dampak kemiskinan dapat terjadi ?. Metode yang digunakan 
dalam penelitian tersebut adalah kualitatif, yang diperoleh melalui 
wawancara, dokumentasi, serta observasi. Secara komprehensif hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa, kemiskinan yang terjadi di Desa Ubud, 
disebabkan oleh faktor- faktor eksternal yakni, data referensi kebijakan 
pemerintah yang tidak akurat serta sistematis, kebijakan pembangunan 
pariwisata yang gagal, serta strategi penanganan kemiskinan yang tidak 
terintegrasi. Sedangkan dari Faktor Internal yakni, kendala ekonomi, 
kepemilikan lahan aset tanah, gaya hidup, perilaku konsumtif, serta biaya 
adat dan ritual. Peran pemerintah dalam hal penanggulangan kemiskinan 
melalui program bantuan, regulasi kebijakan, pelatihan, serta mentoring 
evaluasi. Keterlibatan LSM dalam hal pemetaan serta pendampingan 
adalah untuk mendukung kerja pemerintah khususnya dalam hal 
pengentasan kemiskinan. Kesimpulan dari bahasan diatas menunjukkan 







2.1.7. Ismi Andriyani,Liza Husnita, Etmi Hardi.2012.Perubahan Sosial 
Ekonomi Masyarakat Pasca Pengembangan Wisata Bahari di 
Kepulauan Sikakap, Kabupaten Mentawai. 
Bahasan dalam penelitian ini berfokus pada kebijakan 
pembangunan wisata bahari di Desa Sikakap. Sejak tahun 2013, 
pemerintah beserta perangkat daerah yang berwenang tengah konsen 
pada pembangunan destinasi wisata tersbut. Pembangunan itu bukanlah 
tanpa tujuan, melainkan dampak positif yang diperoleh adalah diharapkan 
mampu memberikan kontribusi ekonomi bagi penduduk di sekitar pesisir 
pantai desa Sikakap. Secara garis besar kajian ini memberikan gambaran 
tentang dampak pembangunan pariwisata bahari terhadap kondisi sosial 
ekonomi masyarakat. Metode yang digunakan dala penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis. Kesimpulan 
dari penelitian ini menunjukkan bahwa wisata bahari yang dikembangkan 
di Desa Sikakap mampu memberikan dampak yang positif terhadap 
pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat di sekitar pesisir pantai desa 
Sikakap. 
2.1.8. Shanti Oktaviliai.2011.Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal 
Daerah Tertinggal sebagai Upaya Mengatasi Disparitas Pendapatan 
Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah. 
Penelitian ini membahas mengenai disparitas pendapatan antar 
daerah yang berdampak pada permasalahan pembangunan serta 
ketidakstabilan perekonomian di daerah Provinsi Jawa Tengah. Upaya 





pengembangan potensi ekonomi lokal, utamanya di daerah yang 
terindikasi tertinggal. Penelitian ini memfokuskan pada analisis disparitas 
pendapatan yang terjadi di Kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah 
melalui potensi pengembangan ekonomi lokal guna memperoleh 
gambaran bagaimana pemerataan perekonomian dapat terdistribusi 
dengan baik. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 
pengaruh kebijakan pariwisata terhadap pembangunan ekonomi 
berdampak baik bagi struktur masyarakat. Namun demikan juga memiliki 
dampak negatif sebagai contoh perubahan pola struktur ketenagakerjaan 
yang mengakibatkan masalah sosial dan kesenjangan sosial di 
masyarakat. 
2.1.9. Syamsiah Ismail, Yoan Tamu,Funco Tanipu.2015.Dinamika Sosial 
Ekonomi Masyarakat (Studi Penelitian Pada Masyarakat di Sekitar 
Tempat Wisata Pentadio Resort di Desa Pentadio Barat Kecamatan 
Telaga Biru Kabupaten Gorontalo). 
Penelitian ini membahas tentang dinamika sosial ekonomi 
masyarakat yang terjadi pada masyarakat di sekitar tempat wisata 
Pentadio Kabupaten Gorontalo. Desa Pentadio Barat adalah desa yang 
memiliki jumlah populasi cukup banyak. Beberapa mata pencaharian 
penduduk tersebut adalah, belayan, pedagang, serta wirausaha. Potensi 
pariwisata di daerah tersebut yang cukup di kenal adalah wisata 
pemandian air panas Pentadio Resort. Potensi pariwisata tersebut yang 
selama ini dijadikan penduduk lokal sebagai usaha bersama. Selain itu, 
dampak yang di peroleh dari wisata air panas tersebut tidak menunjukkan 





Sehingga kesenjangan ekonomi kontras terlihat. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan data yang di 
peroleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
2.1.10. Made Suyana Utama.2016.Pengaruh perkembangan Pariwisata 
Terhadap Kinerja Perekonomian dan Perubahan Struktur Ekonomi 
Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. 
Penelitian ini secara garis besar menjelaskan tentang pengaruh 
perkembangan pariwisata terhadap kinerja perekonomian. Hasil kajian ini 
memberikan pengetahuan bahwa perkembangan pariwisata ternyata 
berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kinerja perekonomian di 
Provinsi Bali. Hal tersebut di tandai dengan meningkatnya kunjungan 
wisatawan mancanegara serta domestik. Peran hotel, restoran, 
penginapan, dan produk lokal turut mendukung peningkatan kinerja 
perekonomian yang berdampak pada pertumbuhan Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) serta penyerapan tenaga kerja. Namun demikian 
dengan meningkatnya pendapatan yang bersumber dari sektor 
perhotelan, restoran berpengaruh terhadap perubahan struktur ekonomi, 
dapat dilihat melalui indikator stuktur produksi yakni menurunnya rasio di 
sektor pertanian. Kesimpulan dari kajian ini adalah perkembangan 
pariwisata ternyata tidak memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan 
masyarakat di Bali, akan tetapi melalui peningkatan kinerja perekonomian 
serta perubahan struktur ekonomi, perkembangan pariwisata mampu 
berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 





Matrix (SAM) untuk memperoleh dampak perubahan kunjungan 
wisatawan terhadap kinerja perekonomian di Provinsi Bali. 
Berikut adalah tabel penelitian terdahulu yang telah peneliti rangkum dari 
beberapa deskripsi di atas : 
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Sumber : Olahan Peneliti, 2019 
Dari ringkasan penelitian terdahulu tersebut, cukup kiranya memberikan 
gambaran, bahwa penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Pembangunan 
Kepariwisataan dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah (Studi Pada Dinas 
Kebudaya dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi) ” perlu untuk diteliti, 
mengingat Kabupaten Banyuwangi adalah Kabupaten yang demikian ini 
konsisten dalam mengorkestrasi ekonomi pariwisata melalui beragam rangkaian 
kegiatan kepariwisataan yang terjadwal setiap tahunnya. Penelitian ini 





Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 
Kabupaten Banyuwangi. 
2.2. Kebijakan Publik 
2.2.1. Pengertian Kebijakan Publik 
Winarno (2016:19) dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik Era 
Globalisasi Teori, Proses dan Studi Kasus Komparatif, berpendapat bahwa 
secara umum, istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjuk perilaku 
seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu 
lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam bidang kegiatan tertentu. Dalam 
referensi yang sama Robert Eyestone yang dikutip oleh Winarno (2016:19) 
mengatakan bahwa “Secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai 
hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Sedangkan menurut 
Dye yang dikutip oleh Winarno (2016:19) mengatakan dengan tegas bahwa 
“kebijakan publik adalah studi tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah, 
mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan 
tersebut”.  
Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan 
dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan 
atau berorientasi pada tujuan-tujuan tertentu demi kepentingan seluruh 
masyarakat. Kebijakan publik secara umum dapat dijelaskan sebagai kebijakan 
yang dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah yang 
mempunyai tujuan tertentu yang mengutamakan kepentingan masyarakat 
(Islamy, 2000:23). 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara luas segala tindakan yang 





spesifik dapat diartikan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian proses dari 
pengambilan keputusan hingga tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan 
setiap keputusan ataupun tindakan yang dilakukan memiliki dampaknya masing-
masing. 
2.2.2. Sifat Kebijakan Publik 
Winarno (2016:23) menjelaskan bahwa sifat kebijakan publik dapat 
diklasifikasikan menjadi beberapa kategori yaitu diantaranya Policy Demands 
(tuntutan-tuntutan kebijakan), Policy Decisions (keputusan-keputusan kebijakan), 
Policy Statements (pernyataan-pernyataan kebijakan), Policy Outputs (hasil-hasil 
kebijakan), dan Policy Outcomes (dampak-dampak kebijakan). Adapun 
penjelasan dari beberapa sifat kebijakan publik tersebut adalah, pertama; Policy 
Demands (tuntutan-tuntutan kebijakan) adalah suatu tuntutan-tuntutan yang 
dibuat oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah, yang ditujukan kepada pejabat-
pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik untuk mengambil suatu tindakan 
tertentu. 
Kedua; Policy Decisions (keputusan-keputusan kebijakan) adalah suatu 
keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang 
mengesahkan atau memberikan arah kebijakan publik, seperti undang-undang 
dan beberapa peraturan-peraturan yang dibutuhkan. Ketiga; Policy Statements 
(pernyataan-pernyataan kebijakan) adalah pernyataan-pernyataan resmi tentang 
kebijakan publik, seperti undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah 
yang menunjukkan suatu maksud dan tujuan pemerintah dan apa yang akan 
dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. 
Keempat; Policy Outputs (hasil-hasil kebijakan) adalah suatu hal yang 





pernyataan suatu kebijakan. Dan kelima; Policy Outcomes (dampak-dampak 
kebijakan) adalah suatu akibat yang diperoleh masyarakat, baik akibat tersebut 
yang diinginkan maupun tidak diinginkan dari suatu hal yang telah dilakukan oleh 
pemerintah. 
Jadi dari beberapa pemaparan terkait sifat kebijakan publik tersebut dapat 
diketahui bahwa kebijakan yang baik haruslah memiliki sifat-sifat tersebut, 
diantaranya Policy Demands (tuntutan-tuntutan kebijakan), Policy Decisions 
(keputusan-keputusan kebijakan), Policy Statements (pernyataan-pernyataan 
kebijakan), Policy Outputs (hasil-hasil kebijakan), dan Policy Outcomes (dampak-
dampak kebijakan). Sebuah kebijakan publik itu dijalankan maka salah satu dari 
kelima sifat tersebut haruslah ada, dan tentunya setiap sifat kebijakan publik 
yang dimaksud tersebut telah ditetapkan dan disepakati bersama oleh setiap 
aktor yang terkait dari suatu kebijakan publik yang ada. 
2.2.3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik 
Proses pembuatan kebijakan publik merupakan suatu proses yang 
kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji 
didalamnya. Adapun Dunn yang dikutip oleh Winarno (2016:31) menggambarkan 






















Gambar 3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik 
Sumber: Winarno (2016:31) 
 
Adapun beberapa penjelasan dari gambar di atas adalah, pertama; 
penyusunan agenda adalah suatu tahap menempatkan suatu permasalahan 
menjadi agenda publik yang dilakukan para pejabat. Dimana dalam 
penyusunannya masalah-masalah yang dirumuskan telah diseleksi sebelumnya, 
dalam tahap ini terdapat suatu masalah yang mungkin tidak disentuh sama sekali 
namun juga terdapat suatu masalah lainnya yang ditetapkan dan menjadi fokus 
pembahasan. Kedua; dalam tahap formulasi kebijakan ini masalah yang telah 
masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh pembuat kebijakan yang 
kemudian ditetapkan pemecahan masalah tersebut. 
Ketiga; dalam tahap adopsi kebijakan ini dilakukan pemilahan dari sekian 
banyak pemecahan masalah atau alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para 
perumus kebijakan, maka ditentukan salah satu alternatif kebijakan tersebut yang 
diadopsi dengan dukungan dari legislatif yang berdasarkan konsensus bersama. 
Keempat; dalam tahap implementasi kebijakan ini keputusan program kebijakan 










diimplementasikan oleh badan administratif ataupun badan pemerintah lainnya. 
Karena bagaimanapun juga suatu program kebijakan hanya akan menjadi 
catatan para birokrat jika program yang telah dibuat tidak diimplementasikan. 
Dan keempat; tahap evaluasi kebijakan publik, dalam tahap ini kebijakan yang 
telah dijalankan akan dinilai dan dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan 
yang dibuat telah mampu memecahkan suatu permasalahan tentunya dengan 
indikator tersendiri untuk menilai dan mengevaluasi suatu kebijakan tersebut. 
2.2.4. Implementasi Kebijakan Publik 
Menurut Lane, implementasi sebagai konsep dapat di bagi ke dalam dua 
bagian, bagian Pertama merupakan implementation yang artinya Function 
(Intention, Output, Outcome). Sesuai definisi tersebut, implementasi dapat 
diartikan fungsi yang terdiri dari maksud serta tujuan, hasil sebagai produk dan 
hasil dari akibat. Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari 
implementation yang artinya Function (Policy, formator, implementator, initiator, 
time). Penekanan bagian pertama , pada ke dua bagian tersebut adalah kepada 
kebijakan itu sendiri kemudian hasil yang di capai dan dilakukan oleh 
implementator daam kurun waktu tertentu Mazmanian dan Sabatier (1983:25). 
Implementasi kebijakan merupakan hasil dari pada kegiatan pemerintah, hal 
senada juga sesuai dengan perspektif, 
Van Meter dan Van Horn dalam  Grindle, (1980, h.6) mengatakan bahwa 
implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan 
publik untuk di realisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan 
berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder). Implementasi kebijakan 





implementation problems approach yang di perkenalkan oleh Edward III (1984, 
h.9-10). 
Edward III menggunakan pendekatan terkait masalah implementasi pada 
mulanya memberikan dua pertanyaan pokok, yakni, (1) faktor apa yang 
mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ? dan (2) fakor apa yang 
menghambat keberhasilan implementasi kebijakan ?. Berdasarkan dua 
pertanyaan tersebut maka kemudian di rumuskan empat faktor yang merupakan 
prasyarat utama keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan, pertama, 
komunikasi; kedua, sumber daya; ketiga, sikap birokrasi atau pelaksana; dan 
yang keempat adalah struktur organisasi. Empat faktor tersebut kemudian 
menjadi suatu kriteria penting dalam implementasi kebijakan. Komunikasi sebuah 
program pada galibnya hanya dapat dilaksanakan dengan baik manakala jelas 
bagi para pelaksananya. Kondisi tersebut menyangkut dalam proses 
penyampaian informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi yang di 
sampaikan. 
 Sumber daya, di jelaskan bahwa meliputi empat komponen yaitu staf yang 
cukup, dalam artian jumlah yang memadai dan mutu, ketersedian informasi 
dalam pengambilan keputusan, derajat kewenangan dalam melaksanakan tugas 
atau tanggung jawab, serta fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan. 
Disposisi atau sikap pelaksana adalah komitmen bagi pelaksana terhadap suatu 
program. Masih seturut, struktur birokrasi di dasarkan pada standard operating 
prosedure (SOP), yang mengatur tentang tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan 
kebijakan. Sebuah alur atau langkah yang digunakan untuk mempermudah 
dalam implementasi kebijakan, diperlukan diseminasi. Beberapa syarat 





respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan 
perlunya secara moral mematuhi undang- undang yang dibuat oleh pihak 
berwenang; (2) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan 
kemauan menerima serta melaksanakan kebijakan terwujud apabila kebijakan 
dianggap logis; (3) keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah; (4) pada 
mulanya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun dengan berjalannya 
waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Menurut 
Mazmanian dan Sabatier (1983, h.5), terdapat dua perspektif dalam analisis 
implementasi, yaitu perspektif administrasi publik dan perspektif poitik.  
Berdasarkan perspektif administrasi publik, implementasi pada awalnya 
dilihat sebagai pelaksanaan kebijakan secara tepat dan efisien. Namun, dalam 
sejarahnya setelah perang dunia ke dua berbagai penelitian administrasi negara 
menunjukkan bahwa ternyata agen administrasi publik tidak hanya di pengaruhi 
oleh mandat resmi, tetapi juga oleh tekanan dari kelompok kepentingan, anggota 
lembaga legislatif dan berbagai faktor dalam lingkungan politis. Seturut itu 
perspektif ilmu poitik mendapat dukungan dari pedekatan sistem terhadap 
kehidupan politik. Pendekatan ini menandaskan bahwa perspektif organisasi 
dalam administrasi publik dan mulai memberikan perhatian terhadap pentingnya 
input dari luar arena administrasi, seperti ketentuan administratif, perubahan 
preferensi publik, teknologi baru dan preferensi masyarakat. Sudut pandang ini 
terfokus pada pertanyaan dalam analisis implementasi, yakni seberapa jauh 
konsistensi antara output  kebijakan dengan tujuannya.  
Ripley mulai memperkenalkan pendekatan “kepatuhan” dan pendekatan 
“faktual” dalam implementasi kebijakan Ripley & Franklin, (1986, h.11). 





memusatkan perhatian terhadap tingkat kepatuhan agen atau individu bawahan 
pada agen atau individu atasan. Perspektif kepatuhan merupakan analisis 
karakter dan kualitas perilaku organisasi. Menurut Ripley, paling tidak ada dua 
kekurangan perspektif kepatuhan, yaitu, Pertama, banyak faktor non- birokratis 
yang berpengaruh tetapi justru kurang diperhatikan; kedua, adanya program 
yang tidak di desain dengan baik. Perspektif ke dua adalah perspektif faktual 
yang berasumsi bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses 
implementasi kebijakan yang mewajibkan implementasi agar lebih lebih berfokus 
dalam melakukan penyesuaian. 
Melihat dua perspektif diatas, dapat diambil kesimplan bahwa keduanya 
saling berkelindan satu sama lainnya. Secara empirik, perspektif kepatuhan 
mulai membuktikan adanya faktor eksternal orgaisasi yang juga mempengaruhi 
kinerja agen administratif . Kecenderungan tidak bersebrangan dengan perspektif 
faktual yang memfokuskan perhatian pada berbagai faktor non - organisasional 
yang mempengaruhi implementasi kebijakan (Grindle, 1980, h.7). Pendekatan 
kepatuhan dan faktual dapat dinyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat 
ditentukan oleh tahap implementasi dan keberhasilan dalam proses implementasi 
ditentukan oleh kemampuan implementator, yaitu: Pertama, kepatuhan 
implementator mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan; kedua, 
kemampuan implementator melakukan apa yang dianggap tepat sebagai 
keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non - 
organisasional (pendekatan faktual). Keberhasilan kebijakan atau program juga 
dikaji berdasar perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada 
perspektif proses, program pemerintah dapat dikatakan berhasil jika 





dibuat oleh pembuat program dimana mencakup cara pelaksanaan, agen 
pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan dalam 
perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil jika program dapat membawa 
dampak seperti yang diinginkan. Sebuah program dapat dipandang berhasil 
bilamana di lihat dari sudut proses, namun bisa gagal bila ditinjau dari dampak 
yang dihasilkan, begitupun sebaliknya. 
Grindle (1980, h.6-10) memperkenalkan model implementasi sebagai 
bagian dari proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan 
proses dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh bebagai aktor, 
dimana hasil akhir ditentukan oleh materi program yang telah dicapai maupun 
melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. 
Sedangkan proses politik dapat dilihat melalui proses pengambilan keputusan 
yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, kemudian proses administrasi terlihat 
melalui proses umum terkait aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat 
tertentu. TB Smith memberikan argumen dan mengakui bahwa, kebijakan yang 
usai dibuat, kebijakan tersebut  harus terimplementasikan dan hasilnya sedapat 
mungkin sesuai dengan apa yang  diharapkan oleh pembuat kebijakan itu sendiri 
Nakamura dan Smallwood, (1980, h.2). Berdasarkan penjelasan tersebut tujuan 
implementasi kebijakan diformulasikan ke dalam program aksi dan proyek 
tertentu yang di racang dan di biayai. Program dilaksanakan sesuai dengan 
perencanaan. Implemantasi kebijakan (program) sangat dipengaruhi oleh isi 
kebijakan serta konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan 
dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasar tujuan kebijakan. 





individu dan kelompok maupun masyarakat. Cakupan luar implementasi 
kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran. 
2.2.5. Model Implementasi Kebijakan 
Menurut mazmanian dan Sabatier (1983, h.21-48), terdapat dua model 
yang berjalan dalam tahapan implementasi kebijakan, yakni model top down dan 
model bottom up, kedua model tersebut ada pada setiap proses pembuatan 
kebijakan. Model top down merefleksikan gambaran proses dalam tahapan 
pembuatan kebijakan dimana di dalamnya terdapat model elite, model proses, 
dan model inkremental, sedangkan model bottom up dapat dilihat pada model 
kelompok dan model kelembagaan. 
Kebijakan kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi merupakan kebijakan 
yang didesain oleh pemerintah daerah karena kewenangan dalam urusan 
pariwisata merupakan urusan pilihan yang dapat di kelola oleh pemerintah 
daerah sebagaimana regulasi yang mengutur tentang pemerintahan daerah, oleh 
sebab itu peneliti akan menggunakan model top down  sebagai model 
implementasi kebijakan seturut itu peneliti juga menggunakan model George C. 
Edward III untuk menganalisa fenomena implementasi kebijakan kepariwisataan 
di Kabupaten Banyuwangi karen model George C. Edward III berusaha 
menjawab atas dua pertanyaan tersebut dengan mengkaji empat faktor (variabel) 
dari kebijakan yaitu struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, disposisi, yang 
menjadi sangat relevan dengan penelitian ini. 
Grindle (1980, h.6-10), memperkenalkan model implementasi sebagai 
proses politik dan adminstrasi atau dikenal dengan sebutan Implementation as A 





(2008:154), teori implementasi kebijakan, variabel yang mempengaruhi 
implementasi kebijakan publik adalah keberhasilan implementasi suatu kebijakan 
publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai 
atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Dimana pengukuran keberhasilan 
implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yakni : 
a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan 
kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk 
pada aksi kebijakannya.  
b. Apakah tujuan kebijakan tercapai dengan melihat dua faktor, yaitu : 
 Dampak (impact) pada masyarakat secara individu dan kelompok.  
 Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok 
sasaran dan perubahan yang terjadi. 
Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua 
variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi 
(context of implementation) Rian Nugroho (2009:154). Setiap implementasi 
kebijakan pemerintah pasti dihadapkan pada banyak kendala, utamanya yang 
berasal dari lingkungan (konteks) di mana kebijakan itu akan diimplementasikan. 
Ide dasar Grindle bahwa setelah suatu kebijakan ditransformasikan menjadi 
program aksi, maka tindakan implementasi belum tentu berlangsung lancar. Hal 
ini sangat tergantung pada implementability dari program, sebagaimana dapat 


























Gambar 4. Model Implementasi Grindle  
Sumber : Riant D.Nugroho (2009:134) 
 
Berdasarkan gambar di atas menunjukkan keberhasilan implementasi 
kebijakan publik menurut Grindle sangat ditentukan oleh tingkat implementability 
kebijakan itu sendiri, yang terdiri dari isi kebijakan (content of policy) dan konteks 
implementasi (context of implementation). Menurut Grindle (1980:10), kebijakan 
yang menyangkut banyak kepentingan yang saling berbeda lebih sulit 
diimplementasikan sehingga konten kebijakan merupakan salah satu faktor 
penting yang harus diperhatikan dalam merumuskan suatu kebijakan, dan 
konteks kebijakan mempengaruhi implementasinya. Akhirnya pendekatan model 
implementasi kebijakan menurut Grindle dapat ditentukan oleh isi kebijakan 
(content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation) yang 
dapat dijelaskan pada tabel 2.1 sebagai berikut, yaitu:  
Tujuan yang ingin 
dicapai 
Program Aksi dan Proyek 




Apakah Program yang 
dijalankan seperti yang 
direncanakan 
Isi Kebijakan : 
a. Kepentingan yang memengaruhi 
kebijakan 
b. Jenis Manfaat yang akan dihasilkan  
c. Derajat perubahan yang diinginkan 
d. Letak Pengambilan Keputusan 
e. (Siapa) Pelaksana Program 
f. Sumber daya yang kerahkan 
Konteks Implementasi 
a. Kekuasaan, kepentingan, dan 
strategi aktor yang terlibat 
b. Karakteristik Lembaga dan 
penguasa 
c. Kepatuhan dan daya tanggap 
Hasil Kebijakan 














Tabel 3. Pendekatan Merilee S. Grindle 
 
Content of Policy 
 (Isi Kebijakan) 
Context of Implementation 
(Implementasi Lingkungan) 
1. Kepentingan yang 
memengaruhi kebijakan. 
2. Jenis manfaat yang akan 
dihasilkan. 
3. Derajat perubahan yang 
diinginkan. 
4. Kedudukan pembuat kebijakan. 
5. Siapa pelaksana program? 
6. Sumber daya yang dikerahkan 
1. Kekuasaan, kepentingan, dan 
strategi aktor yang terlibat. 
2. Karakteristik lembaga dan 
penguasa. 
3. Kepatuhan dan daya tanggap. 
Sumber: Analisa Kebijakan Publik (Riant D. Nugroho, 2009: 134 
Berdasarkan tabel di atas, pendekatan implementasi kebijakan menurut 
Merilee S. Grindle dalam Riant D. Nugroho ditentukan oleh pertama, isi kebijakan 
(content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). 
Grindel (1980, h.10-11) menjelaskan Implementability yang terdiri atas : 
1. Isi Kebijakan (Content of Policy) Mencakup : 
a. Interest Affected (Kepentingan Kepentingan yang 
Mempengaruhi). Interst affected berkaitan dengan 
berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu 
implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa 
suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan 
banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-
kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap 
implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih 
lanjut. 
b. Type of Benefits (Tipe Manfaat). Pada point ini content 
of policy berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan 





jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang 
dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang 
hendak dilaksanakan.  
c. Extent of Change Envision (Derajat Perubahan yang 
Ingin Dicapai). Setiap kebijakan memiliki target yang 
hendak dan ingin dicapai. Content of policy yang ingin 
dijelaskan pada pon ini adalah bahwa sejauh mana 
perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan 
haruslah memiliki skala yang jelas.. Suatu program yang 
bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok 
sasaran relative lebih sulit diimplementasikan daripada 
program yang sekedar memberikan bentuan kredit atau 
bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin 
d. Site of Decision Making (Letak Pengambilan 
Keputusan). Pengambilan keputusan dalam suatu 
kebijakan memegang peranan penting dalam 
pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini 
harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan 
dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. 
e. Program Implementer (Pelaksana Program). Dalam 
menjalankan suatu kebijakan atau program harus 
didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang 
kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu 





dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah 
menyebutkan implementornya dengan rinci. 
f. Resources Committed (Sumber-Sumber Daya yang 
Digunakan). Apakah sebuah program didukung oleh 
sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan 
harus didukung oleh sumberdaya-sumberdayayang 
mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. 
2. Lingkungan Implementasi (Context of Implementation), 
Mencakup : 
a. Power, Interest, and Strategy of Actor Involved 
(Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan, dan Strategi 
dari Aktor yang Terlibat). Dalam suatu kebijakan perlu 
dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, 
kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para 
actor yang terlibat guna memperlancar jalannya 
pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini 
tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar 
kemungkinan program yang hendak diimplementasikan 
akan jauh hasilnya dari yang diharapkan. 
b. Institution and Regime Characteristic (Karakteristik 
lembaga dan rezim yang sedang berkuasa). 
Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut 
dilaksanakan juga berpengaruh terhadap 





karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut 
mempengaruhi suatu kebijakan. 
c. Compliance and Responsiveness (Tingkat 
Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana). Hal 
lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan 
suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para 
pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini 
adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari 
pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. 
Isi kebijakan atau program yang akan berpengaruh pada tingkat 
keberhasilan implementasi berisi apakah kebijakan itu kontroversial lalu 
kebijakan-kebijakan yang dipandang tidak populis dan kebijakan menghendaki 
perubahan besar serta biasanya akan mendapatkan perlawanan baik dari 
kelompok sasaran bahkan mungkin dari implementornya sendiri yang mungkin 
merasa kesulitan melaksanakan kebijakan tersebut atau merasa dirugikan. 
Adapun konteks dari kebijakan itu dimana dan oleh siapa kebijakan tersebut 
diimplemetasikan akan berpengaruh pada tingkat keberhasilannya, karena 
seberapapun baik dan mudahnya kebijakan dan seberapapun dukungan 
kelompok sasaran, hasil implementasi tetap bergantung pada implementornya. 
Karakter dari pelaksana akan mempengaruhi tindakan-tindakan pelaksana dalam 
mengimplementasikan kebijakan karena pelaksana adalah individu yang tidak 
mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi dan kepentingan pribadi yang ingin 
mereka capai. Pada tahap mengimplementasikan suatu kebijakan terdapat 





demi kepentingan pribadinya, sehingga dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan 
sebenarnya.  
Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau 
konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui 
apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai 
dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan 
dipengaruhi oleh suatu lngkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang 
terjadi. Grindle memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan 
administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan 
yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh 
baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat 
keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui 
proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, 
sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi 
administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. 
 Selain model implementasi kebijakan diatas dalam ranah akademis Van 
Meter dan Horn juga mengembangkan model proses implementasi kebijakan. 
Keduanya mengkritisi pendirian bahwasanya perubahan, kontrol, dan kepatuhan 
dalam bertindak merupakan konsep penting dalam prosedur implementasi, 
dalam perjalanannya mereka juga mengembangkan tipologi kebijakan 
berdasarkan : (1) jumlah perubahan yang akan dihasilkan, dan (2) jangkauan 
atau ruang lingkup kesepakatan mengenai tujuan oleh berbagai pihak yang 
terlibat dalam proses implementasi. Begitu pula tanpa mengurangi keabsahan 
model proses implementasi kebijakan dari Van Meter dan Horn terlihat bahwa 





ke dalam elemen – elemen model proses politik dan administrasi menurut 
Grindle. Kata kuncinya yakni, perubahan, kepatuhan dan kontrol termasuk ke 
dalam dimensi isi kebijakan dan konteks implementasi kebijakan, sehingga 
tipologi kebijakan yang dibuat oleh keduanya termasuk ke dalam isi kebijakan 
dan konteks implementasi menurut Grindle. Tipologi jumlah perubahan yang 
telah dihasilkan termasuk dalam elemen – elemen isi kebijakan dan tipologi 
ruang lingkup kesepakatan termasuk dalam konteks implementasi. Secara 
skematis model implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn dalam 



















Gambar 5. Model Proses Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn 
Sumber:Van Meter, D. and Van Horn, C.E. 1975. The policy implementation 
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 Seturut dengan pendapat di atas, Korten dalam Tarigan (2000, h.19) 
membuat model kesesuaian implementasi kebijakan atau program dengan 
menggunakan pendekatan proses pembelajaran. Model tersebut berfokus pada 
kesesuaian antara tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program, yakni 
program itu sendiri, pelaksanaan program, serta kelompok sasaran program. 
Korten mengemukakan bahwa suatu program akan berhasil dilakukan jika 
tedapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program yaitu ; (i) kesesuaian 
antara program dengan (pemanfaat), yakni kesesuaian antara apa yang telah di 
tawarkan oleh program dengan apa yang di butuhkan oleh kelompok sasaran 
(pemanfaat), (ii) kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana, yakni 
kesesuaian antara tugas yang menjadi syarat program dengan kemampuan 
organisasi pelaksana, (iii) kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan 
organisasi pelaksana, yakni kesesuaian antara syarat yang disepakati organisasi, 
untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang bisa dilakukan oleh 
kelompok sasaran program. 
 Berdasar pola yang telah dikembangkan oleh Korten, dapat dipahami 
bahwa manakala tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi 
kebijakan, kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang 
diharapkan, jika output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok 
sasaran jelas, outputnya tidak mampu di manfaatkan. Oleh sebab itu jika 
organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan dalam melaksanakan 
tugas yang telah di syaratkan oleh program, maka organisasinya tidak mampu 
menyampaikan output program tersebut secara tepat. Sebaliknya, mana kala 
syarat yang telah di tetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat di penuhi 





Berdasarkan hal tersebut, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan, 
sangat mutlak diperlukan guna program dapat berjalan sesuai dengan rencana 
yan telah dibuat. Tiga model implementasi kebijakan publik yang berorientasi 
pada top down, yakni : (i) Model Brian W. Hogwood dan lewis A Gunn; (ii) Model 
Van Meter Van Horn; dan (iii) Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier 
dalam Wahab (2007, h.16). 
 Studi dalam implementasi kebijakan menyepakati bahwa, model 
Mazmanian dan Sabatier dalam Wibawa (1994, h.9)  termasuk ke dalam model 
top-down yang paling maju, karena mampu mensintesiskan ide – ide dari model 
top-down dan bottom-up menjadi enam kondisi implementasi yang efektif, yakni; 
Pertama, Standar evaluasi dan sumber yang legal; Kedua, Teori kausal yang 
memadai sehingga menjamin bahwa kebijakan memiliki teori yang akurat 
sebagaimana melakukan perubahan; Ketiga, Integrasi organisasi pelaksana 
dalam mengupayakan kepatuhan bagi pelaksana kebijakan serta kelompok 
sasaran; Keempat, para pelaksana mempunyai komitmen dan keterampilan 
dalam menerapkan kebebasan yang dimiliki untuk mewujudkan kebijakan; 
Kelima, dukungan dari kelompok – kelompok kepentingan dan kekuatan 
khususnya legislatif dan eksekutif; Keenam, perubahan kondisi sosial ekonomi 
yang tidak menghilangkan dukungan kelompok dan kekuasaan atau 
memperlemah teori kausal yang mendukung suatu kebijakan. 
 Mazmanian dan Sabatier memperkuat argumennya (lihat Islami; 2001 
h.18) menyebutkan bahwa terdapat enam syarat guna mengoptimalkan 
implementasi  kebijakan, yaitu; (1) Ada tujuan yang telah di tetapkan secara sah, 
jelas, dan konsisten; (2) Adanya landasan teori sebab akibat yang tepat pada 





perilaku kelompok sasaran dengan tercapainya tujuan akir yang diinginkan; (3) 
Proses implementasi yang disusun secara legal guna mendorong kepatuhan 
para pejabat pelaksana serta kelompok sasaran; (4) Adanya komitmen dan 
kecakapan dalam hal politik dan manajerial, yang dimiliki oleh pejabat pelaksana 
untuk memanfaatkan sumber-sumber tercapainya tujuan kebijakan; (5) Adanya 
dukungan politik yang aktif dari para pemegang kekuasaan, eksekutif  dan 
legislatif serta kelompok kepentingan; (6) Prioritas pelaksanaan tujuan kebijakan 
tidak boleh terganggu oleh adanya kebijakan lain yang bertentangan atau 
adanya perubahan kondisi sosial ekonomi yang mengganggu secara substansial 
terhadap pelaksanaan teknis serta adanya dukungan politik dan teori sebab 
akibat dari pelaksanaan kebijakan atau program yang ada. 
  Bila mana kondisi tersebut terpenuhi, tidak menutup kemungkinan bahwa 
implemntasi akan benar – benar berjalan efektif karena terdapat faktor- faktor lain 
yang perlu diperhatikan biasa disebut dengan sub-optimal condition, yaitu 
sebuah kondisi dimana legislatif dan eksekutif menghadapi; (i) Informasi yang 
tidak valid; (ii) Konflik tujuan dan kompleksifitas politik di legislatif; (iii) Kesulitan 
melakukan aktivitas terutama yang terkait dengan implementasi dan evaluasi 
yang disebabkan oleh tidak jelasnya masalah; (iv) Tidak adanya dukungan dari 
kelompok kepentingan; dan (v) Validitas, teknik, serta teori yang tidak memadai.  
2.3. Pemberdayaan Masyarakat 
Dalam hubungan pola pembangunan pariwisata yang berkelanjutan peran 
masyarakat menjadi pokok sentral yang sangat mempengaruhi keberhasilan 
dalam implementasi kebijakan. Pembangunan pariwisata harus di dasarkan pada 





ekologis dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika 
dan sosial terhadap masyarakat Soedarmayanti (2018, h.151). Berdasarkan 
pernyataan tersebut bahwa keterlibatan partisipasi masyarakat merupakan 
komponen terpenting dalam upaya pertumbuhan kemandirian dan proses 
pemberdayaan, Adiyoso (2009, h.151). Pemberdayaan masyarakat dimaknai 
sebagai konsep pembangunan yang memiliki sifat, people centered, 
participatory, empowering, and sustainable. Konsep tersebut memiliki arti luas 
dari hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme 
untuk mencegah kemiskinan lebih lanjut (Suradi, 2009:15). 
Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya sebuah upaya yang dilakukan 
untuk meningkatkan sumber daya yang telah dimiliki, baik secara ekonomi, 
kebudayaan dan politik, sehingga mampu untuk menyelaraskan dari tuntutan 
serta kebutuhan zaman yang terus berkembang. Pemberdayaan masyarakat 
juga di fokuskan untuk meningkatkan kesadaran msyarakat agar mampu 
melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan yang dibuat oleh 
pemerintah. 
Suryono (2010:247), mengemukakan bahwa “pemberdayaan masyarakat 
merupakan upaya yang digunakan untuk memandirikan masyarakat melalui 
wujud potensi yang dimilikinya”. Kriteria terwujudnya kemandirian masyarakat 
dapat diuraikan melalui beberapa point berikut (Green 2014, h.20) : 
a) Anomic survival, dimana masyarakat memiliki kemampuan untuk 





b) Regenerative resilience, masyarakat memiliki kemampuan 
menyelesaikan masalah melalui mekanisme penyelesaian masalah 
konstruktif; 
c) Adaptive resilience, masyarakat memiliki kemampuan 
menyelesaikan masalah dengan strategi yang di dasarkan pada 
pengalaman dirinya dari hasil adaptasi lingkungan; 
d) Flourishing resilience, masyarakat memiliki kemampuan dalam 
menyelesaikan masalah dengan menggunakan mekanisme 
penyelesaian masalah secara efektif. 
Sebanding dengan hal tersebut, jika dilihat dari sudut pandang 
pembangunan berkelanjutan (sustainable development), pengembangan 
masyarakat akan dapat tercapai melalui partisipasi masyarakat. Pemberdayaan 
masyarakat merupakan sebuah proses dimana masyarakat yang sedikit memiliki 
akses dalam pembangunan dan sumber daya, harus di dorong untuk lebih 
mandiri agar memiliki daya saing yang kompetitif. Ada empat strategi yang dapat 
ditawarkan dalam memberdayakan masyarakat, sebagai berikut : 
1. Memberdayakan masyarakat dengan mensosialisasikan peran 
masyarakat sebagai subyek 
2. Mendayagunakan mekanisme penyelenggaraan pembangunan 
masyarakat secara lebih aspirasif, efisien, dan efektif 
3. Mobilisasi sumber daya manusia seperti tenaga, pikran, dan 





4. Maksimalisasi peran pemerintah dalam memfasilitasi 
penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 
Suryono (2010, h.210). 
Dari hasil diatas, peneliti berkesimpulan bahwa suatu kebijakan yang 
dilakukan pemerintah pada dasarnya untuk kepentingan masyarakat, dan bukan 
untuk kepentingan pribada atau golongan. Dalam setiap proses kebijakan sudah 
seharusnya masyarakat dilibatkan oleh pemerintah mulai dari perencanaan, 
implementasi, pengawasan, serta pemanfaatan hasil adalah hal yang perlu 
ditekankan kembali.  
2.4. Pembangunan Pariwisata 
2.4.1. Pengertian Pembangunan  
Menurut (Katz, 1991) pembangunan pada prinsipnya adalah suatu proses 
perubahan pokok pada masyarakat dari suatu keadaan nasional tertentu menuju 
keadaan nasional lain yang dianggap lebih bernilai, dalam Sunaryo, (2013, 
h.129). Seturut itu (Philip Roup, 1993) juga menegaskan bahwa pembangunan 
sebagai proses perubahan dengan tanda tanda dari sesuatu keadaan nasional 
tertentu yang dianggap kurang di kehendaki menuju ke sesuatu keadaan 
nasional tertentu yang dinilai lebih dikehendaki. 
Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan 
kesempatan berusaha serta memperoleh manfat dan mampu untuk menghadapi 
tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Kedua pendapat 
diatas mengajak kita untuk berfikir tentang makna pembangunan itu sendiri 
manakala dikaitkan dengan sektor kepariwisataan, dapat ditarik kesimpulan 





terstruktur pada suatu momentum kepariwisataan tertentu yang dinilai kurang 
baik, untuk diarahkan menuju pada kondisi kepariwisatan tertentu yang dianggap 
cukup baik, atau lebih baik. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk 
mendorong pemerataan kesempatan dalam berusaha serta memperoleh manfaat 
dan mampu menghadapai tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan 
global. Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas yang 
termaktub dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 
tentang kepariwisataan, yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana 
pembangunan kepariwisataan dengan memperlihatkan keanekaragaman, 
keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk 
berwisata. 
 Adapun tujuan pembangunan kepariwisataan nasional menurut Rencana 
Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025 
adalah sebagai berikut : 
1. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata 
2. mengkomunikasikan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan 
media pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab 
3. mewujudkan industi pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian 
nasional 
4. mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata 
yang mampu menyinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran 
pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien. 
Arah pembangunan kebijakan RIPPARNAS telah menjadikan spirit bagi 
pemerintah daerah untuk terus membangun dan mengelola potensi 





dimotivasi agar selalu berinovasi dalam rangka menggerakkan ekonomi 
kepariwisataan. Adapun peran pemerintah daerah dalam hal kepariwisataan 
sebagai berikut : 
1. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta 
keamanan, dan keselamatan kepada wisatawan; 
2. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata 
yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, 
memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum; 
3. Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang 
menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; 
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka 
mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat 
luas. 
2.4.2. Pembangunan Destinasi Pariwisata 
Aby Legawa (2008) dalam Soedarmayanti, mengemukakan pengertian 
destinasi pariwisata sebagai suatu intensitas pada suatu wilayah geografis 
tertentu yang di dalamnya terdapat komponen produk wisata dan layanan serta 
unsur pendukung lainnya, seperti pelaku industri pariwisata masyarakat dan 
institusi pengembang yang membentuk satu sistem yang sinergis dalam 
menciptakan motivasi kunjungan bagi wisatawan. Sedangkan menurut Ricardson 
dan Fluker (2004, h.48), destinasi didefinisikan “a significant place visited on a 
trip with some from of actual or perceived boundary the basic geographic unit for 
the production of tourism statistic” (I.Gede Pitana, Ketue Surya Diarta 2009:126). 
Berdasarkan beberapa pengertian diatas ada beberapa unsur yang 





daya tarik wisatawan yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa 
keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang 
menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Setiap destinasi pariwisata 
sudah barang tentu mengembangkan daya tarik wisata dan atraksi wisata 
sebagai bagian untuk berkunjung ke destinasi tujuan yang dikehendaki. Serupa 
dengan hal diatas pada galibnya mengandung arti dan tujuan yang sama bahwa 
kerangka pengembangan destinasi pariwisata paling tidak harus mencakup 
komponen- komponen utama sebagai berikut : 
a) Objek dan daya tarik (atraction) yang mencakup : daya tarik yang 
berbasis pada kekayaan alam, budaya, maupun buatan (artificial), 
seperti event atau yang sering disebut sebagai minat khusus 
(special interest). 
b) Aksesbilitas (accesbility), yang mencakup dukungan sistem 
transportasi yang meliputi : rute atau jalur transportasi, fasilitas 
terminal, bandara, pelabuhan, dan moda transportasi yang lain. 
c) Amenitas (amenities), yang mencakup fasilitas penunjang dan 
pendukung wisata yang meliputi : akomodasi, rumah makan, retail, 
toko cinderamata, fasilitas penukaran uang, biro perjalanan, pusat 
informasi wisata, dan fasilitas kenyamanan lainnya. 
d) Fasilitas pendukung (ancillary serices) yaitu ketersediaan fasilitas 
pendukung yang digunakan oleh wisatawan, seperti bank, 
telekomunikasi, pos, rumah sakit, dan sebagainya.  
e) Kelembagaan (Institusional), yakni terkait dengan keberadaan dan 





kegiatan pariwisata termasuk masyarakat setempat sebagai tuan 
rumah (host). 
Destinasi pariwisata dalam penjelasan diatas tidak cukup hanya dipahami 
sebagai entitas sekumpulan objek dan daya tarik semata dengan suatu tema 
dominan saja, namun lebih dari itu harus dipahami secara holistik sebagai satu 
keterkaitan sistematis antara objek serta daya tarik wisata beserta dengan 
segenap unsur-unsur pendukungnya seperti : aksesbilitas, amenitas, masyarakat 
setempat, dan unsur-unsur penunjang lainnya yang bersinergi menjadi satu 
kesatuan yang utuh dan saling melengkapi. 
2.4.3. Community Based Tourism (CBT) 
Dalam rangka pembangunan kepariwisataan serta optimalisasi manfaat 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berdomisili di 
sekitar wilayah destinasi merupakan salah satu prinsip pembangunan yang 
berkelanjutan. Hal ini sering disebut sebagai strategi perencanaan pembangunan 
kepariwisataan yang berorientasi pada pemberdayaan masarakat sebagai subjek 
pembangunan. Dalam studi kepariwisataan, strategi tersebut dikenal dengan 
istilah Community Based Tourism Development (CBT). Konfigurasi CBT tersebut 
pada prinsipnya merupakan salah satu gagasan yang penting dan kritis dalam 
pekembangan teori pembangunan kepariwisatan konvensional (growth oriented 
model) yang sering mendapat banyak kritik, serta mengabaikan hak dan 
meminggirkan masyarakat lokal dari kegiatan kepariwisataan di suatu destinasi. 
Murphy (1998), dalam Soedarmayanti (2018,h.138) menyatakan bahwa 
pada hakekatnya pembangunan kepariwisataan tidak bisa lepas dari sumber 





(tradisi serta budaya), yang merupakan unsur penggerak utama kegiatan wisata 
itu sendiri sehingga semestinya kepariwisataan harus dipandang sebagai 
kegiatan yang berbasis pada komunitas setempat. Beberapa batasan pengertian 
tentang CBT adalah sebagai berikut : 
a) Wujud tata kelola kepariwisataan yang memberikan kesempatan 
kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat aktif dalam 
manajemen dan pembangunan kepariwisataan yang ada. 
b) Wujud tata kelola kepariwisataan yang dapat memberikan 
kesempatan pada masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam 
usaha-usaha kepariwisataan juga bisa mendapatkan keuntungan 
dari kepariwisataan yang ada. 
c) Bentuk kepariwisataan yang menuntut pemberdayaan secara 
sistemik dan demokratis serta distribusi keuntungan yang adil 
kepada masyarakat yang kurang beruntung yang ada di destinasi. 
(Murphy (1998, h.139). 
Seturut itu Hausler (2007), mengemukakan pendapatnya bahwa CBT 
pada hakekatnya merupakan salah satu pendekatan dalam pembangunan 
pariwisata yang menekankan pada masyarakat lokal, baik yang terlibat langsung 
aik itu industri pariwisata maupun tidak terlibat dalam betuk pemberian akses 
kepada manajemen dan sistem pembangunan kepariwisataan yang berujung 
pada pemberdayaan politis melalui kehidupan yang demokratis, khususnya 
dalam pembagian royalti keuntungan dari kegiatan kepariwisataan secara adil 
dan merata bagi masyarakat lokal. Pada prinsipnya CBT berkaitan erat dengan 
adanya kepastian partisipasi aktif dari masyarakat sebagai subjek dalam 





dua perspektif, yakni partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan 
keputusan dan partisipasi yang berkaitan dengan distribusi keuntungan yang 
diterima oleh masyarakat dari pembangunan pariwisata. 
 Oleh sebab itu, pada dasarnya terdapat tiga prinsip pokok dalam strategi 
perencanaan pembangunan kepariwisataan yang berbasis pada masyarakat 
(CBT), yakni sebagai berikut : 
a) Mengikut sertakan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan. 
b) Adanya kepastian masyarakat lokal menerima manfaat dari kegiatan 
kepariwisataan. 
c) Pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat lokal Soedarmayanti (2018, 
h.140). 
Paradigma pemahaman terkait CBT seperti pada penjelasan di atas lebih sering 
dikenal dengan istilah Albeit Western Perspectif. Manakala kita lebih sering 
mendalami pendekatan dari Murphy sendiri konteks diskusi CBT tersebut lebih 
menekankan kepada misi dan strategi yang berfokus pada masyarakat sebagai 
tua rumah (host). Keinginan dan kemampuan mereka untuk mendapatkan 
kemanfaatan dari pariwisata hendaknya perlu didorong untuk mengidentifiasi 
tujuanna sendiri dan mengarahkan pengembangan kepariwisataan yang ada 
guna meningkatkan pencapaian kebutuhan masyarakat lokal pada umumnya. 
 Suansri, (2003, h.141) mengungkapkan bahwa ada beberapa hal pokok 
yang membutuhkan perhatian seksama bagi para perencana pembangunan 
kepariwisataan, yakni ada ummnya bermuara pada prinsip hubungan yang lebih 
seimbang antara wisatawan dan masyarakat lokal dalam industri pariwisata. 





komunitas, pembagian keuntungan yang adil, hubungan sosial budaya yang 
didasari sikap saling menghargai, dan upaya bersama untuk menjaga 
lingkungan. Ada sepuluh prinsip dasar yang hakekatnya harus dijadikan tumpuan 
dan arahan pembangunan kepariwisataan antara lain sebagai berikut : 
1. Mengakui, mendukung, dan mengembangkan kepemilikan komunitas 
dalam industri pariwisata. 
2. Mengikutsertakan anggota komunitas dalam memulai setiap aspek 
tahapan pengembangan kepariwisataan. 
3. Mengembangkan kebanggaan komunitas. 
4. Mengembangkan kualitas hidup komunitas. 
5. Menjamin kelestarian lingkungan kepariwisataan. 
6. Mempertahankan keunikan karakter dan budaya di destinasi pariwisata. 
7. Membantu berkembangnya pembelajaran tentang pertukaran budaya 
pada komunitas setempat. 
8. Menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia dilingkungan 
dstinasi. 
9. Mendistribusikan keuntungan kepariwisataan secara adil pada anggota 
komunitas di destinasi. 
10. Berperan aktif dalam menentukan prosentase pendapatan dari setiap 
kegiatan kepariwisataan yang terkait dengan komunitas setempat. 
Berdasarkan uraian diatas bahwasanyna keterlibatan masyarakat dalam 
pembuatan kebijakan khususnya pembangunan kepariwisataan hendaknya perlu 
di libatkan secara langsung sebagai wujud dari asas demokrasi. Partisipasi 
masyarakat layaknya perlu didorong dan dibina guna terwujudnya pembangunan 





prinsip dasar tersebut, dalam hal pembangunann kepariwisataan yang berbasis 
masyarakat (CBT), terdapat 5 dimensi dalam pembangunan kepariwisataan antar 
lain sebgai berikut : 
1. Dimensi ekonomi, indikator ini berupa adanya dana untuk 
pengembangan komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor 
pariwisata, berkembangnya pendapatan masyarakat lokal dari sektor 
pariwisata. 
2. Dimensi sosial, meningkatnya kualitas hidup, peningkatan kebangan 
komunitas, pembagian peran gender yang adil antara laki-laki dan 
perempuan, generasi muda dan tua, serta memperkuat organisasi 
komunitas. 
3. Dimensi budaya, mendorong masyarakat untuk menghormati nilai 
budaya yang berbeda, membantu berkembangnya pertukaran 
budaya, berkembangnya nilai budaya pembangunan yang melekat 
erat dalam kebudayaan setempat. 
4. Dimensi lingkungan, terjaganya daya dukung lingkungan, adanya 
sistem pengelolaan sampah yang baik, meningkatnya kepedulian 
akan perlunya konservasi dan preservasi lingkungan. 
5. Dimensi politik, meningkatnya partisipasi penduduk lokal, peningkatan 
kekuasaan komunitas yang lebih luas, adanya jaminan hak-hak 
masyarakat adat dalam pengelolaan SDA. 
2.4.4. Model pengembangan Community Based Tourism (CBT) 
Kajian ilmiah terkait model penembangan kepariwisataan berbasis 
masyarakat atau sering di kenal dengan Community Based Tourism (CBT), 





produk pariwisata secara lokal diartikulasikan, produk pariwisata dan 
konsumennya harus jelas bagi penduduk lokal yang sangat menjunjung tinggi 
nilai-nilai kearifan lokal dari dampak turisme. Oleh karen itu, dalam pengelolaan 
pariwisata perlu adanya keterlibatan langsung dari masyarakat lokal, sebab 
masyarakat lokal yang harus menanggung dampak dari perkembangan wisata 
jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, seperti penyakit menular, 
kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Pengembangan kepariwisataan 
haruslah memperhatikan bebagai asas dan tujuan kepariwisataan. Menurut 
Undang-undang Nomor 10 tahun 2009, kepariwisataan diselenggarakan 
berdasar asas, kemanfaatan, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, 
kemandirian kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan 
kesatuan. Sebagaimana tujuan pariwisata adalah meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, 
mengatasi penganguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumberdaya, 
memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk cinta tanah air, 
memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, serta mempererat persahabatan 
antar bangsa. Berdasar hal diatas, pengembangan kepariwisataan mesti 
mengacu pada asas serta tujuan tersebut. 
Model pengembangan kepariwisataan berbasis masyarakat (CBT) menjadi 
standar baku dalam proses pengembangan pariwisata di daerah pada umumnya, 
dimana keterlibatan masyarakat didalamnya merupakan salah satu faktor ang 
sangat urgent bagi tercapainya tujuan kepariwisataan. D’amore (2007) dalam 
Soedarmayanti (2018, h.145), memberikan guidelines model dalam 






1. Mengidentifikasi prioritas pembangunan yang dilakukan penduduk lokal 
2. Mempromosikan dan mendorong produk lokal 
3. Pelibatan penduduk lokal dalam industri 
4. Investasi modal lokal atau wirausaha sangat dibutuhkan 
5. Partisipasi penduduk dalam event-event dan kegiatan yang luas 
6. Produk wisata untuk mengambarkan identitas lokal 
7. Mengatasi problem-problem yang muncul sebelum pengembangan yang 
lebih jauh. 
Dari beberapa poin yang termaktub diatas adalah ringkasan mengenai 
pendekatan masyarakat dalam pariwisata (community approach), yang artinya 
masyarakat lokal perlu dilibatkan dalam proses kebijakan. Keuntungan dari 
pengelolaan pariwisata hakikatyna juga perlu dirasakan dan didapatkan oleh 
penduduk lokal tersebut, selain mendapatkan manfaat ekonomi, mereka juga 
perlu didorong untuk selalu berpartisipasi dalam segala hal khususnya di bidang 
kepariwisataan untuk mendukung tercapainya tujuan pariwisata pada umumnya. 
3.5. Pengembangan Ekonomi Lokal 
Pengembangan ekonomi lokal (PEL) merupakan salah satu instrumen 
untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Menurut Blakely dan 
Bradshaw, (2002) PEL merupakan proses dimana pemerintah lokal dan 
organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara 
aktivitas usaha sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Lebih lanjut, 
menurut World Bank tujuan dari pembangunan ekonomi lokal (PEL) adalah untuk 
membangun kemampuan ekonomi daerah, memperbaiki masa depan eonomi 
dan kualitas hidup bagi semua orang. Ini merupakan proses dimana masyarakat, 





menciptakan kondisi yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan 
lapangan kerja serta meningkatkan daya saing untuk pertumbuhan ekonomi 
berkelanjutan (sustainable). 
Pembangunan ekonomi lokal (PEL) juga mencakup banyak fungsi dari 
pemerintah dan sektor swasta termasuk perencanaan lingkungan, 
pengembangan usaha, penyediaan infrastruktur, pengembangan perumahan dan 
keuangan. Dalam pengembangan ekonomi lokal (PEL) Mudrajad Kuncoro, 
(2012;185) memberikan penekanan utama pada “endogenous development 
policiest”. Artinya bahwa pengembangan ekonomi lokal harus mampu 
memanfaatkan potensi sumber daya manusia (SDM) lokal, sumber daya 
institusional lokal dan sumber daya fisik lokal sesuai dengan potensi yang dimiliki 
oleh masing-masing daerah. Pengembangan ekonomi loka (PEL) mencakup 
pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, 
perbaikan kapasitas tenaga kerja untuk menghasilkan produk dan jasa lebih baik, 
identifikasi pasar, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-
perusahaan baru. 
Hakekat dari pengembangan ekonomi lokal (PEL) pada jaringan kemitraan 
antara pemerintah daerah dengan para stakeholder termasuk sektor swasta 
dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia maupun 
kelembagaan secara lebih baik untuk mendorong pertumbuhan kegiatan 
ekonomi daerah dan mencipatakan pekerjaan baru. Menurut Ambar T.S, (2004) 
kemitraan yang sesungguhnya adalah memberikan peran seimbang antara 
pemerintah, swasta dan masyarakat. Dengan demikian, pengembangan ekonomi 
lokal (PEL) merupakan proses pembangunan ekonomi dimana stakeholder 





perbaikan aspek pemanfaaatan sumber daya alam, peningkatan investasi, 
kewirausahaan, inovasi teknologi, manajemen, dan tenaga kerja untuk 
memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Namun, dalam 
proses dan keterlibatan para stakeholders tidak saja menentukan serta 
memutuskan apa yang harus dilakukan akan tetapi juga bagaimana dalam 
melakukannya/implementasi. 
3.6. Kerangka Berfikir 
Sebagaimana seperti yang dijelaskan Pembangunan Kepariwisataan 
Nasional berdasarkan pada Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan 
Nasional (RIPPARNAS), pelaksanaan RIPPARNAS diselenggarakan secara 
terpadu oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dunia 
usaha serta masyarakat. RIPPARNAS diselenggarakan berjenjang mulai dari 
RIPPARNAS yang dijadikan pedoman bagi Pembangunan Kepariwisataan 
Nasional serta juga dijadikan pedoman bagi Pemerintah Provinsi melalui 
RIPPARDA Provinsi, dan turun lagi ke tingkat daerah yaitu RIPPARDA sebagai 
pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 
Kabupaten/ Kota. Arah kebijakan kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi 
berpedoman pada regulasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
kepariwisataan nasional, yang kemudian dijadikan dasar pembentukan Peraturan 
Daerah Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan 
Kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi. Korelasi antara RIPKK dan 
pembangunan kepariwisataan di Kawah Ijen terhadap masyarakat lokal terletak 
pada aturan tentang kewajiban pemerintah Kabupaten dan pengusaha pariwisata 
untuk memberdayakan masyarakat lokal di wilayah kawasan zona WPP I, salah 





mencapai visi-misi yang tertuang pada RPJP Daerah Kabupaten Banyuwangi 
2005-2025, maka dari itu aturan dalam RIPKK tak lain dari rambu-rambu dalam 
kegiatan mengendarai kendaraan di jalan raya, yaitu untuk mengatur segala 
kegiatan kepariwisataan untuk kesejahteraan masyarakat.  
Alur pemikiran dalam penelitian ini diawali oleh permasalahan utama yang 
ada di Kabupaten Banyuwangi khusunya masyarakat Kelurahan Gombengsari 
seperti yang sudah dijelaskan di bab terdahulu untuk memanfaatkan pariwisata 
Kawah Ijen yaitu : Pertama, terdapat situasi dan kondisi di Kelurahan 
Gombengsari yang kaya akan potensi pariwisatanya namun kualitas SDM yang 
dimiliki masyarakat sekitar masih jauh dari harapan, yang berdampak pada 
kurang optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata di daerah tersebut, hal 
tersebut menimbulkan pertanyaan bahwasanya melihat perkembangan potensi 
pariwisata Kabupaten Banyuwangi beberapa tahun terakhir dengan branding nya 
yang begitu massive, serta kunjungan wisatawan yang datang ke Banyuwangi 
ternyata belum mampu mendongkarak pertumbuhan ekonomi di wilayahnya, 2) 
Rendahnya kapasitas sumber daya baik yang bersifat material maupun SDM 
yang dimiliki oleh masyarakat Kelurahan Gombengsari dalam menghendaki 
perkembangan pariwisata berbasis masyarakat yang menjadi tujuan dari Pemkab 
Banyuwangi sehingga mempengaruhi minimnya peran masyarakat dalam 
pembangunan kepariwisataan daerah, Dari permasalahan tersebut kemudian 
peneliti ingin menganalisis menggunakan teori Implementasi yang di buat oleh 
Edward III, dimana dalam teori tersebut di rumuskan ke dalam 4 faktor yang 
menjadi prasyarat keberhasilan dalam implementasi kebijakan, yaitu : 1) 
Komunikasi, 2) Sumberdaya, 3) Disposisi, 4) Struktur Birokrasi , Pada aspek 





komunikasi antara dinas dan pemerintah Kelurahan Gombengsari di mana ada 
kesinambungan antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan sasaran sehingga 
kebijakan tersebut dapat tercapai dan tepat sasaran, aspek Sumberdaya, terkait 
dengan sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumberdaya peralatan, 
dan sumber daya informasi / peralatan, Disposisi terkait dengan komitmen antara 
aparat pelaksana dengan program yang telah dibuat untuk kemudian di 
implementasikan pada penerima program dalam hal ini adalah Kelurahan 
Gombengsari, dan Struktur birokrasi terkait dengan pelaksana sebuah kebijakan, 
dimana birokrasi harus memiliki koordinasi yang baik agar dapat mendukung 
jalannya kebijakan yang telah dibuat, baik dari level pemerintah Kabupaten 
hingga pemerintah desa. 
Selanjutnya dari adanya komunikasi yang baik antara pemerintah sebagai 
leading sector dalam pelaksana kebijakan, stakeholder terkait serta pemerintah 
Kelurahan Gombengsari maka akan muncul kolaborasi khususnya dalam hal 
pengembangan wisata Gombengsari, dimana pelibatan masyarakat mutlak di 
perlukan sebagai subyek dari pembangunan pariwisata. Melalui mekanisme 
pemberdayaan masyarakat maka diharapkan akan mampu meningkatkan 
kualitas SDM masyarakat sekitar sehingga, kiranya dapat mendongkrak potensi 
pariwisata alam yang berimbas pada peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal. 
Setelah menjabarkan secara verbal, penjelasan mengenai alur pemikiran peneliti 
































Gambar 6. Kerangka berfikir penelitian 
Sumber : Olahan Peneliti, 2020 
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3.1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. Penelitian yang dimaksud adalah untuk mengumpulkan 
informasi status atau gejala yang ada yaitu keadaan menurut apa adanya pada 
saat penelitian dilakukan. Suatu penelitian harus menggunakan metode 
penelitian yang sesuai dengan pokok-pokok perumusan masalah yang diteliti 
agar dapat memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang ada. 
Penggolongan jenis penelitian sangat bergantung dari sudut mana suatu 
penelitian itu ditinjau. Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian maka dalam 
penelitian ini penulis menggunaan penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini secara spesifik bertujuan 
untuk melakukan analisa dengan mengidentifikasi serta menggambarkan potensi 
wisata Kabupaten Banyuwangi, khususnya yang menjadi focus lokasi dalam 
pnelitian ini adalah Kelurahan Gombengsari. 
Dalam penelitian ini utamanya yang menjadi bahan pengamatan yakni 
menyangkut factor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam 
pengembangan wisata di Kelurahan Gombengsari, dengan menggunakan model 
pendekatan implementasi kebijakan Edward III. Oleh karena itu penelitian 
deskriptif adalah penelitan yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi 
atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk 
laporan penelitian (Arikunto, 2013:14). Tujuan dari penelitian deskriptif adalah 





akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 
diselidiki.  
Lebih lanjut penelitian kualitatif ini akan berusaha melakukan kajian 
terhadap implementasi kebijakan kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi 
dalam konteks pengembangan wisata Kelurahan Gombengsari, dengan 
melakukan proses wawancara secara mendalam terhadap stakeholder yang 
terlibat baik dari lingkup  pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah 
kelurahan Gombengsari, kelompok masyarakat Kelurahan Gombengsari, serta 
stakeholder lain yang memiliki keterlibatan secara langsung dalam proses 
pengembangan wisata di Kelurahan Gombengsari. 
3.2. Fokus Penelitian 
Pariwisata merupakan salah satu potensi unggulan dan basis 
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi, oleh karena itu 
pengembangan pariwisata merupakan salah satu prioritas unggulan 
pembangunan daerah yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten 
Banyuwangi tahun 2015-2020. Dimana visi pembangunan pariwisata Kabupaten 
Banyuwangi yang dituangkan dalam renstra OPD Pariwisata sebagai penjabaran 
dari RPJMD Kabupaten banyuwangi 2015-2020 adalah mewujudkan Kabupaten 
Banyuwangi sebagai daerah tujuan wisata nasional yang berbasis kebudayaan 
dan potensi alam serta lingkungan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di 
bidang kepariwisataan, yakni yang terus dilakukan pemerintah daerah Kabupaten 
banyuwangi adalah upaya pengembangan program kepariwisataan. Hal ini 
mengacu pada regulasi pembangunan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi 
yang selaras dengan perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang RIPDA Pasal 11 yang 





RTRW Kabupaten Banyuwangi periode 2012-2032 dimana Kabupaten 
Banyuwangi menggunakan WPP yang disebut sebagai diamond triangle yakni 
konsep yang dibangun untuk mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten 
Banyuwangi. 
Fokus penelitian merupakan suatu lingkup permulaan yang dijadikan 
sebagai wilayah penelitian, sehingga peneliti akan memperoleh gambaran secara 
menyeluruh tentang situasi yang diteliti. Fokus pada dasarnya adalah masalah 
yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang 
diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya”. Adapun 
fokus penelitian ini adalah: 
1. Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi 
A. Akselerasi Pembangunan kawasan pedesaan dan perkotaan 
B. Pembangunan kawasan strategis pariwisata 
2. Implementasi Kebijakan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten 
Banyuwangi, berdasarkan konsep yang disusun oleh Edward III 
A. Komunikasi 
B. Sumber Daya 
C. Struktur Birokrasi 
D. Disposisi 
3. Hasil Implementasi pembangunan kepariwisataan terhadap 
perekonomian daerah Kabupaten Banyuwangi 
A. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi  
B. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 
4. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan 
pembangunan kepariwisataan 
A. Faktor pendukung implementasi kebijakan pembangunan 
kepariwisataan  
1. Dukungan regulasi dari pemerintah daerah 





B. Faktor penghambat kebijakan pembangunan kepariwisataan 
1. Keterbatasan Sumber Daya manusia (SDM) 
2. Keterbatasan Sumber Daya Anggaran 
 
3.3. Lokasi dan Situs Penelitian 
Lokasi dan situs penelitian adalah tempat peneliti mengungkapkan 
keadaan sebenarnya objek yang diteliti. Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan 
kemudahan peneliti dalam menggali, memproses, dan mengungkapkan data 
lapangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. 
Lokasi penelitian di Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan situs penelitihan ini juga 
berdasarkan pertimbangan kesesuaian subtansi penelitian dengan situs 
penelitian.  
Situs dalam penelitian ini adalah di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Kabupaten Banyuwangi dan Kelurahan Gombengsari Kecamatan Kalipuro. 
Adapun dasar pertimbangan dalam penetapan situs penelitian ini adalah 
dikarenakan Kelurahan Gombengsari adalah sebagai wilayah penyangga 
kawasan Kawah Ijen. Selain itu, di Kelurahan Gombengsari juga terdapat 
potensi-potensi pariwisata yang cukup baik dan jika dikelola akan memberi 
dampak positif bagi masyarakat sekitar. Kemudian, Kelurahan Gombengsari 
adalah bagian integral dari Kabupaten Banyuwangi yang terikat ruang dan 
waktu dalam pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat maupun 
pembangunan kepariwisataan secara terpadu. 
3.4. Jenis Data 
Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi 





sumber data menurut Lofland dan Lofland dalam Herdianysah (2011:99) 
mengatakan bahwa “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-
kata, tindakan dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-
lain”. Berkaitan dengan hal ini terdapat dua jenis sumber data yang ada, yaitu : 
1. Data Primer 
Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti secara 
langsung dari sumbernya. Sumber data dari jenis ini diperoleh melalui 
informan yang berhubungan dengan objek penelitian melalui wawancara 
mendalam (in-depth interview) kepada staf atau pegawai Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Badan 
Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi 
(BAPPEDA) (snow ball sampling) serta Masyarakat Kelurahan 
Gombengsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi (snow ball 
sampling). Data primer ini merupakan jawaban berupa opini yang objektif 
berupa keterangan pribadi narasumber kepada peneliti terkait 
bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten 
Banyuwangi serta Pemerintah Kelurahan dalam pengembangan wisata 
di Kelurahan Gombengsari. Peneliti menggunakan purposive sampling 
dan snow ball sampling, dalam hal ini yang menjadi narasumber 
wawancara dalam penelitian ini adalah narasumber yang berkompeten 
dalam menjawab disetiap indikator yang ada, Pada penelitian dilapangan 
peneliti mencoba menggali informasi yang ada dari  narasumber Bapak 
Sandra selaku Kasungram Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 
Banyuwangi, terkait bagaimana implementasi kebijakan pariwisata di 





bahwa implementasi kebijakan pengembanganan Pariwisata di 
Banyuwangi mengacu pada Perda Nomor 13 Tahun 2012 Tentang 
RIPDA, sesuai dengan regulasi tersebut maka wilayah pengembangan 
destinasi wisata di Kabupaten Banyuwangi disesuaikan dengan 
lokasi/zona prioritas pembangunan yakni Wilayah Pengembangan 
Pariwisata (WPP I, II, dan III). 
Seturut itu peneliti juga memadukan antara jawaban yang telah di 
utarakan oleh Bapak Sandra tersebut dengan narasumber berikutnya 
yakni Bapak Darwanto selaku Kepala Bidang Pemasaran Produk 
Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. 
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 
pengembangan zona prioritas tersebut berimplikasi pada pengembangan 
zona wisata penyangga yang berda disekitar wisata unggulan/ prioritas 
sebagai bagian dari pengembangan pariwisata secara terpadu. Secara 
umum peneliti telah mendapatkan gambaran secara umum melalui hasil 
wawancara yang telah dilakukan di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kabupaten Banyuwangi terkait Implementasi Kebijakan 
Kepariwisataan. Beberapa Narasumber lain yang telah peneliti pilih 
dalam mendapatkan informasi terkait implementasi kebijakan 
kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini peneliti 
mewawancarai Bapak Widi Harsono selaku Pejabat Fungsional Bappeda 
Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan wawancara tersebut peneliti 
mendapatkan informasi terkait bagaimana dukungan dari lintas sectoral 
dalam mengembangkan potensi wisata yang ada di Kabupaten 





informasi secara factual melalui mekanisme wawancara yang telah 
dilakukan pada Instansi Kelurahan, dalam hal tersebut diwakili oleh 
Bapak Huda selaku Kepala Kelurahan Gombengsari. Hal tersebut 
dilakukan sebagai bagian dari proses memadukan antara informasi yang 
telah didapatkan dari narasumber berikutnya, sehingga data yang 
didapatkan bersifat valid.  
Berikutnya sasaran dari penelitian ini adalah peneliti menggali 
informasi melalui metode wawancara pada Masyarakat Kelurahan 
Gombengsari yang mempunyai wawasan dan aspirasi mengenai 
pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, termasuk masyarakat 
yang aktif dalam komunitas kelompok sadar wisata (POKDARWIS) 
Kelurahan Gombengsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, 
baik laki-laki maupun perempuan Teknik yang digunakan adalah 
menggunakan (snow ball sampling) 
Adapun penjabaran dari hasil yang telah didapatkan atau 
dikumpulkan ketika berada dilapangan yakni peneliti memperoleh data 
berupa data hasil wawancara kepada informan sebagaimana yang telah 
penulis jabarkan pada poin diatas, terkait pengembangan pariwisata di 
Kabupaten Banyuwangi, serta data sekunder berupa laporan laporan 
yang mendukung tentang kebijakan pembangunan Pariwisata di 
Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut dinilai mampu memberikan arah 
serta gambaran kepada peneliti terkait Kebijakan Pembangunan 
Pariwisata khususnya pengembangan potensi destinasi. Peneliti secara 
factual memperoleh data terkait bagaimana Kabupaten banyuwangi 





Dinas Pariwisata, hal tersebut juga di dukung melalui dokumen yang 
diberikan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten banyuwangi kepada peneliti 
berupa laporan laporan capaian kinerja dan dokumen perencanaan 
pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Road Map terkait 
pembangunan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, telah cukup 
memberikan arahan dan garis besar kepada peneliti dalam memperoleh 
data serta informasi. Dilanjutkan ketika peneliti berada di lokasi yang 
dijadikan obyek penelitian yakni di Kelurahan Gombengsari, serta 
destinasi wisata Gombengsari, peneliti juga memperoleh data yakni 
berupa hasil wawancara yang dilakukan kepada para informan yang 
memiliki kopetensi dalam memberikan informasi terkait pengembangan 
destinasi di Gombengsari. Hal tersebut juga didukung dengan gambar 
obyek wisata yang menggambarkan kondisi riil pengembangan wisata di 
kelurahan Gombengsari.  
2. Data Sekunder  
Data sekunder adalah jenis data yang didapatkan secara tidak 
langsung dari sumbernya. Sumber data dari jenis data sekunder dapat 
diperoleh meliputi: dokumen-dokumen, arsip-arsip, catatan-catatan dan 
laporan resmi yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dari : 
a. Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 
tahun 2016-2021; 
b. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi tahun 2018 dan 2019 ; 
c. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) 





d. Data yang diambil dari berbagai literatur, jurnal, serta situs dari 
internet yang terkait tentang Implementasi Kebijakan Pembangunan 
Kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi. 
3.5.  Sumber Data 
1. Informan 
Informan dalam penelitian ini adalah Staf atau Pegawai Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dala hal ini diwakili 
oleh Bapak Sandra sekalu Kepala Bidang Penyusunan Program dan 
Bapak Darwanto selaku Kepala Bidang Pemasaran Produk, selanjutnya 
Pejabat Fungsional Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 
(BAPPEDA) Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini Bapak Widi Harsono, 
Kepala Kelurahan Gombengsari Bapak Huda, Ketua Kelompok Sadar 
Wisata Bapak Rahman, termasuk masyarakat yang aktif dalam 
komunitas kelompok sadar wisata (POKDARWIS) Kelurahan 
Gombengsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, baik laki-laki 
maupun perempuan. 
2. Fenomena 
Data atau informasi diperoleh melalui pengamatan terhadap 
peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian 
seperti kegiatan dalam pengembangan wisata di Kelurahan 
Gombengsari, kegiatan gathering bersama masyarakat Kelurahan 
Gombengsari terkait pengembangan potensi alam dan edukasi 
pertanian, peternakan, agenda rapat dan pertemuan antara pengurus 







Dokumen merupakan sumber data yang berasal dari dokumen-
dokumen serta arsip-arsip tertulis yang berkaitan dengan fokus 
penelitian seperti Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 
Banyuwangi tahun 2016-2021, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
(LAKIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi 
tahun 2018 dan 2019, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata 
Daerah (RIPPDA) Kabupaten Banyuwangi tahun 2014-2024, foto-foto 
terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Gombengsari, 
dan lain sebagainya. 
3.6. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah strategis yang diambil 
peneliti untuk mengumpulkan data. Bila dilihat dari sumber datanya, maka 
pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer (sumber langsung) 
dan sumber sekunder (sumber tidak langsung) (Sugiyono, 2014:225). 
Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam menggali 
informasi terkait implementasi kebijakan kepariwisataan dalam meningkatkan 
perekonomian daerah di Kabupaten Banyuwangi adalah: 
1. Wawancara 
Wawancara atau Interview adalah suatu cara untuk mengumpulkan 
data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan 
atau seorang autoritas (Keraf, 2004:182). Esterbeg dalam (Sugiyono, 
2016:233) mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu 
wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur. Dalam 





digunkanan yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. 
Beberapa kegiatan wawancara terstruktur yang dilakukan oleh peneliti 
selama berada di lapangan yakni di lakukan di Dinas Pariwisata serta 
pada Kantor Kelurahan Gombengsari, sedangkan penggunaan metode 
wawancara tidak struktur dilakukan oleh peneliti selama berada di 
lapangan yakni pada saat menggali informasi kepada masyarakat dan 
pelaku usaha di lokasi wisata Gombengsari. 
Seturut itu perlu di pahami bahwa wawancara terstruktur merupakan 
wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan 
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Sedangkan wawancara tak 
terstruktur adalah wawancara yang berbeda dengan wawancara 
terstruktur karena biasanya penyusunannya disesuaikan kondisi saat 
melakukan wawancara. Wawancara ini digunakan dengan alasan karena 
pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan untuk 
diajukan dan pewawancara juga melakukan wawancara yang tak 
terstruktur untuk menyesuaikan kondisi selama wawancara berlangsung. 
Dalam hal ini peneliti telah melakukan wawancara kepada Staf maupun 
Kepala Bidang di Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Durasi waktu 
ketika melakukan wawancara di Dinas Pariwisata, rata-rata sekitar 30 
hingga satu jam, dengan rentang waktu tersebut peneliti melakukan 
wawancara di Dinas Pariwisata sebanyak dua kali. Kemudian dilanjutkan 
ke lokasi obyek penelitian di Kelurahan dan destinasi wisata 
Gombengsari, di lokasi tersebut peneliti mewawancarai Kepala Kelurahan 
serta kepada para pelaku usaha pariwisata dan Pokdarwis yang memiliki 





Banyaknya informan yang telah di wawancarai di lokasi tersebut 
sebanyak lima orang. Peneliti melakukan wawancara kepada para 
informan tersebut rata-rata menghabiskan waktu sekitar 30 hingga satu 
jam, dengan dibantu dengan dibantu dengan alat perekan serta catatan 
kecil jika dirasa perlu ketika mendapatkan informasi yang penting, dan 
perlu untuk di gali kembali. Peneliti menghabiskan waktu hampir satu 
bulan dengan melakukan wawancara kurang lebih tiga hingga lima kali, 
untuk memperoleh data yang cukup terkait pengembangan destinasi 
wisata di Gombengsari. 
Seturut itu untuk memberikan informasi yang valid terkait 
pengembangan pariwisata di kabupaten Banyuwangi, peneliti juga 
mengunjungi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Banyuwangi 
(BAPPEDA) untuk megklarifikasi data yang sebelumnya telah peneliti 
dapat, dalam hal tersebut peneliti melakukan wawancara kepada Pejabat 
Fungsional Bappeda dengan waktu sekali wawancara dan durasi waktu 
sekitar 20 menit. Dengan memperoleh informasi melalui wawancara dan 
merekamnya dengan alat bantu rekaman Handpone, di mungkinkan 
peneliti dapat lebih memahai dan mengurangi resiko bias dalam 
memahami hasil penelitian tersebut. 
2. Observasi  
Observasi adalah metode yang digunakan untuk meperoleh suatu 
gambaran secara langsung mengenai obyek penelitian yang 
dilaksanakan. Dalam penelitian melakukan observasi serta pengamatan 
langsung di lapangan, yaitu di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 





melakukan pengamatan apa yang terjadi dan mengkaji sebuah data yang 
telah di peroleh melalui fenomena serta melalui informan yang ada 
dilapangan. Dalam hal ini tujuan peneliti melakukan observasi di lapangan 
yakni ingin mengetahui kondisi real / nyata yang terdapat di lapangan 
terkait apa saja yang menjadi factor keberhasilan khususnya dalam 
melaksanakan kebijakan kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi. 
Secara faktual peneliti melakukan observasi di Dinas Pariwisata 
Kabupaten Banyuwangi sebanyak tiga kali, hal tersebut cukup 
memberikan gambaran tentang kondisi riil di lokasi penelitian, selama 
melakukan observasi peneliti menggunkan kamera Handphone untuk 
mendokumentasikan keadaan di lokasi penelitian, dengan durasi waktu 
sekitar 30 menit. Seturut itu peneliti sebelumnya juga telah melakukan 
observasi di lokasi obyek penelitian yakni di Kelurahan Gombengsari dan 
di lokasi wisata Gombengsari. Observasi dilakukan selama peneliti 
berada di lokasi tersebut, dengan mendokumentasikan menggunakan 
kamera handphone dengan durasi waktu sekitar 30 menit. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara merekam, 
mengambil gambar dengan menggunakan alat perekam seperti 
handphone, kamera digital yang berfungsi sebagai recorder atau alat 
perekam suara, dan juga sebagai pengambil gambar untuk Dokumen 
yang berkaitan dengan fokus dan masalah dari penelitian. Dokumen 
adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat 
atau menganalisis dokumen-dokumen yang ada. Menurut Herdiansyah 





“Dokumen merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti 
kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek 
melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat 
langsung oleh subjek yang bersangkutan”. Dari penelitian ini jenis 
Dokumen yang digunakan berupa beberapa dokumentasi yang 
dilampirkan penulis dalam lampiran tesis ini. Secara operasional peneliti 
dalam memperoleh data lapangan berupa foto serta dokumen penunjang 
penelitian, peneliti terlebih dahulu meminta ijin kepada pihak yang 
berwenang, dalam hal ini terlebih dahulu mengajukan proposal penelitian 
pada Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Setelah data diterima 
peneliti kemudian memperoleh informasi terkait persetujuan untuk 
melaksanakan penelitian di Dinas Pariwisata. Terkait dokumen seperti 
laporan kinerja dan renstra Dinas, peneliti memperolehnya dengan cara 
memintanya secara langsung kepada staf informasi di Dinas Pariwisata. 
Seturut itu peneliti juga mengabadikan gambar sebagai bukti telah 
melakukan penelitian di Dinas Pariwisata dengan memfotonya secara 
langsung menggunakan kamera handphone. 
3.7. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian diartikan sebagai alat bantu yang dapat diwujudkan 
dalam bentuk angket, pedoman wawancara lembar pengamatan dan panduan 
pengamatan lainya. Herdianysah (2011:65) mengatakan bahwa penelitian 
dengan pendekatan kualitatif tidak dapat dipisahkan dari sebuah pengamatan 
peran, namun peran penelitilah yang sangat menentukan keseluruhan 







1. Peneliti sendiri 
Peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian kualitatif. Peneliti 
menggunakan panca indera untuk melihat dan mengamati serta 
merasakan setiap fenomena atau peristiwa yang terjadi di lapangan 
terutama yang berkaitan dengan fokus penelitian. 
2. Pedoman wawancara (interview guide) 
Pedoman dalam melakukan wawancara bertujuan agar peneliti 
memperoleh data dan/atau informasi yang akurat serta lengkap tetapi 
tidak keluar atau melebar pada fokus dari penelitian. 
3. Catatan lapangan (Field Note) 
Catatan dibuat sendiri oleh peneliti pada saat melakukan kegiatan 
observasi atau pengamatan, wawancara dengan narasumber, serta 
melakukan pencatatan lain terkait hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh 
peneliti.   
3.8. Keabsahan Data 
Standar derajat kebenaran terhadap penelitian kualitatif disebut 
keabsahan data. Moleong (2014) menerangkan untuk menentapkan 
keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan atas kriteria 
derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian). Data 
hasil penelitian dipastikan dengan kriteria keabsahan data sebagai berikut: 
1) Derajat Kepercayaan (credibility) 
Kriteria ini dilakukan dengan mempertunjukan derajat kepercayaan 
hasilhasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada 





derajat kepercayaan: perpanjangan keikutsertaan dan triangulasi. Melalui 
perpanjangan keikutsertaan peneliti memiliki cukup waktu untuk 
mempelajari lebih dalam karakteristik dan budaya, dan dapat membangun 
kepercayaan informan terhadap peneliti. Lama penelitian berlangsung 
selama 6 (enam) bulan mulai Januari 2020 hingga Juni 2020. guna 
berorientasi dengan situasi dilapangan dan agar lebih memahami konteks 
situasi tersebut. Triangulasi yaitu pengecekan kebenaran data dengan 
membandingkannya diluar data yang diperoleh dari sumber data itu. 
Dalam penelitian ini, triangulasi dapat tercapai dengan membandingkan 
data hasil wawancara dengan data hasil observasi, membandingkan hasil 
wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. 
2) Standar Keteralihan (transferability) 
Sementara kriteria keteralihan (transferability) berkaitan dengan 
kemampuan hasil temuan penelitian untuk diberlakukan (transferable) 
dalam konteks yang sama. Agar hal ini bisa dilaksanakan, peneliti harus 
mampu menguraikan secara detail deskripsi konteks dan fokus penelitian. 
Dalam konteks ini peneliti melakukan semacam reduksi dan kodifikasi data 
yang sesuai dengan realitas di lapangan dan mengkaitkan dengan indikator 
dari teori Edward III. 
3) Kepastian (confirmability) 
Penelitian dilakukan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati 
banyak orang. Kriteria kepastian dilakukan dengan pemeriksaan yang 
cermat terhadap semua komponen dan proses penelitian hingga hasil 





dilakukan dengan konsultasi berkesinambungan dengan komisi 
pembimbing. Dengan demikian, diperoleh masukan untuk menambah 
kepastian hasil penelitian. 
4) Kebergantungan (dependability) 
Dalam penelitian kualitatif, pengujian dependability dilakukan dengan 
mengaudit keseluruhan proses penelitian (Sugiyono, 2017:194-195). 
Terkadang selama penelitian, peneliti dapat memberikan data namun 
data tersebut bukan dari proses penelitian yang ia lakukan. Untuk 
meminimalisir hal ini, penelitian Implementasi Kebijakan Kepariwisataan 
dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah (Studi Pada Dinas 
Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi) membutuhkan 
audit untuk seluruh proses penelitiannya oleh auditor. Auditor disini ialah 
pembimbing peneliti sendiri. 
3.9. Analisis Data  
Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode 
ilmiah. Hal ini dikarenkan analisa data menyangkut kekuatan analisa dan 
kemampuan dalam mendiskripsikan data, situasi, peristiwa, dan konsepsi yang 
merupakan bagian dari objek penelitian. Miles dan Huberman dalam Sugiyono 
(2014:247), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 
dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 
sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data di tandai dengan tidak 
diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi 
reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), serta penarikan 



















Gambar 10. Components of data analysis: Interactive Model 
(Sumber: Miles, Huberman dan Saldana 2014:14) 
 
Dalam hal analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan 
masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai 
penulisan hasil penelitian (Sugiyono, 2014:245). Penelitian kualitatif sendiri 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis tentang orang-orang 
atau perilaku yang dapat diamati. Tahapan-tahapan analisis data adalah 
sebagai berikut:  
1. Pengumpulan Data (Data Collection) 
Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang sangat 
penting dalam suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan suatu 
kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang valid. 
Pengumpulan data tersebut dilakukan melalui proses wawancara dengan 
pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, observasi ke lapangan dan 
Dokumen. Dalam hal ini pengumpulan data di lakukan oleh peneliti 
melalui wawancara yang di laksanakan pada Dinas Pariwisata yakni 














memiliki kopentensi untuk memberikan informasi terkait implementasi 
kebijakan pengembangan pariwisata, selain itu wawancara di lakukan 
kepada Kepala Kelurahan Gombengsari dalam hal ini yang memiliki 
kewenangan sebagai pembina dalam setiap kegiatan di lingkungan 
Gombengsari, serta Pokdarwis dan masyarakat Gombengsari yang 
terlibat khususnya dalam pengembangan potensi wisata. Perihal 
Dokumen yang dikumpulkan peneliti mengguakan data yang bersumber 
dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi, Renstra Dinas Pariwisata, Rencana 
Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA), serta dokumen yang 
di peroleh peneliti selama berada di lapangan. 
2. Kondensasi Data (data condensation) 
Kondensasi data dapat dikatakan sebagai kegiatan merangkum, 
dimana penulis memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-
hal yang penting dari tema dan polanya. Kondensasi data dilakukan 
setelah peneliti melakukan kegiatan wawancara, observasi dan Dokumen. 
Kondensasi data juga dilakukan sesuai dengan indikator yang sudah 
peneliti tentukan sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, kondensasi 
data dilaksanakan dengan melakukan fokus penelitian berdasarkan pada 
3 rumusan masalah yang ditentukan yakni bagaimana implementasi 
pembangunan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi; dampak 
impelemntasi kebijakan pembangunan pariwisata terhadap perekonomian 
daerah; dan factor pendukung dan penghambat dalam implementasi 
kebijakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Lebih 





wawancara dari para informan dan memilah dokumen-dokumen 
stakeholder yang terkait seperti Disparbud Kabupaten Banyuwangi, 
Pemerintah Kelurahan Gombengsari, Pokdarwis Kelurahan Gombengsari. 
3. Penyajian Data (data display) 
Penyajian data bisa dilakukan dalam uraian singkat, berupa 
bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya dalam 
penyajian data yang biasa digunakan dan yang peneliti gunakan adalah 
penyajian data yang bersifat naratif. Dalam konteks penelitian ini 
penyajian data dilakukan melalui kutipan hasil wawancara, dokumentasi 
foto dari instansi terkait seperti foto dari Pokdarwis Kelurahan 
Gombengsari dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 
Banyuwangi dan hasil obeservasi pada beberapa obyek wisata di 
Kelurahan Gombengsari, serta berupa tabel dari dokumen atau dari hasil 
wawancara yang dapat disajikan dalam bentuk tabel. Penyajian data ini 
tentunya tetap dilakukan stelah kondensasi data dilakukan, sehingga data 
yang disajikan akan sesuai dengan fokus penelitian. 
4. Menarik Kesimpulan dan verifikasi (Conclusion:  drawing/verifying) 
Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak 
awal dan Faktor pendukung serta faktor penghambat baik pada kondisi 
internal maupun eksternal. Hal ini dilaksanakan agar validitas data dapat 
terpunuhi dalam penarikan kesimpulan. Sehingga penelitian menyangkut 
implementasi kebijakan kepariwisataan dalam meningkatkan 
perekonomian daerah di Kabupaten Banyuwangi dapat tercapai 







ANALISA SOSIAL SETTING PENELITIAN 
 
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi 
4.1.1. Letak Geografis Kabupaten Banyuwangi 
 Posisi strategis Kabupaten Banyuwangi sebagaimana terlihat secara 
geografis yaitu terletak pada posisi koordinat diantara 7  43’ - 8  46’ Lintang 
Selatan dan 13  53’ – 114  38’ Bujur Timur. Adapun luas wilyah Kabupaten 
Banyuwangi sekitar 5.782,50 km² yang sebagian besar merupakan kawasan 
hutan yaitu 183.386,34 Ha atau 31,72%. Sedangkan untuk areal persawahan 
sekitar 66.152 Ha atau 11,44%, dan untuk kawasan perkebunan mencapai 
sekitar 82.143,63 Ha atau 14,21%. Sedangkan areal yang dimanfaatkanuntuk 
pemukiman sekitar 127.454,22 Ha atau mencapai 22,04%, sedangkan area 
sisanya dipergunakan untuk berbagai manfaat antar lain jalan, ladang, saluran 
irigasi dan lainnya. Panjang garis pantai membentang mulai dari Kecamatan 
Wongsorejo di sebelah utara sampai dengan Kecamatan Pesanggaran di bagian 
selatan diperkirakan mencapai 175,8 Kilometer. Luas wilayah yang demikian 
besar berbatasan langsung dengan beberapa Kabupaten yaitu disebelah utara 
dengan Kabupaten Situbondo, di sebelah Timur dengan Kabupaten Jembrana 
provinsi Bali dengan batas selat Bali, sebelah Selatan adalah Samudera 
Indonesia dan sebelah barat adalah Kabupaten Jember dan Kabupaten 
Bondowoso. Kabupaten Banyuwangi memiliki garis pantai sekitar 175,8 km serta 
jumlah pulau sebanyak 10 buah. Seluruh wilayah tersebut telah memberikan 





                PETA ADMINISTRASI 
                                          KABUPATEN BANYUWANGI 
 
 
Gambar 7. Peta wilayah Kabupaten Banyuwangi 
Sumber : id.wikipedia.org 
 
4.1.2. Administratif Kabupaten Banyuwangi 
 Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu unit pemerintahan di 
Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari beberapa Kecamatan. Setiap Kecamatan 
terdiri dari beberapa desa atau kelurahan, di setiap desa terbagi lagi menjadi 
dusun atau lingkungan sampai pada tingkatan paling bawah yaitu Rukun Warga 
(RW) dan Rukun Tetangga (RT). Wilayah Kabupaten Banyuwangi terdiri dari 24 





87wilayah lingkungan, serta 2.839 RW, dan 10.569 RT (BPS 2014, h.33). Berikut 
adalah gambaran umum seperti pada tabel di bawah :     
Tabel 4. Jumlah Desa/Kelurahan, Lingkungan/Dusun dan RT/RW  
                      menurut Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi 
 
                                                             Lingkungan /       RW          RT 
Kecamatan        Kelurahan / Desa        Dusun            Resident   Neighboring 
Subdistrict                 Villages         Neighborhood    Pillars         Pillars 
 
(1)                             (2)                          (3)                     (4)                   (5) 
010 Pesanggaran - / 5 - / 16 64 282 
011 Siliragung - / 5 - / 17 50 245 
020 Bangorejo - / 7 - / 22 96 381 
030 Purwoharjo - / 8 - / 29 107 519 
040 Tegaldlimo - / 9 - / 26 57 400 
050 Muncar - / 10 - / 28 195 753 
060 Cluring - / 9 - / 33 153 522 
070 Gambiran - / 6 - / 25 90 394 
071 Tegalsari - / 6 - / 17 64 318 
080 Glenmore - / 7 - / 38 153 469 
090 Kalibaru - / 6 - / 23 109 439 
100 Genteng - / 5 - / 29 132 553 
110 Srono - / 10 - / 40 145 551 
120 Rogojampi - / 18 - / 84 252 759 
130 Kabat -  16 - / 60 213 526 
140 Singojuruh - / 11 - / 52 124 363 
150 Sempu - / 7 - / 33 130 547 
160 Songgon - / 9 - / 50 120 391 
170 Glagah 2 / 8 8 / 29 84 305 
171 Licin - / 8 - / 37 83 269 
180 Banyuwangi 18 / - 48 / - 151 540 
190 Giri 4 / 2 17 / 13 51 151 
200 Kalipuro 4 / 5 14 / 19 111 383 
210 Wongsorejo - / 12 - / 31 105 509 
   Jumlah/ Total 28 / 189 87 / 751     2,839    10,569 
Tahun / Year 2012 28 / 189 87 / 751     2,839    10,569 
   Tahun / Y ear  2011        28     /       189          87     /      751           2,839              10,569   





4.2.    Profil Kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi 
4.2.1. Pengembangan Wisata 
 Dalam rangka pengembangan Destinasi pariwisata Kabupaten Banyuwangi 
yang berbasis pada alam dan budaya, maka sangat tepat bila, menggunakan 
konsep destinasi untuk lebih menjamin penyelenggaran pembangunan pariwisata 
berkelanjutan, dengan harapan dapat melahirkan kegiatan wisata yang 
bertanggung jawab, menjaga kelestarian alam, yang melibatkan partisipasi 
masyarakat, sehingga akan menciptakan fasilitas wisata yang ramah lingkungan, 
dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal sebagai dampak dari 
berkembangnya pariwisata. 
  Sebagai wujud dari keinginan untuk memajukan kehidupan pariwisata di 
Kabupaten Banyuwangi, maka pemerintah daerah tentu harus memprakarsai dan 
peduli dalam membangun kelembagaan untuk menjadi pedoman berperilaku 
melalui perancangan struktur yang mendukung interaksi ekonomi dan sosial 
yang stabil dalam rangka pembangunan pariwisata, manajemen, aktivitas, yang 
dapat menjaga keutuhan lingkungan, sosial, dan ekonomi serta kelangsungan 
sumberdaya alam dan budaya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, menjadi 
sangat penting untuk mengetahui bagaimana potensi, peluang dan kebijakan 
pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Banyuwangi. Pembangunan 
pariwisata di Kabupaten Banyuwangi difokuskan pada pusat – pusat wisata 
unggulan (alam dan budaya), dalam hal ini Kabupaten Banyuwangi 
menggunakan istilah WPP (Wilayah Pengembangan Pariwisata) atau biasa di 
sebut dengan The Diamond Triangle, yang di bagi menjadi tiga kategori 





daya tariknya masing- masing. Berikut adalah gambar wilayah pengembangan 
pariwisata Kabupaten Banyuwangi. 
Gambar 8. Wilayah Pengembangan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 
Sumber : Bappeda Kabupaten Banyuwangi 2018 
 
 Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) I adalah Kawah Ijen, WPP II dengan 
menyuguhkan panorama alam dan pantai yang menawan adalah Pantai 
Plengkung, dan yang terakhir WPP III adalah Pantai Sukomade yang 





4.2.2. Obyek dan Daya Tarik Wisata 
 Banyuwangi merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang 
memiliki beragam potensi pariwisata. Kondisi alam yang begitu strategis 
membuat Kabupaten yang di juluki sebagai The Sunrise of Java ini ramai 
pengunjung setiap waktunya. Obyek pariwisata di Kabupaten Banyuwangi di 
klasifikasikan kedalam beberapa tujuan wisata, diantaranya :  
a) Wisata alam (meliputi wisata pantai, wisata pulau, wisata hutan, wisata air 
terjun, wisata agro) 
b) Wisata budaya (meliputi kesenian tradisional, upacara adat/tradisi, wisata 
budaya kampung tradisional, wisata sejarah, dan wisata religi) 
c)  Wisata buatan/binaan manusia 
Berikut adalah beragam daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi 
berdasar pembagian wilayah pengembangan pariwisata : 
Tabel 5. Obyek dan Daya Tarik Wisata Berdasarkan WPP 
Arahan WPP I - Zona Kawah Ijen 
Wilayah 
Pengembangan 
Kecamatan Songgon, Licin, Kalipuro, Wongsorejo, Giri, 
Glagah, Kabat, Banyuwangi 
Image / Tema Wisata  
Wisata alam (pantai, kebun, hutan, dan geologi) 
dengan dukungan tema atraksi wisata buatan yang 




Desa Wisata Using, Mirah Fantasia, Alam Indah 
Lestari (AIL), Agro Wisata Kali klatak, Pemandian 
Taman Suruh, Pantai Watu Dodol, Perkebunan 
Kalibendo, Antogan, Air Terjun Antogan, Wana Wisata 
Watu Dodol, Perkebunan Kali Selo Giri, Air Terjun 
Jambe Rowo, Kalongan Outbond, Pantai Boom, Air 
Terjun Selo Giri, Pulau Santen, Pantai Cacalan. 
Puncak Asmoro, Sumber manis Suko. 
Arahan WPP II – Zona Plengkung 
Wilayah 
Pengembangan 
Kecamatan Tegal Dlimo, Purwoharjo Muncar, 
Bangorejo, Srono, Rogojampi, Singojuruh, dan 
Gambiran 
Image / Tema Wisata 
Wisata alam (pantai, hutan) dengan dukungan tema 





Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 2018 
4.2.3. Data Kunjungan Wisata 
 Berikut adalah data kunjungan wisatawan yang telah berkunjung ke 
Banyuwangi : 
Tabel 6. Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Banyuwangi 
Tahun 2014-2019 
Tahun Wisatawan Nusantara Wisatawan Mancanegara 
2014 1.464.948 30.681 
2015 1.926.179 46.214 
2016 4.022.449 77.139 
2017 4.832.999 98.970 
2018 4.939.934 99.198 
2019 5.307.054 100.622 
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 2018 
4.2.4. Profil Kampung Kopi kelurahan Gombengsari 
 Kelurahan Gombengsari berada di wilayah Kecamatan Kalipuro 
Kabupaten Banyuwangi, secara topografi lokasi ini merupakan daerah yang 
berada pada ketinggian   650 dpl serta memiliki iklim suhu sekitar 23-30  C. 
Secara administratif, lokasi ini berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso di 
sebelah Barat, Desa Kelir di sebelah selatan, Kelurahan Kalipuro di sebelah 






TN. Alas Purwo, Hutan Mangrove Bedul, Pemandian 
Pancoran, Pantai Muncar, Pantai Gumuk Kantong, 
Pantai Grajagan, Pantai Triangulasih, Pantai Blimbing 
Sari, Padang Rumput Sadengan 
 
Arahan WPP III – Zona Sukomade 
Wilayah 
Pengembangan 
Kecamatan pesanggaran, Glenmore, Genteng, 
Tegalsari, Siliragung, Sempu, dan Kalibaru  
Image / Tema Wisata 
Wisata alam (pantai, kebun, hutan, dan konservasi) 




TN. Meru Betiri, Pulau Merah, Pantai Lampon, Teluk 
Hijau, Atlanta, Margo Utomo, Umbul Pule, Rajeg Wesi, 






Gambar 9. Peta Kelurahan Gombengsari 
Sumber : Kelurahan Gombengsari, 2020 
 
4.2.5. Potensi Wisata Kampung Kopi Gombengsari 
 Wilayah Kelurahan Gombengsari menyuguhkan berbagai potensi alam 
yang melimpah, seperti contohnya perkebunan dan peternakan. Lebih dari itu 
kondisi alam yang tersedia, memungkinkan bagi penduduk sekitar untuk 
memperoleh penghasilan dari komoditas yang melimpah tersebut. Salah satu 
komoditas yang terdapat di Kelurahan Gombengsari adalah perkebunan kopi 
rakyat. KelurahanGombengsari memiliki luas area tanam kopi sebesar 1.700 Ha 
dengan jenis kopi robusta sebagai komoditi unggulannya. Beberapa paket wisata 
yang tersedia di kawasan tersebut merupakan hasil dari usaha masyarakat 
sekitar yang menginginkan kemajuan bagi pariwisata kelurahan tersebut. Salah 
satu paket wisata yang dapat ditemui adalah paket wisata petik kopi, dimana 
pengunjung nantinya akan diajak oleh pemandu wisata kelurahan tersebut untuk 
memetik kopi sesuai dengan yang diinginkan, kemudian bagi para pengunjung 
yang ingin mencoba kopi asli Kelurahan Gombengsari bisa langsung menuju 





4.2.6. Wisata Edukasi Peternakan Kambing Etawa 
 Masih dalam kawasan Kelurahan Gombengsari, salah satu potensi 
pariwisata yang dimiliki adalah peternakan kambing Etawa, yang dikelola oleh 
warga sekitar. Lokasi wisata edukasi ini terletak di Lingkungan Lerek, 
pengunjung yang datang bisa langsung melihat bagaimana proses pemerahan 
susu, hingga pengolahan yang dilakukan oleh warga sekitar. Pengunjung juga 
bisa mencoba segarnya susu yang diambil langsung dari kambing Etawa 
tersebut. Wisata edukasi di Kelurahan Gombeng sari mengajarkan bagaimana 
proses awal pemeliharaan mulai dari pakan, hingga hasil panen susu yang 
dijadikan komoditi bagi warga sekitar untuk di jual.  
4.2.7. Peternakan Ayam Bekisar Minak Jinggo 
 Beragam potensi yag dimiliki Kelurahan Gombengsari cocok untuk 
dijadikan destinasi tujuan wisata bagi keluarga yang berkunjung ke Kabupaten 
Banyuwangi, salah satunya adalah peternakan ayam bekisar Minak Jinggo yang 
berada di Lingkungan lerek. Pengunjung akan diajak oleh pemandu wisata 
kelurahan tersebut untuk berjalan melihat peternakan ayam bekisar dengan 
suaranya yang indah. Wisata edukasi ini memberikan pemahaman kepada 
pengunjung tentang bagaimana cara memelihara dan merawat ayam serta 
pembudidayaan telur. Pada waktu-waktu tertentu warga sekitar mengadakan 








HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
5.1. Penyajian Data 
5.1.1. Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi 
5.1.1.1. Akselerasi Pembangunan Kawasan Pedesaan dan Perkotaan 
 Kebijakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi 
merupakan kebijakan yang bersifat terstruktur dan terintegrasi dengan kebijakan 
lainnya. Salah satu kebijakan pembangunan pariwisata di kabupaten 
Banyuwangi merujuk pada Perda nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk 
Pengembangan Kepariwisataan Daerah (RIPDA) adalah akselerasi 
pembangunan kawasan pedesaan dan perkotaan, hal tersebut dimungkinkan 
untuk terjadinya kesinambungan pembangunan antara kawasan pedesaan dan 
perkotaan dalam koridor pengembangan pariwisata di daerah yang saling 
terintegrasi. Kawasan perdesaan sendiri secara umum dicirikan oleh wilayah 
yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya 
alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, 
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 
Sedangkan kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan 
utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, 
pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Dengan demikian untuk menjamin 
hubungan desa-kota yang dinamis, kota dan desa harus berperan di dalam 
menjalankan fungsinya masing-masing, agar dapat terjadi kondisi timbal balik 
yang seimbang antara desa dan kota, yakni terjadinya kontribusi atau kerjasama 





barang kebutuhan), aliran kapital (investasi, tabungan), dan aliran informasi 
(siaran radio, TV, surat kabar, telekomunikasi). 
 Agar tetap menjamin hubungan desa-kota yang dinamis, maka salah satu 
usaha yang dapat dilakukan pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah dengan 
penataan struktur kawasan pedesaan yang dikembangkan dengan sistem Desa 
Pusat Pertumbuhan (DPP). Desa Pusat Pertumbuhan diarahkan dapat terkait 
dengan pusat-pusat desa disekitarnya dan dapat memberikan efek domino 
secara mikro bagi kawasan desa disekitarnya. Desa-desa Pusat Pertumbuhan 
akan menginduk pada pusat-pusat Kecamatan. Selain Desa Pusat Pertumbuhan, 
untuk tetap menjaga keterkaitan antara kota dan desa (urban-rural linkages) 
yang bersifat interdependensi/timbal balik dan saling membutuhkan, dimana 
kawasan pertanian di pedesaan mengembangkan usaha budidaya (on farm) dan 
produk olahan skala rumah tangga (off farm), sebaliknya kota menyediakan 
fasilitas untuk berkembangnya usaha budidaya dan agribisnis seperti penyediaan 
sarana pertanian antara lain: modal, teknologi, informasi, peralatan pertanian dan 
lain sebagainya. Keterkaitan tersebut merupakan salah satu ciri dari 
”Agropolitan”. Pola penataan struktur ruang perdesaan seperti tersebut di atas 
juga merupakan upaya untuk mempercepat efek pertumbuhan dari pusat-pusat 
Kegiatan Lingkungan/promosi di bidang pariwisata daerah. Pola penataan 








Gambar 5.1 Pola hubungan penataan wilayah pedesaan dan Perkotaan 
Sumber : RIPDA Kabupaten Banyuwangi 
 
Pola penataan antara struktur ruang yang dibangun seperti pada gambar diatas 
juga akan menimbulkan multiplier effect khususnya pada potensi pariwisata di 
desa/kelurahan. Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan Bapak Sandra 
selaku Kasungram Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:  
“Dengan adanya pola pengembangan wilayah antara desa/kelurahan 
dengan perkotaan maka memungkinkan untuk berkembangnya 
sebuah keragaman destinasi wisata, terlebih agar Kebijakan 
percepatan pembangunan khususunya di pelosok desa dapat 
terdistribusi dengan baik. Karena kan pembangunan kepariwisataan di 
Banyuwangi sifatnya terintegrasi satu sama lainnya. Hal ini juga 
sebagai upaya kami sebagai stakeholder yang memiliki komitmen 
untuk menjalankan tugas sesuai amanat yang diberikan oleh Bapak 
Bupati. (wawancara tanggal 14 Agustus 2020, di kantor Dinas 
Pariwisata Kabupaten Banyuwangi). 
Seturut itu pola hubungan antara desa dengan perkotaan akan menjadi pemantik 
atau stimulus bagi desa untuk berkembang dan mengurangi kesenjangan antara 
wilayah perkotaan dengan pedesaan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan 
Bapak Darwanto selaku Kepala Bidang Pemasaran sebagai berikut: 
“Jadi terkait kebijakan pembangunan pariwisata, kami telah 
memetakan sejak awal terkait pola jaringan antara desa dengan kota, 
hal ini karena kami melihat adanya kesenjangan antara pembangunan 





mengakselerasikan terkait pembangunan di kota maupun di desa agar 
kesenjangan tersebut tidak terjadi. Keragaman budaya dan tradisi di 
desa juga menjadi poin terpenting untuk dilakukan percepatan 
pembangunan agar tercipta ekosistem yang dinamis. Tujuannya 
adalah untuk mendongkrak perekonomian di masing-masing daerah.  
(wawancara tanggal 14 Agustus 2020, di kantor Dinas Pariwisata 
Kabupaten Banyuwangi). 
 
Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan, adanya pola yang 
saling terkait dan terintegrasi antara wilayah perkotaan dengan pedesaan 
memungkinkan untuk terjadinya percepatan pembangunan karena kebijakan 
pembangunan kepariwisataan dengan pengembangan pola penataan antar 
wilayah bertujuan untuk mengembangkan pariwisata berbasis kearifan lokal. Hal 
tersebut kemudian mengingatkan kembali bahwasannya pembangunan  sebuah 
daerah atau wilayah khususnya di lingkup desa / kelurahan memiliki kewanangan 
yang otonom sebagaimana kebijakan desentraslisasi yakni kewenangan untuk 
mengatur dan mengelola sumberdaya finansial melalui mekanisme transfer 
daerah, alternative yang dilakukan oleh pemerintahan Kelurahan Gombengsari 
dalam mewujudkan harapan masyarakat di desanya, yakni melalui agenda rutin 
tahunan musrenbang kelurahan, hal tersebut telah sesuai sebagaimana dengan 
pernyataan Bapak Miftahul Huda selaku Kepala Kelurahan Gombengsari sebagai 
berikut: 
“Kami selaku pemerintah kelurahan Gombengsari sangat merespon 
arahan arahan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten 
Banyuwangi dalam hal akselerasi pembangunan di masing-masing 
wilayah desa/kelurahan. Oleh karena itu bentuk upaya yang bisa 
kami lakukan adalah melalui agenda dengar pendapat serta usulah 
dari warga kami, untuk kemudian bisa disampaikan secara formal 
melalui agenda Musrenbang Kelurahan yang biasanya di adakan 
setiap setahun sekali. Karena ini wilayah administrative lingkup 
kelurahan dana yang dijadikan Pagu adalah dana transfer melalui 








   Seturut itu akselerasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan 
khususnya dalam melaksanakan pembangunan di desa akan menimbulkan efek 
terhadap pertumbuhan ekonomi pada masyarakat. Ini tentunya telah sesuai 
dengan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif di sektor pariwisata. 
5.1.2.1. Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata 
Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu Kabupaten yang dijadikan 
salah satu tujuan wisata favorit di Jawa Timur, karena letak geografisnya yang 
bersebelahan dengan Pulau Bali, yang memiliki sumber daya alam  yang indah 
serta seni budaya, adat istiadat yang begitu khas. Sehingga pariwisata menjadi 
salah satu faktor penunjang dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten 
Banyuwangi. Dalam melaksanakan kebijakan pembangunan pariwisata, 
Kabupaten Banyuwangi menggunakan konsep “ecotourism” serta Diamond 
Triangle dalam konsep wilayah pengembangan pariwisata strategis (WPP). 
Konsep “ecotourism” sendiri yaitu konsep yang dibangun dengan 
mengoptimalkan sekaligus  melestarikan potensi alam serta budaya asli khas 
Banyuwangi secara berkelanjutan (sustainable). Sesuai dengan prinsip-
prinsipnya yakni (a). melindungi lingkungan yang dimanfaatkan  (b). 
mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pariwisata (c). 
menyajikan produk bermuatan pembelajaran, pendidikan, dan rekreasi dari nilai-
nilai karakteristik (alam dan budaya setempat) (d). memberikan sumbangan 
positif terhadap pembangunan ekonomi daerah (e). menekankan sejauh mungkin 
dampak negatif yang ditimbulkan dari rangkaian kegiatan pariwisata. Salah satu 
daerah yang memiliki potensi pariwisata, maka pemerintah daerah telah 





yang terbagi menjadi tiga zona wilayah pengembangan yakni WPP I,II,dan III, 
yang meliputi 3 wilayah destinasi yakni Kawah Ijen, Plengkung, dan Sukamade. 
Berikut adalah Pola Segitiga Berlian dalam pembangunan kawasan strategis 
pariwisata. 
 
Gambar 5.2 Pola pengembangan kawasan startegis 
Sumber: RIPDA Kabupaten Banyuwangi 
 
Strategi pengembangan wilayah pariwisata yang diterapkan di Kabupaten 
Banyuwangi yakni dengan memantapkan kerangka utama kawasan 
penembangan pariwisata yang sudah ada  dengan tetap bertumpu pada tiga 
obyek wisata utama yaitu Kawah Ijen, Plengkung, dan Sukamade dengan 
didukung pola jaringan jalan yang saling  terkait dan terkoneksi satu sama 
lainnya, melakukan defferansiasi kawasan wisata dengan menetapkan 
strata/penjenjangan berdasarkan potensi pengembangannya, mengoptimalkan 
keberadaan obyek dan daya tarik dengan membagi wilayah pariwisata di 
Kabupaten Banyuwangi berdasarkan prinsip keseimbangan dan penyebaran 





dengan pernyataan Bapak Sandra selaku Kasungram Dinas Pariwisata sebagai 
berikut: 
“Dalam hal pembangunan kawasan pariwisata, Dinas Pariwisata telah 
memetakan zona strategis pengembangan yang masuk kedalam 
kerangka utama pembangunan kepariwisataan di Kabupaten 
Banyuwangi. Hal tersebut dilakukan agar mempermudah dalam 
melaksanakan kebijakan pengembangan pariwisata. Zona tersebut 
dibagi menjadi 3 zona pengembangan ya… yakni WPP I, II, dan III. Hal 
tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa dalam melaksanakan 
kebijakan pariwisata yang mengacu pada regionalisasi wilayah maka 
akan memperkecil kesenjangan pembangunan antar wilayah. Jadi 
intinya pembangunan pariwisata ini tidak hanya sekedar membangun 
tanpa adanya konsep terlebih dahulu. Pembangunan pariwisata 
diwajibkan menggunakan konsep yang sesuai dengan kondisi wilayah 
dan potensinya masing-masing. Oleh karenanya Kabupaten 
Banyuwangi menggunakan konsep triangle diamond disesuaikan 
dengan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut. . 
(wawancara tanggal 14 Agustus 2020, di kantor Dinas Pariwisata 
Kabupaten Banyuwangi). 
 
Pernyataan diatas juga di perkuat dari pernyataan Bapak Darwanto selaku 
Kepala Bidang Pemasaran sebagai berikut : 
“Pembangunan pariwisata di kabupaten Banyuwangi ini sebenarnya 
simple, kami memetakan zona pembangunan kawasan strategis yang 
telah dipetakan ke dalam 3 zona prioritas pariwisata, yakni wilayah 
pengembangan pariwisata I, II, dan III yang meliputi kawasan wisata 
prioritas yakni Ijen, Sukomade, dan Plengkung. Pembangunan kawasan 
strategis tersebut saling terkoneksi satu sam lainnya. Hal ini 
dimaksudkan agar kebijakan pembangunan dapat berjalan lebih efektif. 
Hal tersebut juga tentunya menjadikan wilayah pengembangan sebagai 
induk dari wilayah wilayah disekitarnya.  (wawancara tanggal 14 
Agustus 2020, di kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi). 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam 
pembangunan kawasan strategis pariwisata. Pemerintah kabupaten Banyuwangi 
telah menetapkan zona prioritas pembangunan sebagai wilayah pengembangan 
pariwisata berbasis ecowisata yang disesuaikan dengan kondisi alamnya serta 
potensi wilayahnya masing-masing. Penetapan kawasan strategis tersebut telah 





Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 yang menempatkan kawasan strategis 
sebagai kawasan prioritas pembangunan pariwisata yakni menjadi tiga wilayah 
pengembangan atau biasa di kenal dengan Wilayah Pengembangan pariwisata 
(WPP) I,II,dan III. Kebijakan penetapan kawasan tersebut dipilih agar akselerasi 
kebijakan pembangunan kepariwisataan dapat berjalan lebih tertata dan efektif. 
Serta dimaksudkan untuk memudahkan dalam penentuan karakter yang akan 
ditonjolkan dan prioritas pengembangan masing-masing fungsi wisata.  
5.1.2. Implementasi Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Di 
Kabupaten  Banyuwangi 
A. Komunikasi 
Pembangunan kepariwisataan di Indonesia sejak di undangkan pada 
tanggal 16 Januari 2009 lalu, mewajibkan seluruh kebijakan dalam 
penyelenggaraan kepariwisataan harus berdasarkan pada prinsip serta kaidah 
yang terdapat pada regulasi perundang-undangan kepariwisataan tersebut. 
Peraturan tersebut tentunya mewadahi beberapa kriteria yang wajib di penuhi 
khususnya dalam hal pembangunan kepariwisataan di Indonesia, antara lain 
mencakup asas kemanfaatan, kekeluargaan, adil, dan merata, keseimbangan, 
kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan 
kesatuan yang keseluruhannya diwujudkan melalui pelaksanaan rencana 
pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, 
keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk 
berwisata. Sebagai bentuk wujud amanat untuk melaksanakan UU tersebut maka 
pemerintah harus menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 
Nasional (RIPPARNAS) dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 
Daerah (RIPPARDA) yang diwujudkan dalam bentuk adanya penetapan 





Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sejumlah 88 Kawasan. Untuk daerah 
sebagai acuan pokok pembangunan kepariwisataan yang di jalankan dalam 
jangka waktu setiap 5 (lima) Tahun pelaksanaan. Oleh sebab itu dalam 
melaksanakan kebijakan pembangunan kepariwisataan di daerahnya pemerintah 
Kabupaten/Kota diberikan legalitas untuk melaksanakan pendaftaran, pencatatan 
dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata, memfasilitiasi, dan melakukan 
promosi destinasi dan produk pariwisata yang ada di wilayahnya, memelihara 
dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wiliyahnya serta memfasilitasi 
pengembangan daya tarik wisata baru. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari 
peraturan perundang-undangan Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah itu sendiri. Untuk merespon terlaksananya kebijakan pembangunan 
kepariwisataan tersebut, maka Kabupaten Banyuwangi melalui Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan 
Daerah (RIPDA) menjadi pedoman dalam menyusun setiap kebijakan 
kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi. 
Dalam perda tersebut menjelaskan tentang kerangka dasar 
pembangunan daerah destinasi pariwisata yang mana bertumpu pada tiga obyek 
wisata utama yaitu, Kawah ijen, Pantai Plengkung, dan Pantai Sukomade. Tiga 
obyek wisata tersebut biasa disebut sebagai Wilayah Pengembangan Pariwisata 
(WPP). Pola tersebut di maksudkan agar lebih memudahkan dalam sistem 
pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan, karena beberapa obyek wisata 
yang potensial dan mempunyai keunikan, belum termanfaatkan secara optimal. 
Pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Banyuwangi bertumpu pada 
tiga pilar utama yang saling terkait dan terintegrasi dalam satu ruang pariwisata. 





yang lainnya, serta memiliki karakteristik yang berbeda pula. Wilayah 
Pengembangan Pariwisata atau lebih dikenal dengan (WPP) meliputi destinasi 
wisata unggulan yakni (WPP I) Wisata Kawah Ijen, (WPP II) Wisata Pantai 
Plengkung, dan (WPP III) Wisata Pantai Sukomade. Hal tersebut sesuai dengan 
yang diungkapkan Bapak Sandra selaku Kasungram Dinas Pariwisata 
Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut : 
“Untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, kami 
menggunakan konsep WPP (Wilayah Pengembangan Pariwisata) 
yang telah di sesuaikan sesuai dengan karakteristik daerah tersebut. 
Wilayah WPP itu sendiri terbagi menjadi tiga wilayah pengembangan, 
dan sebagai destinasi wisata unggulan Kabupaten Banyuwangi. 
Wilayah tersebut meliputi (WPP) I Kawah Ijen, (WPP) II Pantai 
Plengkung, dan (WPP) III Pantai Sukomade. Kawasan tersebut 
memiliki keunikan dan karakteristik yang menjadikan wilayah tersebut 
di jadikan obyek tujuan wisata khususnya di Kabupaten Banyuwangi”. 
(wawancara tanggal 14 Agustus 2020, di kantor Dinas Pariwisata 
Kabupaten Banyuwangi). 
Berdasarkan pernyataan diatas, Dinas Pariwisata dalam implementasi kebijakan 
pengembangan pariwisata menggunakan konsep Wilayah Pengembangan 
Pariwisata (WPP) yang memiliki karakteristik serta keunikan berbeda di setiap 
obyek wisatanya, untuk kemudian wilayah tersebut di jadikan obyek daerah 
tujuan wisata (ODTW) unggulan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 
Tujuan pengembangan zona tersebut dimaksudkan agar memberikan dampak 
pertumbuhan ekonomi terhadap wilayah destinasi pariwisata yang ada di sekitar 
wisata unggulan tersebut. Wilayah penyangga destinasi unggulan juga di 
sesuaikan berdasarkan karakteristik masing-masing wilayah. Hal tersebut sesuai 
dengan pernyataan Bapak Miftahul Huda, selaku Kepala Kelurahan 
Gombengsari, sebagai berikut: 
 “Kelurahan Gombengsari, merupakan wilayah penyangga pariwisata yang 
masuk ke dalam wilayah pengembangan zona WPP I yaitu, Kawah Ijen. 





dan tidak memiliki waktu yang panjang istilahnya short satay maka 
alternatifnya bisa di arahkan ke destinasi penyangga yang disesuaikan 
dengan karakter zona ijen tersebut. Zona ijen itu seperti apa? Zona 
perkebunan, karena wilayah Gombengsari memiliki potensi seperti 
perkebunan kopi, dan perah susu etawa. Oleh karena tu Pemda 
mengintegrasikan sektor perkebunan atau peternakan tersebut menjadi 
satu paket wisata yakni wisata edukasi, Kelurahan Gombengsari memiliki 
beberapa daerah tujuan wisata (DTW) penyangga destinasi, yaitu meliputi 
obyek wisata alam, wisata edukasi pertanian, dan wisata edukasi 
peternakan.” (wawancara tanggal 10 Agustus 2020, di kantor Kelurahan 
Gombengsari). 
Berdasarkan pernyataan diatas, dalam implementasi kebijakan pengembangan 
pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, memiliki beberapa wilayah penyangga 
destinasi pariwisata dengan karakteristik yang berbeda-beda. Wilayah Kelurahan 
Gombengsari masuk ke dalam wilayah penyangga pengembangan pariwisata 
zona ijen, dengan mengintegrasikan sektor perkebunan dan peternakan. Potensi 
tersebut yang kemudian oleh Pemda di jadikan menjadi sebuah paket wisata 
yakni paket wisata edukasi. Pengembangan destinasi pariwisata penyangga di 
Kelurahan Gombengsari, memanfatkan potensi alam yang telah ada serta di 
kelola secara langsung oleh masyrakat sekitar, hal tersebut sesuai dengan 
pernyataan yang di ungkapkan oleh Bapak Abdur Rohman, selaku Ketua 
Pokdarwis Kelurahan Gombengsari, sebagai berikut : 
“Usaha pariwisata di Kelurahan Gombengsari semuanya dikelola dan 
dikembangkan sendiri oleh masyarkat, mulai dari dana hingga tenaga. 
Karena semua ini muncul dari bawah, atas partisipasi masyarakat itu 
sendiri, sedangan anggaran kami terbatas jadi semangat gotong royong 
yang kami munculkan.” (wawancara tanggal 10 Agustus 2020, di Rumah 
Bapak Rohman) 
Berdasarkan pernyataan diatas, dapat di ketahui bahwa pengembangan potensi 
pariwisata di Kelurahan Gombengsari di kelola secara langsung oleh masyarakat 
sekitar. Pola kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi 
adalah dengan melalui pendekatan pembangunan berbasis masyarakat, dengan 





senada sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Miftahul Huda, 
selaku Kepala Kelurahan Gombengsari, sebagai berikut: 
“Kegiatan pengembangan pariwisata di Kelurahan Gombengsari, pada 
dasarnya berasal dari peran masyarakat sekitar, munculnya destinasi 
tersebut juga tidak terlepas dari peran aktif mereka dalam 
memanfaatkan potensi pariwisata yang telah ada. Ya intinya mereka 
bangun potensi-potensi yang tersedia, kemudian mereka kelola sendiri 
tujuannya tidak lain untuk meningkatkan nilai ekonomi di sekitar wilayah 
destinasi”. (wawancara tanggal 10 Agustus 2020, di kantor Kelurahan 
Gombengsari). 
Dinas pariwisata dalam menerapkan kebijakan pariwisata, melibatkan 
masyarakat dalam setiap kegiatan pariwisata, Hal tersebut di maksudkan utuk 
mengoptimalkan sekaligus melestarikan potensi alam dan budaya khas 
Banyuwangi secara berkelanjutan. Dinas Pariwisata selaku leading sektor dalam 
pengembangan destinasi pariwisata selalu berkomunikasi bersama pemerintah 
Desa/Kelurahan terkait kebijakan pembangunan destinasi wisata, sehingga 
terjalin kondisi yang berkesinambungan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan 
Kepala Kelurahan Gombengsari Bapak Miftahul Huda sebagai berikut: 
 “Biasanya kita menerima undangan resmi dari Dinas Pariwisata terkait 
pengembangan potensi pariwisata, biasanya kita dari Kelurahan diundang 
ke sana, mengenai persoalan-persoalan apa saja yang terkait dengan 
destinasi pariwisata utuk kiranya bisa diberikan solusi”. (wawancara 
tanggal 10 Agustus 2020, di kantor Kelurahan Gombengsari). 
Dinas Pariwisata selalu melakukan komunikasi yang rutin tekait kebijakan-
kebijakan yang di keluarkan kepada Desa / Kelurahan secara langsung, selain 
mengkomunikasikan secara langsung juga melalui mekanisme undangan kepada 
para aparat Desa/Kelurahan terkait untuk datang ke Kantor Dinas Pariwisata. 
Selanjutnya dalam pertemuan tersebut Dinas Pariwisata juga tak lupa untuk 






 Dinas Pariwisata dalam Implementasi Kebijakan pengembangan pariwisata 
juga dengan leluasa memberikan ruang diskusi kepada pelaku pariwisata di 
Kelurahan untuk mendorong inovasi khusunya dalam pengembangan potensi 
pariwisata di daerahnya sebagai sasaran dan tujuan kebijakan. Hal senada juga 
diungkapkan oleh Bapak Sandra selaku Kasungram Dinas Pariwisata Kabupaten 
Banyuwangi sebagai berikut: 
 “disetiap destinasi kita selalu terkoneksi dengan itu namanya Pokdarwis 
sebagai representasi kita dilapangan, kita ajak mereka berdiskusi kiranya 
apa yang masih menjadi kendala di tempat tersebut, kita bantu untuk 
memfasilitasi, semampu kita,ya kalau Kelurahan Gombengsari biasanya 
usulannya dari komunitas dulu, komunitas mengusulkan atau mengajukan 
proposal, kita lihat proposalnya terlebih dahulu, seperti kemarin ada 
pengajuan melalui proposal terkait pembangunan Rumah Kreasi, itu kami 
fasilitasi. Jadi intinya komunikasi merupakan sarana penyalur aspirasi kita 
kepada masyarakat, agar kita tahu persoalan apa yang mereka hadapi di 
sana terkait pengembangan destinasi wisata”. (wawancara tanggal 14 
Agustus 2020, di kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi). 
Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 
mengimplementasikan kebijakan, Dinas Pariwisata senantiasa berkomunikasi 
kepada pihak Kelurahan serta masyarakat terkait permasalahan-permasalahan di 
lapangan untuk kemudian memastikan kondisi pariwisata di Kelurahan tersebut 
berjalan dengan baik. Dengan adanya mekanisme dua arah yang terjadi antara 
Dinas dan Kelurahan maka akan tercipta sebuah harmonisasi dalam 
mengimplementasikan kebijakan. Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan 
Bapak Darwanto selaku Kepala Bidang Pemasaran Produk Pariwisata sebagai 
berikut: 
 “Komunikasi yang kami lakukan selaku Dinas kepada Pemerintah 
Kelurahan senantiasa berjalan dengan baik, selain itu kami juga 
membuka ruang kepada masyarakat khususnya Pokdarwis setempat 
untuk menyuarakan aspirasinya kepada kami, agar kami mengetahui 
kendala apa saja yang menjadi perhatian mereka." (wawancara 26 





Dinas Pariwisata dalam mengimplementasikan kebijakan kepariwisataan melalui 
komunikasi yang dilakukan antar Pemerintah Kelurahan, selain itu juga kepada 
Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang ada di Kabupaten, Desa/Kelurahan. 
Pernyataan tersebut sesuai dengan Bapak Sandra selaku Kasungram Dinas 
Pariwisata Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut: 
 “Kalau pokdarwis kita bagus ya, kita sering undang pokdarwis kesini, 
bagaimana perkembangan dari setiap wilayahnya masing-masing. Kita 
juga sering kesana sowan istilahnya, selain itu kita juga memberikan 
kesempatan kepada mereka untuk mengikuti program pelatihan. Semisal 
pelatihan yang terkait dengan SDM, pelatihan guide itu setiap tahun pasti 
ada. Mekanismenya kita tentukan terlebih dahulu semisal di daerah 
Gombengsari kan ada sentra pemerahan susu, ya kami buat yang 
namanya pelatihan pemerahan susu.  Intinya kita survey terlebih dahulu 
apa saja potensi yang tersedia di daerah tersebut untuk kemudian kami 
lakukan penyesuaian program pelatihannya." (wawancara 14 Agustus 
2020 di Dinas Pariwisata). 
Dapat diketahui bahwa Dinas Pariwisata dalam mengimplementasikan kebijakan 
juga berkomunikasi dengan pihak pokdarwis yang sebelumnya telah di bentuk di 
Kabupaten Banyuwangi. Pernyataan Bapak Sandra tersebut juga diperkuat oleh 
pernyataan yang disampaikan Bapak Abdur Rohman selaku Ketua Pokdarwis 
Kelurahan Gombengsari sebagai berikut: 
 “Hubungan kami dengan Dinas Pariwisata baik mas, kami juga 
berkomunikasi terkait pengembangan potensi pariwisata di daerah 
gombengsari. Baik itu terkait masalah program bimtek dan pelatihan-
pelatihan pengembangan SDM, namun itu semua tidak rutin mas. Ini yang 
masih menjadi kendala bagi kami karena kebanyakan program-program 
tersebut hanya bersifat formalitas saja. Karena apa? itu program biasanya 
hanya berjalan 3 hingga 4 hari saja, setelah selesai ya sudah selesai, 
tidak ada tindak lanjutnya lagi, yang kami harapkan sebenarnya adalah 
pendampingan, jadi kita lebih bisa menerima manfaatnya. Untuk giat kita 
saat ini masih sebatas memperomosikan tentang potensi Destinasi yang 
ada di Kelurahan Gombengsari seperti di lingkungan lerek ada wisata 
edukasi perah susu kambing etawa, di lingkungan suko ada wisata alam 
sumber manis, di lingkungan kacangan ada wisata edukasi petik kopi, 
potensi pariwisata tersebut kita coba membrandingnya melalui sosial 
media IG, youtube, serta Facebook”. (wawancara tanggal 10 Agustus 





Pernyataan Bapak Rohman tersebut dapat digaris bawahi bahwa, Dinas 
Pariwisata senantiasa berkomunikasi dengan pihak Pokdarwis Kelurahan dalam 
implementasi kebijakan dan melakukan sosialisasi berkala terkait program yang 
akan dijalankan. Tindak lanjut komunikasi tersebut tetap dilakukan namun tidak 
rutin yang dilaksanakan secara langsung. Selanjutnya Bapak Abdur Rohman 
juga mengungkapkan bahwa apabila ada kebijakan baru yang akan diturunkan 
Pokdarwis selalu diajak untuk berkomunikasi, berdiskusi bersama melalui forum 
resmi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini Dinas 
Pariwisata, sebagai berikut: 
 “kami seringkali diajak dan dihubungi oleh Dinas Pariwisata terkait 
pembahasan kebijakan yang akan di turunkan seperti raperda maupun 
peraturan peraturan yang terkait dengan pariwisata. Kita selalu di ajak 
rembuk bersama dengan pelaku usaha pariwisata dan stake holder terkait 
untuk mencari keselarasan bersama, kebetulan besok tanggal 23 agustus 
2020 kami ada agenda forum diskusi bersama Dinas Pariwisata, 
kelompok masyarakat, dan stake holder terkait untuk membahas branding 
dan pemasaran produk pariwisata kami”. (wawancara tanggal 10 Agustus 
2020, di Rumah Bapak Rohman). 
Dinas Pariwisata juga melakukan komunikasi dengan pelaku pariwisata di 
Kelurahan Gombengsari maupun kelompok masyarakat setempat terkait 
pengembangan potensi destinasi pariwisata, hal terebut juga di ungkapkan oleh 
Bapak Darwanto selaku Kepala Bidang Pemasaran Produk pariwisata sebagai 
berikut: 
 “Kami kerap lakukan sosialisasi dengan para pelaku usaha pariwisata kita 
berikan briefing kepada mereka terlebih dahulu setelah itu kami verifikasi, 
oh ya seperti kemarin bulan Juni 2020 dalam rangka penerapan new 
normal kami Dinas pariwisata mengundang para pelaku usaha pariwisata, 
untuk memberikan sosialisasi terkait era normal baru dalam usaha 
pariwisata, kita undang mereka ke hotel-hotel, agenda kami disini adalah 
untuk memastikan bahwa seluruh destinasi di kabupaten Banyuwangi 
semuanya wajib menerapkan protokol kesehatan yang telah di 
instruksikan oleh Pemerintah seperti pembatasan jumlah pengunjung, 
menjaga jarak pengunjung, penyemprotan disinfektan rutin dan 





mencatat ada 10 Destinasi yang wisata dan 11 hotel percontohan dalam 
penerapan normal bari di Kabupaten Banyuwangi”. (wawancara 26 
Agustus 2020 di Dinas Pariwisata). 
Komunikasi yang di bangun oleh Dinas Pariwisata kepada pelaku usaha 
pariwisata baik itu perhotelan, usaha restoran dan pelaku bisnis tour and travel 
dengan mengagendakan sosialisasi ke hotel-hotel untuk di briefing dan verifikasi. 
Dinas Pariwisata juga melakukan sosialisasi atau pertemuan kepada masyarakat 
Kelurahan Gombengsari secara langsung maupun forum resmi yang telah 
diagendakan sebelumnya. Dalam pertemuan tersebut masyarakat juga diberikan 
ruang untuk berkomunikasi, memberikan aspirasinya terkait kendala maupun 
kekurangan apa saja yang berada di Kelurahan Gombengsari. Hal tersebut 
sesuai dengan pernyataan Bapak Miftahul Huda Selaku Kepala Kelurahan 
Gombengsari, sebagai berikut: 
 “Kalau dari Kelurahan sendiri, biasanya kami melakukan pengajuan itu 
melalui proposal, karena anggaran Kelurahan kan berassal dari APBD 
Kabupaten, beda kalau Desa, kan ada Dana Desa yang anggarannya 
cukup besar, kalau di kita anggarannya terbatas, oleh karena itu kami 
menggunakan mekanisme proposal, selain itu masyarakat juga kami 
dorong untuk menyuarakan aspirasinya ketika ada perwakilan dari Dinas 
Pariwisata yang datang ke Kelurahan Gombengsari. Terkait 
pengembangan destinasi pariwisata di lingkungannya masing-masing, 
kekurangannya apa, kendalanya seperti apa itu kami ajak mereka untuk 
berdiskusi”. (wawancara tanggal 10 Agustus 2020, di kantor Kelurahan 
Gombengsari). 
Selain komunikasi yang terjalin antara Dinas Pariwisata dengan masyarakat 
secara langsung, komunikasi yang dibangun Dinas juga melalui beberapa 
anggota tim IT atau tim kreatif yang sengaja dibentuk oleh Dinas Pariwisata yang 
tugas dan fungsinya hanya untuk mempromosikan potensi di setiap destinasi 
pariwisata, hal ini di perkuat oleh pernyataan Bapak Darwanto selaku Kepala 
Bidang Pemasaran Produk Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut: 
 “Kami di Dinas pariwisata juga memiliki Pusat Informasi Pariwisata 





mempromosikan potensi di setiap destinasi pariwisata yang ada di 
Kabupaten Banyuwangi, tim kreatif ini adalah tim IT yang sudah 
terseleksi. Biasanya mereka aktif di sosial media seperti Instagram (IG), 
Facebook (FB), maupun website resmi Banyuwangitourism”.  (wawancara 
26 Agustus 2020 di Dinas Pariwisata). 
Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dalam mengimplementasikan kebijakan 
selalu memiliki inovasi bagaimana membangun komunikasi dengan masyarakat 
dapat dilakukan dengan mudah dan efektif, salah satunya dengan adanya Pusat 
Informasi Pariwisata yang telah di support dengan anggota tim IT atau kreatif, 
guna mempromosikan potensi-potensi Pariwisata yang ada di Kabupaten 
Banyuwangi. Dengan adanya sebuah tim kreatif ini dirasa sangat membantu 
sekali khusunya dalam membranding dan memberikan akses informasi seluas-
luasnya kepada masyrakat, baik itu masyarakat Kabupaten Banyuwangi sendiri 
maupun masyaraka di Luar Banyuwangi. Hal tersebut juga di ungkapkan oleh 
Bapak Sandra Selaku Kasungram Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, 
sebagai berikut: 
 “Kita merasa sangat terbantukan sekali dengan anggota tim yang kami 
miliki yakni Tim IT yang bertugas di Pusat Informasi Pariwisata, tugasnya 
ya memberikan informasi terkait potensi dan detinasi Pariwista yang ada 
di Kabupaten Banyuwangi, baik itu kuliner, tempat wisata, travel dan lain-
lain”. (wawancara 14 Agustus 2020 di Dinas Pariwisata). 
Komunikasi juga dilakukan antara Pokdarwis dengan masyarakat Kelurahan 
Gombengsari sebagai representasi Dinas Pariwisata dalam memantau aktifitas 
pariwisata di daerah masing-masing, hal ini sebagaimana di ungkapkan oleh 
Bapak Darwanto selaku Kepala Bidang Pemasaran Produk Pariwisata 
Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut: “….kami selalu aktif dalam 
berkomunikasi dengan Pokdarwis di lapangan, baik itu komunikasi secara 
langsung kita terjun kesana maupun melalui media komunikasi elektronik, intinya 





 Komunikasi yang terbentuk antara Pokdarwis dengan masyarakat 
Kelurahan Gombengsari merupakan bentuk sosialisasi implementasi kebijakan 
yang berjalan secara inklusif, masyarakat di berikan pemahaman tentang arti 
penting memiliki, menjaga, serta melestarikan potensi pariwisata yang ada di 
daerahnya. Potensi yang ada di Kelurahan Gombengsari mereka manfaatkan 
untuk memberikan nilai kemanfaatan khusnya di bidang ekonomi melalui jasa 
pariwisata. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Abdur Rohman selaku Ketua 
Pokdarwis Kelurahan Gombengsari, sebagai berikut: 
 “Pokdarwis ini di bentuk secara kelembagaan, dimana pokdarwis disini 
memiliki peran aktif dalam mengembangkan usaha pariwisata di daerah. 
Potensi yang ada di Kelurahan Gombengsari kita kelola bersama, kita 
bangun bersama, baik itu potensi alam, edukasi, produk UMKM, 
kerajinan, dan sebagainya. Kita ajak mereka bekerja bersama-sama 
untuk meningkatkan nilai ekonomi.” (wawancara tanggal 10 Agustus 
2020, di Rumah Bapak Rohman). 
Berikut adalah gambar alur komunikasi yang di bangun antara Dinas Pariwisata 




















            
            
            
            
            




Gambar 11. Alur Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan 
Sumber: Olahan Peneliti 2020 
 
 Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa komunikasi yang 
terbangun antara Dinas Pariwisata dengan Pemerintahan Kelurahan 
Gombengsari terbina dan terkoordinasi dengan baik khususnya terkait dengan 
pengembangan potensi pariwisata di Kelurahan Gombengsari. Komunikasi yang 
di bangun antara Dinas Pariwisata beserta Pokdarwis dan kelompok masyarakat 
Kelurahan Gombengsari dilakukan melalui pertemuan langsung yang telah di 
agendakan secara resmi di hotel-hotel maupun di Dinas Pariwisata Kabupaten 
Banyuwangi. Atensi dari masyarakat Kelurahan Gombengsari sangat besar 
sekali, mereka seantiasa menyuarakan permasalahan-permasalahan yang ada di 
daerahnya masing-masing, mereka berdiskusi, bertukar pikiran untuk mencari 






















solusi pemecahannya. Agenda pertemuan tersebut biasa dilakukan sebulan 
sekali, hal tersebut seuai dengan pernyataan Bapak Sandra, selaku Kasungram 
Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut: “… kami selalu 
mengagendakan pertemuan dengan pokdarwis di setiap wilayah di Kabupaten 
Banyuwangi, terkait pengembangan destinasi pariwisatanya, biasanya kami 
lakukan setiap sebulan sekali”. (wawancara 10 Agustus 2020 di Dinas 
Pariwisata). 
 Komunikasi yang terkoordinasi, dapat mempermudah dalam pelaksanaan 
kebijakan yang dilakukan dalam pengembangan destinasi wisata Gombengsari. 
Kebijakan dalam pengembangan wisata di Kelurahan Gombengsari bersifat 
mandiri dan tanpa melibatkan investor dalam pelaksanaannya, hal ini 
dimaksudkan agar potensi yang ada di daerah tersebut dapat di nikmati oleh 
masyarakat itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pernataan Bapak Abdur 
Rohman, selaku Ketua Pokdarwis Kelurahan Gombengsari, sebagai berikut: 
 “Wisata Gombengari itu terlahir dari bawah, baik dari pelaku usaha 
produk kopi, wisata alam, homestay, itu semua pendanaannya bersumber 
dari uang sendiri, ya di tangani sendiri atau swadaya masyarakat. Jadi 
semuanya terlahir dari bawah tanpa ada campur tangan dari investor 
sama sekali”. (wawancara tanggal 10 Agustus 2020, di Rumah Bapak 
Rohman). 
Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam pengembangan potensi pariwisata 
di Kelurahan Gombengsari berawal dari bawah dan dikembangkan sendri oleh 
masyarakat secara swadaya. Keadaan tersebut di maksudkan agar nilai ekonomi 
dari potensi pariwisata tersebut bisa di nikmati oleh masyarakat itu sendiri. Pada 
waktu yang berbeda Bapak Abdur Rohman juga menjelaskan bahwa 
pengembangan wisata Gombengsari dilakukan tanpa adanya dana dari investor. 





 “Usaha pariwisata di Kelurahan Gombengsari semuanya dikelola dan 
dikembangkan sendiri oleh masyarkat, mulai dari dana hingga tenaga. 
Karena semua ini muncul dari bawah, atas partisipasi masyarakat itu 
sendiri, sedangan anggaran kami terbatas jadi semangat gotong royong 
yang kami munculkan. Beda kalau Desa ya, kan wilayah kami disini 
masuknya Kelurahan.Kalau Desa mungkin ada dana yang besar kira-kira 
begitu. Jadi bisa di salurkan ke pembangunan pariwisata, infrasutruktur 
dan lain-lain, kalau kami kelurahan tidak ada dana sebesar itu sangat 
terbatas sekali anggarannya. Selain itu kami sengaja tidak melibatkan 
investor dalam pengembangan wisata di sini, karena apa, kami tidak ingin 
nantinya di jadikan penonton pariwisata, yang kami inginkan adalah 
pelaku pariwisata.” (wawancara tanggal 10 Agustus 2020, di Rumah 
Bapak Rohman). 
Dari pernyataan tersebut, dapat di ambil kesimpulan bahwa dalam 
pengembangan Pariwisata di Kelurahan Gombengsari di lakukan atas partisipasi 
masyarakat itu sendiri, mulai dari pendanaan hingga pengeloaannya. Dalam hal 
pengembangan potensi pariwisata di kelurahan Gombengsari menggunakan 
dana dari pendapatan yang bersumber dari para wisatawan yang datang untuk 
berwisata, bantuan dari pemerintah serta CSR. Pernyataan tersebut sesuai yang 
diungkapkan oleh Bapak Hasan Selaku Koordinator pengurus wisata 
Gombengsari, sebagai berikut: 
 “Untuk pengelolaan destinasi wisata di Gombengsari ini kami bersama 
masyarakat sini, dan di danai oleh swadaya. Selain itu kami dalam 
agenda tahunan pasti ada kegiatan Musren, yang di adakan di Kantor 
Kelurahan, jadi sifatnya hanya musyawarah terkait apa saja yang menjadi 
perhatian dalam pengembangan destinasi pariwisata. Tetapi ya begitu 
kami mengajukan ini dan itu tapi itu belum tentu turun, jadi kita mau 
bangun apa ya susah. Kami berupaya untuk memaksimalkan pendanaan 
biasanya melalui pengajuan proposal yang di inisiasi oleh pokdarwis 
terkait pembangunan infrastuktur maupun sarana dan prasarana 
penunjang di setiap destinasi, seperti kemarin kami mengajukan proposal 
untuk pembangunan Rumah Kreasi, dan akhirnya disetujui, Rumah kreasi 
sangat diperlukan sebagai sarana kami untuk memperkenalkan potensi 
yang ada di Kelurahan Gombengsari, nanti di dalamnya juga akan kami 
sediakan beragam produk kerajinan, produk UMKM dan sekaligus 
sebagai pusat informasi. Selain dari pengajuan proposal kami juga 
mendapatkan bantuan dari CSR yaitu BI terkait Alat Pelindung Diri (APD) 
bagi pelaku usaha pariwisata, karena memang sekarang musim pandemi 
ya, jadi kami juga perlu untuk melindungi diri, karena pengunjung yang 
datang kesini itu benar-benar bebas dari virus, kan kita tidak tahu”. 





Dari pernyataan di atas di ketahui bahwa dalam pengelolaan wisata di Gombeng 
sari berasal dari dana swadaya masyarakat dan pemerintah Kelurahan. 
Mekanisme yang di lakukan oleh masyrakat melalui agenda rutin tahunan 
Musrenbang Kelurahan. Terlebih masyarakat juga memiliki inisiasi untuk 
membuat proposal pendanaan yang di tujukan kepada pemerintah dalam hal 
pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata. Selain itu dalam 
optimalisasi pengembangan destinasi pariwisata di wilayah Gombengsari juga di 
danai dari CSR yakni Bank BI selaku pemberi bantuan.  
 
Gambar 12. Bentuk dukungan dari CSR kepada Kelurahan Gombengsari  
Sumber : Dokumentasi Peneliti 2020 
 
 Destinasi pariwisata Gombengsari menyediakan beragam potensi seperti 
wisata alam, wisata edukasi pertanian dan peternakan, produk UMKM, serta 
sentra kerajinan yang di bentuk menjadi satu paket kesatuan yakni obyek 
pariwisata Gombengsari sebagai branding utamanya. Hal tersebut sesuai 
dengan pernyataan Bapak Abdur Rohman, selaku Ketua Pokdarwis Kelurahan 





“Jadi Pokdarwis disini memiliki peran bagaimana mengembangkan 
sebuah usaha pariwisata yang dilakon oleh masyarakat, utamanya usaha-
usaha yang di branding ke sektor pariwisata. Baik itu usaha wisata alam, 
usaha wisata edukasi, produk UMKM, kerajinan dan sebagainya. Jadi 
pelaku usaha ini berada di bawahnya pokdarwis. Ada beberapa usaha 
disini yang kami kelola semisal usaha wisata alam Sumbermanis yang 
terletak di lingkungan Suko, Wisata alam Puncak Asmoro di lingkungan 
Lerek, Wisata Edukasi Pertanian petik kopi di Lingkungan Kacangan, 
Wisata edukasi perah susu kambing etawa di Lingkungan Lerek. Semua 
pelaku usaha pariwisata tersebut kami jadikan ke dalam satu kesatuan 
yaitu destinasi wisata Gombengsari sebagai branding utamanya”. 
(wawancara tanggal 10 Agustus 2020, di Rumah Bapak Rohman). 
Branding yang di tampilkan oleh Kelurahan Gombengsari adalah destinasi wisata 
gombengsari, dimana terdapat beragam destinasi wisata di dalamnya, seperi 
wisata alam, wisata edukasi pertanian dan peternakan, produk UMKM, serta 
sentra kerajinan. Kebijakan sistem pariwisata di Kelurahan Gombengsari juga 
telah menerapkan sistem paket dalam pelayanannya. Penentuan satu harga, 
satu pelayanan, dan satu informasi di maksudkan agar pelayanan yang diberikan 
kepada pengunjung bisa lebih efektif dan tidak menimbulkan kesimpangsiuran 
dalam penentuan harga di setiap destinasi wisata. Hal tersebut sesuai dengan 
pernyataan yang di kemukakan oleh Bapak Hasan, selaku Koordinator pengurus 
wisata Gombengsari, sebagai berikut: 
 “dalam menentukan harga tarif destinasi wisata di Gombengsar, kami 
menggunakan sistem paket wisata untuk setiap destinasi. Jadi 
pengunjung yang datang bisa memilih sendiri paket yang kami tawarkan, 
tergantung mau kemana. Apakah ke destinasi wisata alam, atau ke wisata 
edukasi perah susu, itu semua kami sediakan. Sistem paket tersebut kami 
gunakan agar mempermudah pengunjung dalam menentukan pilihan 
wisata dan tidak menimbulkan kesimpangsiuran harga di masing-masing 
destinasi wisata, jadi kali lakukan sistem satu pelayanan, satu informasi, 
dan satu harga. ”. (Wawancara 4 September 2020, di rumah Bapak 
Hasan) 
Berdasarkanya pernyataan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwasannya 
pengelolaan destinasi yang berada di Kelurahan Gombengsari menggunakan 





memilih destinasi yang akan di tuju, serta meminimalisir terjadinya perbedaan 
tarif antar distinasi wisata karena melalui satu pusat pelayanan. 
 Pemerintah Kelurahan Gombengsari juga sangat mengapresiasi semangat 
para masyrakat di masing-masing lingkungan destinasi, karena telah 
bekerjasama membangun, menjaga, serta mengelola potensi yang ada. 
Sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Selain itu 
Pemerintah Kelurahan juga sangat mendukung kebijakan untuk tidak menarik 
pajak dari pada hasil wisata. Segala bentuk kewenangan di berikan sepenuhnya 
kepada masyrakat lingkungan gombengsari. Hal tersebut sesuai dengan 
pernyataan yang diungkapkan oleh Kepala Kelurahan Gombengsari, Bapak 
Miftahul Huda, sebagai berikut: 
 “Kami sangat mendukung dengan adanya kegiatan pariwisata di 
lingkungan Gombengsari, dengan demikian potensi pariwisata yang ada 
di sini dapat dikelola bersama, dan tujuannya juga tidak lain untuk 
kesejahteraan masyarakat sekitar. Kami sepenuhnya memberikan 
kewenangan terkait kebijakan pengelolaan di setiap destinasi wisata, 
dengan tidak menarik pajak, maupun retribusi kepada mereka. Jadi 
intinya biarkan mereka yang mengatur masalah tersebut. Wisata disini 
kan juga tergolong baru berkembang ya, sekitar tahun 2017 kita baru 
muncul, ya baru tiga tahun”. (wawancara tanggal 10 Agustus 2020, di 
kantor Kelurahan Gombengsari). 
Dalam pelaksanaan kebijakan Kelurahan Gombengsari tidak menerapkan sistem 
pajak kepada pelaku usaha wisata di setiap lingkungan. Selain tergolong baru 
usaha wisata tersebut dikelola langsung oleh masyarakat sekitar. Dengan 
demikian hasil dari pengelolaan potensi destinasi wilayah tersebut dapat terserap 
langsung karena Pemerintah Kelurahan memberikan kebijakan sepenuhnya 
kepada masyarakat tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang 
disampaikan oleh Bapak Abdur Roman, Selaku Ketua Pokdarwis Kelurahan 





 “Pengelolaan potensi wisata disini semuanya dilakukan oleh masyarakat 
di setiap lingkungan, karena wisata yang ada di Kelurahan Gombengsari 
semuanya muncul dari bawah, pihak Kelurahan juga sudah memberikan 
keleluasaan dan kewenangan kepada kami untuk mengelola serta 
menjaga destinasi di setiap lingkungan yang ada di Gombengsari”. 
(wawancara tanggal 10 Agustus 2020, di Rumah Bapak Rohman). 
Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan 
kebijakan dalam pengelolaan potensi pariwisata di Kelurahan Gombengsari, 
Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi serta Kelurahan Gombengsari 
memberikan kewenangan sepenuhnya kepada masyarakat Gombengsari untuk 
mengelola potensi pariwisata yang telah tersedia. Hal tersebut sesuai dengan 
pernyataan Bapak Abdur Rohman, selaku ketua Pokdarwis Kelurahan 
Gombengsari, sebagai berikut: 
 “Dinas Pariwisata disini sebagai pembina dalam pengembangan potensi 
pariwisata di Kelurahan dengan memberikan sepenuhnya pengelolaan 
kepada masyarakat Kelurahan Gombengsari. Kondisi tersebut di 
maksudkan agar hasil dari potensi pariwisata dapat di serap langsung 
oleh masyarakat sekitar guna meningkatkan kesejahteraan”. (wawancara 
tanggal 10 Agustus 2020, di Rumah Bapak Rohman). 
Kebijakan terkait pengembangan desinasi pariwisata yang di keluarkan oleh 
Dinas Pariwisata sangat konsisten. Tujuan tersebut di maksudkan untuk 
memaksimalkan potensi yang ada di setiap wilayah destinasi pada umumnya. 
B. Sumber Daya 
1) Sumber Daya Manusia 
Impelementasi kebijakan kepariwisataan sangat melibatkan banyak 
actor yang terlibat di dalamnya. Dalam pelaksanaan pengembangan 
pariwisata dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu dalam 
melaksanakan tugasnya dalam mealaksanakan suatu kebijakan. Apabila 
ditinjau dari aspek sumber daya manusianya, Dinas Pariwisata Kabupaten 





memumpuni. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan yang di kemukakan 
oleh Bapak Sandra selaku Kasungram Dinas Parwisata Kabupaten 
banyuwangi bahwa “Jika dilihat dari segi ketersediaan pegawai, Dinas kita ini 
ya masih dibilang kekurangan ya, terlebih pegawai dan staf kita sebagian 
besar masih lulusan S1 dan ada juga yang berstatus lulusan SMA, ini juga 
menjadi masalah bagi kita tentunya dalam melaksanakan tugas dan kebijakan 
terkait pengembangan pariwisata didaerah”. (wawancara 20 Agustus 2020 di 
Dinas Pariwisata). 
Berdasarkan pernyataan diatas diketahui bahwa dalam ketersediaan 
personalisasi kebutuhan pegawai di lingkungan Dinas Pariwisata bisa 
dikatakan masih kekurangan, terlebih beberapa pegawai juga masih berstatus 
lulusan SMA. Seturut itu pegawai Dinas pariwisata beberapa juga belum 
memiliki kopentensi Pendidikan di bidang pariwisata. Tentunya hal tersebut di 
khawatirkan akan mengakibatkan stagnasi dalam setiap tugas yang 
dilaksanakan. Hal tersebut telah diketahui oleh peneliti berdasarkan Peraturan 
Daerah Nomor 56 Tahun 2016 tentang struktur organisasi Dinas Pariwisata 
Kabupaten Banyuwangi. Kurang sesuainya kompetensi keilmuan yang dimiliki 
oleh sumber daya manusia di Dinas pariwisata membuat setiap proses 
implementasi peraturan kepariwisataan maupun dalam melakukan kegiatan-
kegiatan teknis melibatkan pihak lain dalam prosesnya, seperti akademisi, 
budayawan, serta masyarakat. Hal tersebut diketahui berdasarkan pernyataan 
Bapak Dedi selaku pegawai di Sekretariat Dinas Pariwisata sebagai berikut: 
“Kami di Dinas Pariwisata dalam ketersediaan pegawai bisa dikatakan 
kurang, beberapa pegawai kami rata-rata banyak yang berstatus THL( 
Tenaga Harian Lepas), Hal ini tentunya tantangan bagi kita sebagai 
pembuat kebijakan dalam mengembangkan potensi yang ada di 
Banyuwangi, oleh sebab itu kami mencoba menangani persoalan 





pembuatan kebijakan. Kami juga menggandeng beberapa konsultan ahli 
dalam melakukan beberapa kegiatan. (Wawancara, 20 Agustus 2020, di 
Dinas Pariwisata). 
 
Tidak hanya di internal Dinas Pariwisata yang perlu dipahami sebaga 
aspek pendukung keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan 
pengembangan pariwisata di daerah, aspek lain yang terlibat didalamnya 
sangan berkontribusi. Hal tersebut juga di yakini oleh pengelola destinasi 
wisata di Kelurahan Gombengsari, dalam hal ini Ketua Pokdarwis 
Gombengsari yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan destinasi 
Gombengsari masih dihadapkan dengan persoalan keterbatasan sumber 
daya manusianya. Oleh karenanya peran sentral dari pemerintah daerah 
sangat perlu dilakukan. Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Bapak 
Huda selaku Kepala Kelurahan Gombengsari sebagai berikut: 
“Persoalan kami di Kelurahan Gombengsari ini adalah maslah SDM, 
secara umum masyarakat disini masih lulusan SD, dengan hal ini kalau 
melihat potensi alam dan wisata yang dimiliki kita ini rasanya njomplang 
ya, atau bisa dikatakan tidak sepadan. Hal tersebut akan berdampak 
pada pengelolaan potensi yang seharusnya bisa dikembangkan dengan 
maksimal, malah belum bisa dirasakan hingga saat ini, meskipun 
beberapa sudah mulai ada geliat perkebangan di sector wisatanya. 
(wawancara 25 Agustus 2020, di Kelurahan gombengsari). 
 
Keterbatasan sumber daya merupakan factor penghambat yang 
dirasakan oleh pemerintah kelurahan gombengsari dalam mengembangkan 
dan mengelola potensi wisata daerahnya. Hal tersebut mengakibatkan kurang 
terkenalnya dan berkembangnya wisata di lokasi wisata Gombengsari. 
Beberapa alternative telah dilakukan oleh pemerintah Kelurahan dalam 
menghadi persoalan tersebut. Dalam hal ini Pemerintah kelurahan 
gombengsari berkoordinasi dengan Dinas terkait dalam mendukung 
pengembangan destinasi wisata penyangga di Kelurahan Gombengsari. 





akademisi dalam membantu memberikan dukungan serta pelatihan dalam 
pengelolaan potensi wisata di daerah tersebut dan mendorong UMKM untuk 
proaktiv dalam mempromosikan produk-produk unggulan di daerah 
Gombengsari. Hal tersebut sesua dengan pernyataan Bapak Rohman selaku 
Ketua Pokdarwis Gombengsari, sebagai berikut: 
“Alhamdulillah, di Kelurahan Gombengsari ini, masyrakatnya sudah mulai 
mengerti dan memahami beberapa ilmu yang didapatkan dari kegiatan 
pelatihan yang telah diadakan oleh beberapa Dinas khususnya di sector 
UMKM. Kami merasa sangat berterimakasih sekali, karena masih ada 
pihak yang peduli pada kami, bagaimana mereka mendorong masyarkat 
untuk berkembang. Perlu saya sadari bahwa masyarakat disini rata-rata 
tidak bersekolah, oleh karena itu pengelolaan potensi wisata disini masih 
tergolong belum berkembang. Kegiatan pengembangan SDM yang telah 
dilakukan sedikit membantu kami dalam memanfaatkan potensi yang 
tersedia. (wawancara 25 Agustus, 2020, di Gombengsari). 
 
Berdasarkan pernyataan Bapak rohman tersebut, dapat diketahui bahwa 
dalam pengelolaan potensi wisata di Kelurahan Gombengsari selama ini 
masih belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. 
Keterkendalanya sumber daya manusia mengakibatkan kurang produktifnya 
geliat ekonomi di wilayah tersebut. 
2) Sumber Daya Anggaran 
Sumber daya Anggaran merupakan factor yang penting khususnya 
dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 
dalam hal keuangan untuk pelaksanaan kebiajakan setiap instansi telah 
melaksankan kebijakan anggaran berbasis kinerja, berdasarkan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa secara umum sumber 
daya anggaran telah tersedia untuk melaksanakan kebijakan. Anggran Dinas 





pernyataan Bapak Sandra selaku kasungram Dinas Pariwisata Kabupaten 
Banyuwangi sebagai berikut: 
“semua anggaran yang tersedi di Dinas ini sudah disesuikan dengan 
porsinya masing-masing, jadi secara umum pengendalian anggran di 
atur oleh bidang-bidang yang menerimanya. Dan semua itu ada 
pertanggungjawabannya dan dilaporkan dalam laporan tahunan yang 
diaudit secara berjenjang.” (wawancara 20 Agustus,2020, di Dinas 
Pariwisata) 
 
Dapat dipahami bahwa berdasarkan pernyataan diatas sumber daya anggaran 
yang dimiliki oleh Dinas pariwisata telah sepenuhnya dikelola dan di ditribusikan 
pada masing-masing bidang yang menerima, dan diaudit secara bertahap dalam 
laporan tahunan. Selain sumber daya anggaran dari Dinas Pariwisata, sumber 
daya anggaran di Kelurahan pun tergolong sangat penting, terlebih dalam 
penditribusiannya guna pengelolaan wisata di daerah Gombengsari. Dlam hal ini 
meskipun anggaran dari Dinas cukup untuk melaksanakan kegiatan dan 
kebijakan terkait pariwisata, namun anggaran tersebut belum menyentuh untuk 
dukungan pengelolaan destinasi wisata di Gombengsari. Hal tersebut tentunya 
menjadi kendala dalam pelaksanaan aktivitas di lingkungan Kelurahan 
Gombengsari dari memberdayakan masyarakatnya. Hal tersebut sesuai dengan 
pernyataan Bapak Huda selaku Kepala Kelurahan Gombengsari, sebagai berikut: 
Terkait anggaran dari Dinas Pariwisata yang masuk ke Kelurahan 
Gombengsari secara langsung, masih belum ada. Belum ada anggaran 
yang kami terima yang bersumber dari Dinas. Kami selama ini 
mengandalkan dana APBD yang diterima setiap tahunnya. (wawancara 25 
Agustus 2020, di Kelurahan Gombengsari) 
 
Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa terkait sumber daya anggaran yang 
tersedia di Kelurahan Gombengsari selama ini masih bergantung pada dana 
APBD yang diterima setiap tahunnya. Keterbatasan anggaran juga diperkuat oleh 






“Anggaran dalam pengelolaan potensi wisata Gombengsari sendiri 
mengandalkan swadaya masyrakat ya, jadi kami selama ini usaha sendiri 
membangun mulai dari 0 istilahnya begitu, terkait dukungan anggaran dari 
DInas langsung belum ada, mungkin dari mereka hanya membantu dari 
segi pelatihan saja. (wawancara 25 Agustus 2020, di Gombengsari). 
 
Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui dalam sumberdaya 
anggaran yang dikelola dalam pengembangan wisata di Kelurahan 
Gombengsari menggunakan anggaran swadaya masyarakat. Terlebih 
pengelollan wisata di Gombengsari juga menggunakan dana yang masuk 
dari kunjungan wisata yang dating ke Gombengsari. Hal tersebut 
sebagaimana yang tertera dalam gambar berikut ini. 
 
Gambar 13. Anggaran Pengelolaan Destinasi Wisata Gomebngsari. 
Sumber : Dokumentasi Peneliti 2020 
 
Seumber daya anggaran yang dikelola oleh masyrakat Gombengsari 
sebagai pelaku wisata penyangga bersumber dari kunjungan wisatawan. 
Hal ini menjaadikan keprihatinan manakala potensi yang tergolong cukup 
dari segai perkebunan wisata alam dan peternakan, namun dukungan dari 








3) Sumber Daya Peralatan 
 Sarana dan Prasarana merupakan hal wajib yang terpenuhi khususnya 
pada destinasi pariwisata. Dinas pariwisata dalam mengimplementasikan 
pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi telah 
mengoptimalkan berbagai sarana dan prasarana tersebut guna 
mempermudah dalam hal proses implementasi kebijakan, hal ini sesuai 
dengan pernyataan yang di ungkapkan oleh Bapak Sandra, selaku 
Kasungram Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut: 
“sarana dan prasarana yang berada di lingkungan Dinas Pariwisata di 
fungsikan untuk mempermudah kami dalam melakukan mobilisasi dalam 
pelaksanaan tugas di lapangan, selain itu kami juga memiliki prasarana 
pendukung seperti gedung pertemuan yang biasa kami gunakan untuk 
para tamu undangan kami ketika berada di sini. (wawancara, 20 
Agustus 2020, di Dinas Pariwisata) 
 
Berdasarkan pernyataan diatas diketahui bahwa, Dinas Pariwisata 
dalam hal proses implementasi kebijakan, sangat mendukung tersedianya 
sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana yang berada di 
destinasi pariwisata pun, tidak luput dari perhatian Dinas Pariwisata. Salah 
satu bentuk dukungan Dinas Pariwisata yakni menyediakan sarana dan 
prasarana di lokasi destinasi pariwisata, hal tersebut sesuai dengan yang 
diungkapkan oleh Bapak Sandra, selaku Kasungram Dinas Pariwisata 
Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut: 
 “dalam mendukung ketersediaan sarana dan prasarana destinasi 
pariwisata, kami upayakan untuk menyediakan yang tujuannya untuk 
kenyamanan para pengunjung destinasi, seperti penyediaan tempat 
ibadah, WC umum, serta sarana pendukung informasi pariwisata. 
Memang masih ada kekurangan terkait penyediaan tersebut, namun kami 
berupaya untuk memaksimalkan hal tersebut.” (wawancara 14 Agustus 
2020 di Dinas Pariwisata). 
 
Dinas Pariwisata dalam mendukung kebijakan pengembangan destinasi 





meskipun masih terdapat beberapa kekurangan di beberapa destinasi 
pariwisata yang belum terpenuhi. Dalam mengupayakan ketersediaan sarana 
dan prasarana pariwisata, Dinas Pariwisata selalu berkoordinasi dengan OPD 
terkait. Kolaborasi dalam pengembangan pariwisata merupakan hal terpenting 
untuk ketercapain sebuah kebijakan. Hal tersebut sesuai dengan yang 
diungkapkan Bapak Bapak Darwanto selaku Kepala Bidang Pemasaran 
Produk Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, “…kami dalam hal pengembangan 
pariwisata khusunya sarana da prasarana, selau berkoordinasi dengan OPD 
terkait, untuk memaksimalkan sasaran kebijakan” (wawancara 26 Agustus 
2020 di Dinas Pariwisata). Hal senada juga sesuai dengan yang ungkapkan 
oleh Bapak Widi Harsono, selaku Pejabat Fungsional Bappeda Kabupaten 
Banyuwangi, sebagai berikut: 
 “Ya benar, jadi Bappeda selaku Badan yang memiliki tupoksi menyusun, 
serta melaksanaan kebijakan daerah kususnya di bidang perencanaan 
dan pembangunan, kami selalu berkordinasi dengan OPD-OPD yang ada 
di Kabupaten Banyuwangi khusunya untuk sinkronisasi dan sinergitas 
perencanaan. Pola koordinasi serta kolaborasi tersebut bertujuan agar 
seluruh kegiatan khususnya dalam hal pembangunan dapat terlaksana 
secara efektif dan efisien. Terkait sarana dan prasarana dalam 
pengembangan destinasi pariwisata biasanya kami selalu berkoordinasi 
dengan pihak PU dalam hal teknisnya.” (wawancara 26 Agustus 2020 di 
Kantor Bappeda Kabupaten Banyuwangi) 
 
Dinas Pariwisata dalam melaksanakan kebijakan pariwisata senantiasa 
berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, salah satunya berkoordinasi dengan 
Bappeda Kabupaten Banyuwangi dalam penyediaan sarana dan prasarana 
untuk kemudian di disposisikan kepada dinas PU. Pola kordinasi sangat di 






Gambar 13. Proses pembangunan sarana dan prasarana Rumah Kreasi 
Kopi, destinasi wisata Gombengsari 
Sumber : Dokumentasi Peneliti 2020 
 
Selain itu dalam pengembangan potensi pariwisata di lokasi destinasi, 
peran aktif masyarakat sangat di perlukan, salah satunya menyuarakan 
aspirasinya melalui kegiatan musrenbang, hal tersebut sesuai dengan 
pernyataan Bapak Abdur Rohman, selaku Ketua Pokdarwis Kelurahan 
Gombengsari, sebagai berikut: 
“dalam proses pengembangan destinasi wisata di Gombengsari ini, 
berawal dari inisiasi masyarakat sekitar terhadap kepedulian lingkungan 
untuk memanfaatkan potensi alam yang telah tersedia. Proses 
penyerapan aspirasi masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata 
di Kelurahan Gombengsari biasanya melalui mekanisme Musrenbang 
Kelurahan yang diadakan setiap tahunnya, biasanya usulan kami dari 
bawah yaitu terkait kebutuhan sarana dan prasarana pendukung 
destinasi, seperti perbaikan jalan, dan ornamen destinasi pariwisata, 
namun terkadang usulan kami ya gitu jarang turun, karena keterbatasan 
anggaran dari kelurahan.”(wawancara tanggal 10 Agustus 2020, di 
Rumah Bapak Rohman). 
Dalam proses pengembangan destinasi di Kelurahan Gombengsari, 
partisipasi masyarakat sangat di butuhkan melalui penyerapan aspirasi dalam 
kegiatan musrenbang Kelurahan, namun kegiatan masih terdapat kendala 
yakni terkait anggaran yang jarang turun, diharapkan dengan kegiatan 
tersebut, dapat membantu masyarakat dalam mengembangan destinasi 






4) Sumber Daya Kewenangan 
Di Dinas Pariwista kewenangan di berikan pada setiap bidang untuk 
mengambil keputusan yang dianggap perlu, hal tersebut tentunya dalam 
koridor tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal ini DInas Pariwisata melakukan 
pengembangan jaringan kemitraan dalam implementasi kebijakan pariwisata 
merupakan sebuah paket yang tidak bisa terpisahkan, karena dengan adanya 
jaringan kemitraan di harapkan dapat menumbuhkan akses terhadap suatu 
informasi di sebuah destinasi pariwisata. Salah satu nya adalah bekerja sama 
dengan agen-agen pariwisata sebagai contoh tour and travel yang terintegrasi 
di setiap wilayah destinasi, hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak 
Sandra, selaku Kasungram Dinas Pariwisata kabupaten Banyuwangi, sebagai 
berikut: 
“untuk memaksimalkan promosi pariwisata, kita disini juga menggandeng 
pihak pihak travel untuk kiranya dapat berkolaborasi dalam 
mengembangkan wilayah destinasi pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, 
ya mereka selain menjadi agen travel, kan disatu sisi mereka juga bisa 
mempromosikan kepada para wisatawan untuk menawarkan kalau di 
Banyuwangi ini tidak hanya memiliki satu destinasi wisata saja, ada juga 









Gambar 16. Promosi wisata yang dilakukan oleh Pokdarwis 
Kelurahan Gombengsari dengan pihak tour and travel 
Sumber : Dokumentasi Peneliti 2020 
 
Dalam mengembangkan jejaring pariwisata Kabupaten Banyuwangi juga 
menggandeng pihak travel guna mengoptimalkan promosi pariwisata. Hal 
tersebut juga sesuai dengan pernyataan Bapak Abdur Rohman, selaku Ketua 
Pokdarwis Kelurahan Gombangsari, sebagai berikut: 
“kalau kami disini terkait jaringan kemitraan pariwisata ada sih tapi ini pun 
baru beberapa bulan lalu ya, tour travel pariwisata, jadi sistemnya itu 
mereka jual jasa paket wisata gitu per paket perjalanan, semisal ke satu 
destinasi wisata di Gombengsari, contoh destinasi wisata alam Puncak 
Asmoro, teknisnya mereka nanti (pihak travel) akan menghubungi kami, 
terkait ada kunjungan wisata, kemudian tarifnya kan kami yang nentukan, 
jadi bagi hasil gitu dengan pihak travelnya. (wawancara tanggal 10 
Agustus 2020, di Rumah Bapak Rohman). 
Berdasarkan keterangan tersebut pelaku usaha pariwisata di Kelurahan 
Gombengsari dalam mengembangkan jaringan kemitraan telah bekerjasama 
dengan pihak tour and travel guna memudahkan akses wisatawan untuk 






C. Struktur Birokrasi 
Pengembangan Pemasaran dan Jejaring Pariwisata merupakan salah satu 
strategi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dalam rangka untuk 
mepromosikan keragaman obyek wisata agar lebih terkenal. Pemasaran dan 
jejaring secara massive diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi 
melalui sektor pariwisata di Kabupaten Banyuwangi.  
Pengembangan pemasaran pariwista di Kabupaten Banyuwangi salah 
satunya adalah dengan mengoptimalkan teknologi informasi serta pusat 
informasi pariwisata (Tourist Information Centre), hal tersebut dinilai efektif dalam 
mempromosikan agenda kegiatan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Hal 
tersebut sesuai dengan pernyataan yang di ungkapkan oleh Bapak Sandra, 
selaku Kasungram Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut: 
 “Kami di Di Dinas pariwisata terdapat tiga bidang yang memiliki tugas 
pokok yang berbeda, yaitu, ada Bidang Pariwisata, Bidang Kebudayaan, 
serta Bidang Pemasaran, terkait Pemasaran, itu berada di 
kewenangannya Bidang Pemasaran, dimana tugasnya adalah 
melaksanakan seluruh kegiatan promosi dan pelayanan informasi terkait 
pariwisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Ya, pemasaran itu seperti 
apa ? semisal Banyuwangi akan mengadakan event festival, maka bidang 
pemasaran yang berperan aktif untuk melakukan promosi, seperti 
kegiatan Gandrung Sewu, dan lain-lain”. (wawancara 14 Agustus 2020 di 
Dinas Pariwisata). 
 
Berdasarkan pernyataan diatas di ketahui bahwa dalam pelaksanaan kebijakan, 
Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, memiliki tiga bidang yang memiliki 
tupoksi yang berbeda, terkait kebijakan pemasaran, bidang pemasaran memiliki 
peran aktif dalam mempromosikan seluruh agenda dan kegiatan pariwisata serta 
obyek destinasi pariwisata. Seturut itu Dinas pariwisata juga menginformasaikan 
bahwa dalam menunjang keberhasilan khususnya dalam pengembangan 





pengembangan produk dan pemasaran pariwisata, pengembangan kemitraan 
pariwisata oleh karenanya Dinas didukung oleh tiga bidang yang menaungi. Ke 
tiga bidang tersebut memiliki tupoksi untuk menjalankan program hingga 
kegiatan teknis. 
 Berdasarkan data lapangan yang penulis temukan di ketahui bahwa 
kebijakan Dinas yang dikeluarkan telah di jalankan searah dengan visi dan misi 
Kabupaten Banyuwangi hal tersebut susuai sebagaimana terintisarikan dalam 
Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021, Renja 
Dinas Pariwisata 2019, serta RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021. 
Adapun setiap bidang di berikan kewenangan untuk mendukung terlaksananya 
kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Untuk 
mendukung komitmen tersebut maka setiap bidang dapat menyelenggarakan 
program kerja yang bersifat top down. Program kerja top down merupakan 
program kerja yang sifatnya berasal dari Dinas itu sendiri untuk di 
implementasikan kepada kelompok sasaran dalam hal ini masyarakat Kelurahan 
Gombengsari. Seturut itu kebijakan yang di inisiasi oleh dinas berupa program 
dan kegiatan, Dinas Pariwisata juga mengeluarkan kebijakan berupa 
pembentukan Pusat Informasi Pariwisata yang berada di area Kantor Dinas 
Pariwisata, yang berfungsi untuk mempromosikan potensi potensi yang ada di 
Kabupaten Banyuwangi. Selain itu untuk mendukung pengembangan pariwisata 
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga membentuk kelompok sadar wisata 
(Pokdarwis) yang tersebar di setiap Desa/Kelurahan. 
 Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam implementasi 
kebijakan pengembangan pariwisata, steakholder yang terlibat dalam 













            
            
            
            
            




Gambar 14. Alur Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan 
Sumber: Olahan Peneliti 2020 
 
Berdasarkan gambar diatas dapat di ketahui bahwa struktur dalam 
melaksanakan koordinasi bersifat multilevel yang melibatkan dinas, Pemerintah 
Kecamatan Kalipuro, serta pemerintah Kelurahan Gombengsari. Masing-masing 
instansi tersebut memiliki tugas yang terbagi berdasarkan kewenangan masing-
masing. Dalam kontek pengembangan wisata Kelurahan Gombengsari, Dinas 
Pariwisata bertindak sebagai leading sector serta koordinator utama dalam tugas 
tersebut yakni pengembangan wisata Gombengsari serta menjalankan tugas 
sebagai pembina dan fasilitator. 























 Seturut itu, pihak Kecamatan bertindak sebagai middle level tidak begitu 
memegang kendali dalam pengembangan wisata Gombengsari. Kecamatan 
berfungsi sebagai fasilitator adanya forum kelompok sadar wisata di tingkat 
Kecamatan. Sementara itu sebagai bagian terkecil yang menaungi unit kerja 
yakni Kelurahan turut memegang kendali sebagai pembina bersama dengan 
Dinas Pariwisata. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan, Bapak Darwanto, 
selaku Kepala Bidang Pemasaran Produk Pariwisata, sebagai berikut: 
“Terkait promosi dan pemasaran, Bidang kami yang bertugas untuk 
melakukan promosi dan pemasaran baik itu tentang destinasi pariwisata, 
agenda event festival tahunan, sentra produk UMKM, kuliner, dan lain-lain, 
intinya kami melakukan tugas bagaimana seluruh potensi yang ada di 
Kabupaten Banyuwangi , mulai dari budaya, kesenian, serta pariwisata ini 
dapat terpublikasi dan dilihat banyak orang, tujuan kami tidak lain untuk 
memperkenalkan kepada dunia luar serta menarik minat wisatawan untuk 
datang ke Banyuwangi. Kami juga mulai berbenah terkait image Kabupaten 
Banyuwangi, yang dulu terkenal dengan kota santet yang kumuh dan tak 
terawat, menjadi Kota yang ramah, penuh potensi keragaman budaya dan 
wisata. (wawancara 26 Agustus 2020 di Dinas Pariwisata). 
Pernyataan diatas dapat di simpulkan bahwa dalam melakukan kebijakan 
pengembangan pariwista, Dinas Pariwisata mempromosikan segala bentuk 
keragaman budaya, kesenian, serta pariwisata yang bertujuan untuk 
mengenalkan potensi yang di miliki oleh Kabupaten Banyuwangi, di waktu yang 
berbeda beliau juga menyampaikan bahwa dalam melaksanakan kegiatan 
promosi sangat terbantukan dengan adanya tekhnologi informasi yang telah 
berkembang pesat saat ini, dan sumberdaya manusia yang memumpuni, sebagai 
berikut: 
“dalam kegiatan promosi pariwisata kami sangat terbantukan dengan 
adanya media informasi, kami mengoptimalkan segala bentuk promosi 
melalui media sosial, seperti website, Instagram, dan Facebook. Kami 
mencoba untuk mempelajari hal baru tersebut. Karena kan sekarang sudah 
beda zaman tidak seperti dulu yang masih memanfaatkan media 
konvensional. Selain itu kami juga memiliki tim IT yang kami pusatkan di 
Pusat Informasi Pariwisata, jadi tim tersebut merupakan orang-orang yang 





destinasi  wisata serta keunikan-keunikan budaya yang ada di Kabupaten 
Banyuwangi, jadi semua kita explore di media sosial, Kabupaten 
Banyuwangi sebagai Kabupaten yang berjuluk Banyuwangi Sunrise Of 
Java adalah salah satu kabupaten yang telah diajdikan pilot project 
pembangunan destinasi pariwisata Nasional.” (wawancara 26 Agustus 
2020 di Dinas Pariwisata). 
Berdasarkan pernyataan diatas diketahui bahwa dalam pengembangan 
pemasaran pariwisata, Dinas bekerja bersama tim yang bertugas di Pusat 
Informasi Pariwisata, dengan mensosialisasikan agenda dan kegiatan melalui 
media website serta media sosial. 
 
Gambar 15. Website Banyuwangi Tourism, sebagai salah satu cara Dinas 
Pariwisata Dalam Mempromosikan Potensi Pariwisata 
Sumber: website Banyuwangitourism.com 
Dengan adanya beragam inovasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata 
Kabupaten Banyuwangi dalam mempromosikan keunikan serta keunggulan 
pariwisatanya, diharapkan mampu mendongkrak nilai ekonomi di setiap wilayah 
di Banyuwangi. Respon tersebut rupanya juga dilakukan khusunya dalam 
pengembangan destinasi pariwisata di Kelurahan Gombeng sari, hal tersebut 
sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Abdur Rohman selaku 
Ketua Pokdarwis Kelurahan Gombengsari, sebagai berikut: 
“Promosi yang kami lakukan termasuk kepada semua pelaku usaha 
pariwisata di Gombengsari adalah melalui media sosial, seperti 





kualitas SDM masalah kami yaitu tidak semua masyarakat kami melek 
teknologi, dalam pengemasan promosi kami masih terkendala terkait itu. 
(wawancara tanggal 10 Agustus 2020, di Rumah Bapak Rohman). 
 
Pelaku usaha di Kelurahan Gombengsari dalam mempromosikan destinasi 
wisatanya masih terkendala masalah pemasaran, khusunya pada penguasaan 
teknologi. Hal tersebut juga di pertegas oleh Bapak Miftahul Huda selaku Kepala 
Kelurahan Gombengsari, sebagai berikut: 
“Masyarakat kami disini rata-rata berpendidikan menengah ke bawah, jadi 
kami sangat sadari hal tersebut. Terkait masalah promosi pariwisata di 
sini yakni terkendala di SDM masyarakatnya, namun kami sudah 
upayakan untuk berkomunikasi dengan Dinas Pariwisata terkait program 
pelatihan serta Bimtek bagi masyarakat disini, biasanya dinas 
menghubungi kami bila ada program tersebut, selain itu kami sebagai 
pemerintahan Kelurahan secara keberlanjutan juga sering melakukan 
komunikasi terkait bagaimana sih mencari solusi dalam pengembangan 
wisata gombengsari ini, karena secara umum masyarakat disini masih 
terkendala SDM. Jadi sifatnya kami tidak menunggu dulu arahan dari 
dinas , namun kami sendiri juga memiliki kuasa untuk berdialog terkait 
kendala dan permasalahan di bawah”. (wawancara tanggal 10 Agustus 
2020, di kantor Kelurahan Gombengsari). 
Berdasarkan penjelasan tersebut kendala yang masih di alami masyarakat di 
lingkungan Destinasi Wisata Gombengsari yakni terkait promosi pariwisata, 
namun hal tersebut di respon positif oleh Dinas Pariwisata yakni melalui program 
pelatihan. 
Secara keseluruhan kebijakan pengembangan pariwisata di laksanakan 
melalui penyebaran tanggungjawab yang di mulai dari top level yakni pemerintah 
Kabupaten melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi yang terbagi 
menjadi tiga bidang yakni bidang pariwisata, bidang kebudayaan, dan bidang 
pemasaran, serta melakukan pembentukan akses Pusat Informasi Pariwisata 
(PIP) yang bertempat di lingkungan kantor Dinas Pariwisata. Selanjutnya pada 
level di bawahnya terdapat pemerintah Kecamatan Kalipuro dalam hal ini 
sebagai fasilitator forum pokdarwis di tingkat kecamatan. Sedangkan level paling 





mitra bagi pokdarwis khususnya dalam memberikan dukungan pengembangan 
destinasi Kelurahan Gombengsari.  
D. Disposisi 
Dalam rangka mencapai tujuan kebijakan dalam pengembangan 
kepariwisataan, kapasitas sumber daya manusia sangat di butuhkan. Salah satu 
upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut yakni melalui 
peningkatan sumber daya manusia. Seturut itu peran masyarakat dalam 
kegiatan pariwisata merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dalam konteks 
pengembangan pariwisata. Karena esensi dari keberhasilan sebuah kegiatan 
pariwisata sangat ditentukan dari kualitas interaksi sosial yang terjalin antara 
wisatawan dengan organisasi kepariwisataan yang menanganinya. 
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dalam 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya kepada pelaku usaha 
wisata di daerah yaitu melalui pembinaan pokdarwis, hal tersebut di maksudkan 
agar pelaku usaha mampu beradaptasi dengan tuntutan perkembangan 
pariwisata. Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang di ungkapkan oleh 
Bapak Sandra selaku Kasungram, Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, 
sebagai berikut: 
“Terkait pembinaan pokdarwis ya kami selalu berkomunikasi, dengan 
mereka, kita juga sering undang ke Dinas untuk berkomunikasi secara 
langsung. Bagaimana perkembangan dari setiap wilayahnnya masing-
masing, terkadang kita yang langsung terjun ke sana untuk melakukan 
tinjau lapang. Selain itu Dinas Pariwisata secara berkala mengagendakan 
pembinaan melalui program-program pelatihan yang telah kami tampung 
berdasarkan kebutuhan dari usulan masing-masing wilayah. Intinya 
pembinaan terhadap Pokdarwis kita selalu lakukan”. (wawancara 14 
Agustus 2020 di Dinas Pariwisata). 
Pembinaan terhadap pokdarwis di masing-masing wilayah selalu di lakukan oleh 





mengetahui bagaimana perkembangan kondisi yang di lakukan oleh pelaku 
usaha pariwisata, serta membuka komunikasi terkait persoalan-persoalan yang 
terjadi di bawah, hal tersebut juga di pertegas oleh Bapak Darwanto selaku, 
Kepala Bidang Pemasaran Produk pariwisata, sebagai berikut: 
“Pembinaan Pokdarwis selalu kami komunikasikan dengan baik ya, di 
masing-masing lokasi destinasi, dari segi SDM Dinas Pariwisata tiga bulan 
sekali selalu melakukan pelatihan kepada pokdarwis, pelatihannya juga 
macam-macam. Tergantung apa yang di butuhkan mereka. Makanya kita 
selalu berkomunikasi dengan pokdarwisnya terkait persoalan apa yang ada 
di sana. Karena pokdarwis kan kepanjangan tangan kita di lapangan. Agar 
bisa mudah memetakan apa saja yang masih menjadi kendala. Teknisnya 
kita lakukan pendataan terlebih dahulu, apa kebutuhanmu, apa 
kekuranganmu, kemudian kita turun untuk melakukan evaluasi, terkadang 
juga kita buka ruang diskusi bersama, mekanismenya kita undang mereka 
secara resmi ke Dinas, maupun Ke hotel-hotel yang telah kami tentukan. ” 
(wawancara 26 Agustus 2020 di Dinas Pariwisata). 
Berdasarkan pernyataan diatas dapat di simpulkan, bahwa dalam pembinaan 
yang di lakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi kepada pelaku 
usaha di destinasi pariwisata dilakukan secara berkelanjutan. Pembinaan secara 
berkelanjutan di lakukan agar mengetahui kendala apa saja yang di hadapi pada 
masing-masing wilayah, serta guna tercapainya keberhasilan suatu tujuan 
kebijakan.  
 
Gambar 17. Pembinaan yang di lakukan oleh Dinas Pariwisata bersama 
pemerintah  Kelurahan Gomebngsari terkait pengembangan Destinasi 
Pariwisata. 






Bentuk komitmen Dinas Pariwisata dalam pembinaan kepada pelaku usaha 
pariwisata di kelurahan Gombengsari, dilakukan secara berkelanjutan, dengan 
cara membuka ruang diskusi untuk memetakan persoalan apa yang ada di 
wilayahnya. Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan yang di kemukakan oeh 
Bapak Abdur Rohman, selaku Ketua Pokdarwis Kelurahan Gombengsari, 
sebagai berikut: 
“Jadi Pembinaan yang selama ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata 
sebatas pelatihan-pelatihan terkait SDM, kita biasa diundang untuk 
datang ke Dinas, terkadang juga dinas langsung turun kesini, terait 
Bimtek kita jga kadang diundang untuk hadir ke Hotel-hotel yang sudah di 
tentukan sebelumnya. Pembinaan biasanya di sesuaikan ya, sesuai 
kebutuhan kita, semisal kan wisata di gombengsari ini bersifat sebuah 
wisata yang potensinya wisata alam, jadi bagaimana Dinas pariwisata 
menaungi persoalan itu, ada wisata kulinernya, UMKM, Pertanian, jadi ini 
ada hubungannya dengan beberapa dinas terkait yang memberikan 
pelatihan. Dinas Koperasi kemarin juga datang memberikan pelatihan 
tentang kerajinan, kemudian ada Dinas Disperindag pelatihan tentang 
produk, jadi sinergi beberapa dinas sudah dilakukan disini, namun 
pelatihan-pelatihan tersebut saya kira massih kurang maksimal, dan lebih 
ke tambal sulam kalau menurut saya, karena apa? Sebab pelatihan yang 
di lakukan dinas-dinas tersebut hanya dilakukan selama beberapa hari 
saja, kadang 2-3 hari saja, ya menurut kami itu kurang. Setelah pelatihan 
selesai ya selesai tanpa ada evaluasi dan keberlanjutan. Jadi mungkin 
perlu di perbaiki lagi itu sistemnya.  Kalau bisa kami perlu program 
pendampingan, bagaimana sih menjadi pelayan pariwisata yang baik, 
agar kami di bimbing supaya mengerti ketika ada tamu yang datang, 
kiranya tamu tersebut bisa memberikan penilaian positif dan mau 
berkunjung lagi ke wisata kami.” . (wawancara tanggal 10 Agustus 2020, 
di Rumah Bapak Rohman). 
Dari pernyataan di atas, di ketahui bahwa dalam Dinas pariwisata dalam 
melaksanakan kegiatan pelatihan selalu berkoordiansi dengan dinas-dinas 
terkait, di sesuaikan dengan kebutuhan para pelaku usaha pariwisata di 
wilayahnya, namun dari segi pelatihan masih terdapat beberapa kendala dalam 
pelaksanaannya dan dinilai kurang maksimal, hal tersebut sangat berpengaruh 





Gombengsari. Pernyataan tersebut juga di benarkan oleh Bapak Miftahul Huda 
selaku Kepala Kelurahan Gombengsari, sebagai berikut: 
“Pembinaan terhadap pelaku usaha destinasi di Gombengsari ini, 
biasanya melibatkan dinas dinas terkait ya, itu kegiatannya tiga bulan 
sekali. Terkait teknisnya DInas-dinas tersebut menghubungi kami terlebih 
dahulu terkait akan di adakannya sebuah pelatihan, semisal pelatihan 
tentang kerajinan dan lain-lain. Namun kegiatan tersebut belum begitu 
maksimal, lebih bersifat angin lalu, mungkin ya terkait anggaran biasanya. 
(wawancara tanggal 10 Agustus 2020, di kantor Kelurahan Gombengsari). 
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat di simpulkan bahwa dalam proses 
pembinaan yang di lakukan oleh Dinas Pariwisata kepada pelaku usaha 
pariwisata, di rasa belum optimal dan lebih terkesan angin lalu. Perlu adanya 
evaluasi dan perbaikan terlebih dalam program pelatihan yang akan di lakukan  
5.1.3. Hasil Implementasi Pembangunan Kepariwisataan Terhadap    
              Perekonomian Daerah Kabupaten Banyuwangi 
A. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi 
 Pelaksanaan kebijakan pariwisata di kabupaten Banyuwangi memberikan 
hasil bagi pertumbuhan ekonomi Banyuwangi. Terkait penelitian yang di lakukan 
di kelurahan Gombengsari, dapat di pahami bahwa pengembangan destinasi 
wisata di Gombengsari mengarah pada peningkatan pendapatan masyarakat. 
Meskipun tidak secara signifikan dapat dirasakan oleh pelaku usaha wisata di 
Kelurahan Gombengsari. Namun dampak pertumbuhan ekonomi tersebut sudah 
di rasakan oleh masyarakat sekitar destinasi wisata. Hal tersebut sesuai dengan 
pernyataan yang di ungkapkan oleh Bapak Darwanto, selaku Kepala Bidang 
Pemasaran Produk Pariwisata, sebagai berikut: 
”Langkah yang kami lakukan dalam rangka meningkatkan perekonomian 
masyarakat utamanya di Kelurahan Gombengsari, jadi sebenarnya 
masyarakat ini kita ajak untuk mengenali potensi yang ada di daerahnya. 
Jadi mereka kan punya potensi, punya aset. Kita ajak mereka untuk 





kembangkan terkait di sektor pariwisata. Sektor pariwisata itu luas, jadi 
tidak hanya terpaku pada sektor alam, tapi seni, budaya, tradisi kemudian 
kerajian dan lain sebagainya. Saya kira menjadi salah satu modal potensi 
yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian 
masyarakat tersebut, termasuk juga lingkungan.” (wawancara 26 Agustus 
2020 di Dinas Pariwisata) 
Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa tujuan dari kebijakan pengembangan 
pariwisata, adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakatnya, 
khusunya di kelurahan Gombengsari. Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak 
Miftahul Huda selaku Kepala Kelurahan Gombengsari, sebagai berikut: 
“Dalam kegiatan peningkatan ekonomi mayarakat, pihak Pemkab 
menggabungkan agenda event pariwisata ke dalam acara festival seperti 
yang tahun kemarin dilaksanakan, yaitu acara festival petik kopi 
Gombengsari yang d hadiri oleh Bapak Bupati Anas, agenda tersebut 
merupakan salah satu kegiatan yang tujuannya untuk mengenalkan 
potensi yang ada di wilayah Gombengsari, serta mendongkrak nilai 
ekonomi bagi masyarakat sekitar, karena apa?, dengan adanya kegiatan 
tersebut di harapkan masyarakat mampu atau bisa belajar untuk 
mengolah potensi yang ada di Gombengsari.”(wawancara tanggal 10 
Agustus 2020, di kantor Kelurahan Gombengsari). 
Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam satu agenda festival, memiliki 
sebuah tujuan yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. 
Hal senada juga di ungkapkan oleh Bapak Abdur Rohman, selaku ketua 
pokdarwis Kelurahan Gombengsari, sebagai berikut: 
“Ya, kami sebelumnya ucapkan terimakasih dahulu kepada Dinas 
Pariwisata yang sudah hadir untuk membantu memperkenalkan 
Kelurahan Gomebngsari khusunya dalam pengembangan wisata disini, 
dengan adanya kegiatan yang telah di lakukan oleh Dinas Pariwisata 
terkait event festival, masyarakat kami sudah mulai ada yang menerima 
dampak ekonomi dari acara tersebut, meskipun belum semuanya, namun 
sudah ada lah dari hasil usaha yang di lakukan pemerintah. Dari wisata 
edukasi semisal, dulu warga saya Pak Miisdi itu hanya memiliki beberapa 
ekor kambing saja, sekarang beliau sudah memiliki jaringan penjualan 
kambing, dan sudah kirim ke berbagai Kabupaten, di tambah lagi 
sekarang beliau sudah mulai membuka usaha wisata edukasi perah susu 
kambing etawa. Hal tersebut merupakan dampak dari adanya 
pengembangan dsinasi pariwisata yang ada di Kelurahan gombengsari.” 





Dengan adanya kegiatan pengembangan pariwisata seperti event festival, di 
Kelurahan Gombengsari, hasilnya memberikan dampak positif bagi masyarakat 
berupa lapangan pekerjaan baru serta masyarakat mulai paham dan mengerti 
akan kesadaran untuk mengolah potensi yang tersedia dari wilayahnya tersebut. 
 
Gambar 18. Usaha wisata edukasi perah susu kambing etawa milik Bapak 
Misdi di Kelurahan Gombengsari 
Sumber : Dokumentasi peneliti 2020 
 
Kebijakan Pengembangan destinasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah, dalam hal ini Dinas Pariwisata sebagai leading sector yang memiliki 
kewenangan untuk melaksanakan kebijakan tersebut, telah memberian dampak 
yang positif bagi masyarakat di Kelurahan Gomebngsari, hal tersebut sesuai 
dengan yang diungkapkan oleh Bapak Misdi, pelaku usaha wisata edukasi perah 
susu kambing etawa, sebagai berikut: 
“dengan adanya kegiatan pariwisata di Kelurahan Gombengsari ya 
membawa keberkahan tersendiri mas, karena dengan wisatawan yang 
berkunjung kesini, secara tidak langsung mempengaruhi  usaha kami, 
karena orang kan pasti akan melirik ke sana kemari ada apa saja sih di 
Kelurahan Gombengsari ini, sehingga usaha saya seperti penjual 
kambing ya sedikit menerima manfaat ersebut, karena orang tahu kalau di 
Gombengsari ada peternak kambing, kemudian saya juga mencoba untuk 





beberapa bulan ini sih saya mencoba usaha tersebut, Alamdulillah sudah 
ada wisatawan yang berkunjung ke mari, untuk saya ajarkan bagaimana 
prosesnya mulai dari pemerasan susu, pengolahan, hingga penjualan dari 
hasil tadi.”(Wawancara tanggal 15 Agustus 2020, di Rumah Bapak Misdi) 
 
Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 
kegiatan kunjungan wisatawan ke Kelurahan Gombengsari, telah membawa 
dampak bagi pelaku usaha wisata yakni peningkatan ekonomi masyarakat. Hal 
tersebut juga di pertegas oleh Bapak Darwanto, selaku Kepala Bidang 
Pengembangan Produk Pariwisata, sebagai berikut: 
“Kelurahan Gomebngsari terkenal perkebunan kopi rakyatnya, itu 
bagaimana perkebunan kopi rakyat, kita olah menjadi sebuah destinasi 
wisata, tidak hanya sebagai basic product perdagangan saja. Jadi disana 
tetap kita kembangkan terkait dengan wisata edukasinya, bagaimana sih 
mengolah kopi mulai dari menanam, merawat, hingga menjadi produk 
kopi yang memiliki ciri khas dan kualitas tersendiri, itu dapat di 
edukasikan. Kemudian sambil mengembangkan produk di bidang 
perkebunan rakyat sebenarnya bisa di kembangkan, terkait dengan 
wisata kebun. Wisata kebun itu macam-macam, semisal keliling desa 
menggunakan kuda, bisa di kembangkangkan seperti outbond dan 
sebagainya. Disana juga kami kembangkan home stay bagai ara 
wisatawan yang ingin menikmati suasana pedesaan dengan kultur 
budaya asli Banyuwangi.” (wawancara 26 Agustus 2020 di Dinas 
Pariwisata) 
 
Dapat di ketahui dari pernyataan di atas bahwa dengan adanya dukungan dari 
pihak-pihak terkait khusunya Dinas Pariwisata selaku aktor utama dalam 
melaksanakan kebijakan pengembangan destinasi wisata, berdampak terhadap 






Gambar 19. Beragam potensi destinasi wisata Kelurahan Gombengsari 
 Sumber: Dokumentasi Peneliti 2020. 
 
Upaya memaksimalkan pelayanan kepada para wisatawan merupakan kunci dari 
komitmen para pelaku usaha di setiap destinasi, hal ini bertujan agar nantinya 
para wisatawan mau kembali lagi berwisata ke destinasi Gombengsari. 
Diharapkan dengan komitmen para pelaku usaha di destinasi pariwisata tersebut, 
mampu memberikan dampak positif tidak hanya kepada para pengunjung namun 






B. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 
 Sektor industri kecil dan menengah secara tidak langsung juga turut 
tumbuh seiring dengan berkembangnya destinasi wisata di Kelurahan 
Gombengsari. Pengembangan destinasi wisata di Kelurahan Gombengsari 
memiliki dampak terhadap geliat pertumbuhan ekonomi lokal dan Industri kecil 
menengah. Pengembangan destinasi wisata di Kelurahan Gobengsari berbasis 
pemberdayaan masyarakat, memicu masyarakat untuk membuka usaha-usaha 
baru sebagai contoh sektor homestay serta produk-produk kecil dan menengah 
seperti oleh-oleh dan makanan ringan berbasis home industry. Adapun home 
industry yang terdapat di Kelurahan gombengsari di antarnya meliputi industri 
kerjinan anyaman bambu, pengolahan aneka keripik, industri aneka kopi. 
 
Gambar 20. Industri berbasis UKM wisata Gombengsari 
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2020 
 
Disamping pengembangan destinasi wisata melalui sarana dan prasarana serta 





pemberdayaan di sektor industri UKM melalui pelatihan pengembangan produk. 
Sebagaimana yang telah di sampaikan oleh Bapak Abdur Rohman, selaku Ketua 
Pokdarwis, sebagai berikut: 
“Setiap lingkungan di Gombengsari, memiliki potensi karena masyarakat 
disini berangkat dari bawah semua ya, prosesnya dari pembentukan 
komunitas dulu. Setelah itu kami kembangkan bersama melalui 
pemberdayaan, bersama Dinas terkait yang menanganinya. Jadi semua 
saling terkait satu sama lain sehingga muncul beberapa sentra edukasi 
termasuknya produk usaha rakyat.” (wawancara tanggal 10 Agustus 
2020, di Rumah Bapak Rohman). 
 
Melalui pemberdayaan Sentra industri UKM yang di kembangkan oleh 
masyarakat sekitar, berdampak pada ide-ide baru masyarakat, yakni mulai 
muncul usaha penyewaan homestay. Seiring mulai hadirnya wisatawan yang 
berkunjung ke destinasi wisata Gombengsari. Hal tersebut seperti yang di 
ungkapkan oleh Bapak Darwanto, selaku Kepala Bidang Pemasaran Produk 
Pariwisata, sebagai berikut: 
“Langkah yang kami lakukan terhadap masyarakat di Gombengsari, 
khususnya dalam pengembangan potensi yang ada disana, jadi 
masyarakat ini sebenarnya kita ajak untuk mengenali potensinya terlebih 
dahulu, apa kiranya yang bisa dikembangkan. Sejalan dengan itu kita 
juga lakukan pembinaan dan pelatihan - pelatihan. Sekarang bisa di lihat 
perkembangannya, sudah mulai muncul usaha homestay di sana. Kami 
tidak berhenti untuk selalu me support masyarakat disana.” (wawancara 
26 Agustus 2020 di Dinas Pariwisata). 
 
Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan 
pemberdayaan masyarakat terkait pengembangan potensi pariwisata di 
Kelurahan Gombengsari, berdampak pada peningkatan perekonomian melalui 
munculnya usaha baru serta lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. 
Masyarakat mulai mengenali potensi yang terdapat di lingkungan sekitar destnasi 
wisata. Seperti pngembangan wisata edukasi pertanian, peternakan, sehingga 
menarik wisatawan untuk berkunjung. Seturut dengan mulainya geliat 





mengambangkan penyewaan homestay. Karakter Homestay berbeda dengan 
villa seperti biasanya, homestay di Kelurahan Gombengsari merupakan rumah 
yang terdapat tuan rumah di dalamnya. Dengan demikian wisatawan akan lebih 
mengenali dan bisa belajar budaya di lingkungan tersebut melalui interaksi 
antara pengunjung dan tuan rumah, selain itu keuntungan dari penyewaan 
tersebut bisa langsung masuk ke masyarakat. 
 Praktis dengan adanya wisata di lingkungan Kelurahan Gombengsari, 
berdampak terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Mulai dari munculnya 
usaha-usaha baru yang di inisiasi oleh warga. Hal tersebut sesuai dengan 
pernyataan yang di ungkapkan oleh Bapak Miftahul Huda, selaku Kepala 
Kelurahan Gombengsari, sebagai berikut: 
“Pengembangan yang telah dilakukan oleh masyarakat dan pihak-pihak 
terkait, tentunya berdampak terhadap perubuhan ekonomi masyarakat, 
mulai dari tumbuhnya sentra industri rumahan dan homestay yang di 
kelola langsung oleh masyarakat, meskipun belum sepenuhnya 
masyarakat menerima dampak dari adanya pariwisata yang hadir disini, 
karena masih terkendala masalah promosi dan keterbatasan alat produksi 
dalam pengelolaan usaha industri.”(wawancara tanggal 10 Agustus 2020, 
di kantor Kelurahan Gombengsari). 
Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa dalam pengembangan wisata di 
Gombengsari telah memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi 
masyarakat, namun belum sepenuhnya di rasakan oleh masyarakat terkait 
kendala promosi dan keterbatasan alat produksi, hal tersebut sesuai dengan 
pernyataan Bapak Egi, selaku pelaku usaha Kopi, sebagai berikut : 
“terkait pengelolaan desinasi ya baguslah, sudah mulai ada geliat 
kunjungan wisatawan ke Gombengsari, namun saya sendiri sebagai 
pelaku usaha Kopi masih belum sepenuhnya menerima dampak ya, 
karena apa? Lahan kami luas, produksi melimpah permintaan banyak 
namun kami masih terkendala alat produksi. Alat produksi kami masih 
dalam skala kecil, belum bisa memenuhi permintaan pasar.”(Hasil 






Berdasarkan pernyataan tersebut, di ketahui bahwa dengan adanya geliat 
pertumbuhan ekonomi dari adanya dampak pengembangan wisata 
Gombengsari, ternyata masih belum sepenuhnya di rasakan oleh warga, Hal 
tersebut di sebabkan oleh keterbatasan Sumber Daya serta keterbatasan alat 
produksi dalam pengelolaan potensi yang ada. Diharapkan dengan adanya 
dukungan serta komitmen bersama instansi terkait mampu menyelesaikan 
persoalan tersebut. 
5.1.4. Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Kebijakan 
Pembangunan    Kepariwisataan 
5.1.4.1. Faktor Pendukung 
A. Dukungan Regulasi dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 
 Salah satu factor pendukung dalam implementasi kebijakan 
pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi yakni adanya dukungan 
regulasi yang telah di tetapkan oleh pemerintah daerah melalui Perda Nomor 13 
Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Kabupaten 
Banyuwangi. Hal tersebut tentunya memberikan kewenangan bagi pelaksana 
kebijakan dalam hal ini Dinas Pariwisata sebagai leading sector untuk berupaya 
melakukan langkah strategis dalam melaksanakan arah kebijakan yang telah di 
buat. Pernyataan di atas di perkuat oleh Bapak Sandra selaku Kasungram DInas 
Pariwisata Kabupaten banyuwangi sebagai berikut : 
“Kami dalam melaksanakan kebijakan pengembangan pariwisata, 
tentunya selalu mengacu pada peraturan yang telah di tetapkan oleh 
pemerintah, sebagai payung hukum tersebut itu kan merupakan 
pedoman bagi kami dalam menyusun setiap program pembangunan di 
daerah. Ya acuan kami perda nomor 12 tahun 2013 tentang RIPDA 
acuan kami ngikut seperti yang ada itu. Kami juga selalu mendukung 
setiap langkah kebijakan yang diambil oleh Bapak Bupati selaku 





pariwisata di daerah”. (wawancara tanggal 14 Agustus 2020, di kantor 
Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi) 
 Berdasarkan pernyataan di atas dapat di ketahui bahwa Dinas pariwisata 
sangat mendukung setiap langkah yang di ambil khusunya dalam 
pengembangan potensi pariwisata di daerah dengan mengacu pada peraturan 
daerah nomor 12 tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata 
Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut terbukti dari adanya sinergitas yang 
dilakukan antara Dinas Pariwisata bersama pemerintah Kelurahan Gombengsari 
serta berbagai elemen masyarakat yang mulai terjalin tahun 2017 silam dalam 
pengembangan potensi wisata di Kelurahan Gombengsari, sebagaimana sesuai 
dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Huda, selaku Kepala 
Kelurahan Gomebngsari sebagai berikut : 
“Baik Pemerintah daerah maupun Kelurahan khususnya dalam 
pengembangan potensi wisata di gombengsari, mendukung dan sangat 
mendukung sekali, hal ini juga tidak terlepas dari adanya sebuah 
kebijakan yang dibuat oleh bapak Bupati kita. Lahirnya ini semua kan 
semua tidak lain dari adanya sebuah regulasi yang menjembatani, 
kemudian dari dukungan tersebut kami mencoba untuk 
mengkomunikasikan setiap kebijakan yang di berlakukan dengan Dinas 
pelaksana, tujuannya agar setiap program yang turun tidak salah arah” 
.”(wawancara tanggal 10 Agustus 2020, di kantor Kelurahan 
Gombengsari). 
Meskipun di nilai masih prematur dalam pengembangannya, namun 
pengembangan potensi di Kelurahan Gombengsari sejauh ini berjalan dengan 
baik. Komunikasi yang bersifat berkelanjutan mendorong terciptanya 
harmonisasi antara Dinas Pariwisata dengan kelompok sadar wisata sebagai 
representasi Dinas di wilayah destinasi semakin meyakinkan untuk memberikan 







B. Komitmen dari Pemerintah Daerah  
Salah satu Komitmen Pemerintah Daerah dalam implementasi kebijakan 
terkait kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, 
merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam mencapai tujuan 
kebijakan. Hal tersebut dapat tercapai karena adanya komitmen bersama antara 
Dinas Pariwisata sebagai leading sector pelaksana kebijakan dengan melibatkan 
badan atau organisasi pelaksana lainnya hingga pada akhirnya kebijakan 
tersebut dapat sampai kepada sasaran kebijakan. Koordinasi tersebut di picu 
dengan adanya semangat berkolaborasi khususnya dalam rangka membangun 
potensi pariwisata Kelurahan Gombengsari. Hal tersebut selaras dengan 
pernyataan yang di ungkapkan oleh Bapak Sandra, selaku Kasungram Dinas 
Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut: 
“Pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi khususnya di 
Kelurahan Gomebngsari ini kita melibatkan banyak sektor ya, 
utamanya kami sebagai Dinas Pariwisata, juga menggandeng dinas 
maupun Badan terkait semisal Bappeda, Disparta, Dinas PU, 
Disperindag, Diskop, karena dengan demikian pekerjaan terkait 
pembangunan khusunya di sektor pariwisata dapat segera cepat 
terselesaikan. Hal tersebut kami lakukan juga sebagai bentuk untuk 
meminimalisir terjadinya ego sektoral yang kadang kerap terjadi dalam 
lingkup pemerintahan. Dukungan tersebut juga sesuai dengan moto 
atau jargon Kabupaten Banyuwangi yaitu semua dinas adalah dinas 
paiwisata, semua dinas adalah destinasi, semua dinas adalah atraksi. 
Inti atau maksud dari jargon tersebut bahwa Kabupaten Banyuwangi 
dalam melaksanakan tugas selalu di lakukan dengan sistem 
keroyokan, sebuah sistem yang dilakukan secara bersama-sama 
dengan melibatkan beberapa dinas sekaligus, guna mencapai tujuan 
yang lebih efektif.” (wawancara tanggal 14 Agustus 2020, di kantor 
Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi) 
Dapat di ketahui bahwa dalam pengembangan pariwisata di Kelurahan 
Gombengsari melibatkan lintas sektor dalam melaksanakan tugas guna 
tercapainya sebuah tujuan kebijakan. Adanya komitmen serta kolaborasi yang di 





Kabupaten Banyuwangi, merupakan bentuk kesuksesan dalam rangka 
meminimalisir terjadinya ego sektoral antar dinas. Hal tersebut juga sesuai 
dengan yang disampaikan oleh Bapak Darwanto, selaku Kepala Bidang 
Pemasaran Produk Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut: 
“adanya seangat kolaborasi antar dinas, membuat tugas dan pekerjaan 
kami semakin ringan mulai dari program-program, hingga kegiatan kami 
kerjakan bersama, kami komunikasikan bersama, ini merupakan sebah 
komitmen bahwa dalam rangka membangun sebuah potensi pariwisata 
kita selalu meninggalkan apa itu yang di sebut ego sektoral. Dengan 
demikian maka akan ada kesinambungan dan kolaborasi yang sehat 
tujuanya adalah untuk Banyuwangi yang lebih baik.” (wawancara 26 
Agustus 2020 di Dinas Pariwisata). 
Pernyataan tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa dalam implementasi 
kebijakan Dinas pariwisata, memiliki komitmen serta dukungan penuh dalam 
pengembangan Pariwisata di Kelurahan Gombengsari, hal tersebut nampak dari 
adanya semangat kolaborasi lintas sektor guna tercapainya sebuah tujuan 
kebijakan. 
5.1.4.2. Faktor Penghambat 
A. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) 
 Salah satu faktor terpenting dalam mendukung kebijakan 
pengembangan pariwisata yakni ketersediaan Sumberdaya Manusia. Dengan 
adanya sumberdaya yang terlibat, maka akan memungkinkan tercapainya 
efektifitas dalam pelaksanakaan tugas. Namun hal tersebut masih belum 
terpenuhi oleh Oleh Dinas Pariwisata karena minimnya jumlah pegawai serta 
kualifikasi pendidikan yang di miliki masih dirasa terbatas. Hal tersebut akan 
menimbulkan stagnasi khususnya dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan jika 
tidak segera teratasi. Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Bapak Sandra, 





“Kalau ngomong tenaga SDM internal, belum memenuhi, ya belum 
mas, karena apa? Sebagian besar mayoritas di Dinas Pariwisata ini 
angkatan tua, di mana dari segi kemampuan penguasaan teknologi 
sebagai bentuk tuntutan zaman sudah kalah cepat dengan generasi 
muda. Kami di Dinas masih terdapat pegawai yang lulusan SMA, 
cukup banyak ya sekitar 12 orang, sisanya Sarjana yang mendominasi 
sekitar 16 orang. Namun kami berupaya untuk mendorong para 
pegawai tersebut mengikuti pelatihan dalam rangka pemberdayaan 
kualitas SDM internal, agar mereka memiliki kemampuan sesuai 
dengan bidang pekerjaan masing-masing.” (wawancara tanggal 14 
Agustus 2020, di kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi) 
Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa dapat diketahui Dinas Pariwisata 
masih memiliki pegawai yang merupakan lulusan SMA, hal tersebut dapat 
menjadikan kendala jika tidak dilakukan pembenahan melalui peningkatan 
kompetensi pegawai khususnya di internal Dinas tersebut. Selain itu jika dilihat 
dari kompetensi kualifikasi pendidikannya, sumber daya manusia di Dinas 
Pariwisata masih belum sepenuhnya berada dalam ranah keilmuan Pariwisata. 
Hal tersebut sesuai dari pantauan yang di lakukukan oleh peneliti selama masa 
penelitian. Hal ini juga dapat dilihat dari struktur organisasi Dinas Pariwista yang 
tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 56 Tahun 
2016. Ketidaksesuaian antara jabatan dengan bidang keilmuan tersebut oleh 
Dinas Pariwisata sudah ditanggulangi dengan cara menggandeng pihak luar 
serta akademisi untuk menjadi fasilitator guna membantu dalam pelaksanaan 
program serta kegiatan yang terkait dengan pariwista. Hal tersebut juga sesuai 
dengan pernyataan Bapak Darwanto, selaku Kepala Bidang Pemasaran Dinas 
Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut: 
“Kami di Dinas Pariwisata juga bekerjasama ya kususnya dalam 
meningkatkan mutu SDM dengan mengundang konsultan yakni elfara 
dari Jakarta, dengan demikian kami juga bisa belajar apa saja 
kekurangan kekurangan kami. Sehingga ada evaluasi bersama, selain 
itu kami juga sering untuk mengundang akademisi terkait pembuatan 
kajian kajian yang terkait dengan pariwisata daerah.” (wawancara 






Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa dalam implementasi 
kebijakan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, menggandeng beberapa pihak 
diantaranya adalah konsultan dan akademisi guna membantu mengatasi 
hambatan-hambatan yang terjadi.  
B. Keterbatasan Sumber Daya Anggaran 
Sumber daya anggaran merupakan faktor penting dalam implementasi 
kebijakan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal keuangan guna 
melaksanakan kebijakan khususnya oleh Organisasi Perangkat Daerah telah 
memberlakukan anggaran berbasis kinerja. Hal tersebut sesuai dengan hasil 
pengamatan dan dokumentasi oleh peneliti yang bersumber dari Lakip dan 
Renja. Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan kebijakan 
anggaran telah di sesuaian dengan kebutuhan sesuai dengan alokasi masing-
masing. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Sandra, selaku 
Kasungram Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut: 
“Anggaran di Dinas Pariwisata sendiri bersumber dari APBD ya, belum 
lagi bantuan dari pusat, biasanya ada, Semua anggaran tersebut kami 
sesuaikan dengan alokasinya masing-masing, semisal menyangkut 
pemberdayaan ya, berarti posnya di Bidang Kebudayaan, terkait 
pengembangan destinasi ya di Bidang pariwisata. Terkait anggaran 
2020 tahun ini kami, mengalami penurunan ya, karena kan sedang 
musim pandemi, jadi sebagian anggaran kami alokasikan ke 
penanggulangan COVID-19”. (wawancara tanggal 14 Agustus 2020, di 
kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi) 
Berdasarkan pernyataan diatas diketahui bahwa dalam melaksanakan kebijakan 
anggaran, Dinas Pariwisata bersumber dari dana APBD yang kemudian di 
sesuaikan dengan alokasi anggaran per bidang masing-masing. Namun pada 
tahun 2020 anggaran yang bersumber dari dana APBD tersebut mengalami 
penurunan akibat pengalihan alokasi pada penanggulangan pandemi covid 19. 





kegiatan yang telah di buat.  Selain sumber dana anggaran dari Dinas 
Pariwisata, sumber daya anggaran Kelurahan juga penting untuk di perhatikan. 
Terkait anggaran kelurahan, dalam pengembangan wisata Gombengsari, masih 
di rasakan belum mencukupi, di karenakan anggaran yang di terima pemerintah 
kelurahan cukup terbatas, hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang di 
ungkapkan oleh Bapak Miftahul Huda, selaku Kepala Kelurahan Gombengsari, 
sebagai berikut : 
“Terkait anggaran yang di terima oleh pihak kelurahan dana nya 
bersumber dari dana APBD, yang jumlahnya tidak begitu besar, karena 
kalau kelurahan kan beda dengan desa ya, kalau desa ada namanya 
dana ADD yang jumlahnya besar, terkait anggaran kelurahan masih 
terbatas kita nerimanya. Kaitannya dengan pengembangan wisata di 
Gombengsari kita belum mengalokaikannya kesana ya, karena ya itu tadi 
terkendala anggaran. Jadi mereka lebih ke swadaya masayrakat dalam 
pengembangan wisatanya.”(wawancara tanggal 10 Agustus 2020, di 
kantor Kelurahan Gombengsari). 
Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal anggaran, 
Kelurahan Gombengsari belum mengalokasikan anggarannya untuk 
pengembangan detinasi wisata Gombengsari. Hal ini tentunya sangat berdampak 
kepada keberlanjutan dalam hal pengembangan destinasi tersebut. Anggaran 
Kelurahan Gombengsari dalam praktiknya masih belum cukup mengakomodasi 
kebutuhan dalam pengembangan dstinasi wisata. Berikut dokumentasi peneliti 
tentang Anggaran Pendapatan Belaja Kelurahan Gombengsari :  
Tabel 7. APBD Kelurahan Gombengsari 2020 
Urusan Pemerintah Nama Kegiatan Jumlah Anggaran 
Pemerintahan Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.100.000 
  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 7.900.000 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 
membangun desa 
10.000.000 
  Program peningkatan peran perempuan di pedesaan 39.000.000 
Total Anggaran   157.000.000 






Selain di Kelurahan yang belum memiliki anggaran, Pokdarwis juga menyatakan 
bahwa anggaran yang tersedia saat ini, penggunaannya masih sebatas dana 
swadaya masyarakat, hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Sandra, selaku 
Kasungram Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut: 
“benar mas, bahwa anggaran yang kami kelola untuk pariwisata itu 
sudah ada alokasinya masing-masing yang bersumber dari APBD, 
namun untuk wisata pendukung di Kelurahan Gombengsari itu, 
alokasinya masih sebatas swadaya mereka sendiri, biasanya mereka 
mengajukan anggaran melalui proposal komunitas. Untuk anggaran 
langsung dari Dinas belum ada, belum sampai ke sana.” (wawancara 
tanggal 14 Agustus 2020, di kantor Dinas Pariwisata Kabupaten 
Banyuwangi) 
Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses 
pengembangan destinasi wisata Gombengsari, anggaran yang digunakan masih 
sebatas dana swadaya masyarakat masing-masing. Hal tersebut juga sesuai 
dengan pernytaan Bapak Abdur Rohman, selaku Ketua Pokdarwis Kelurahan 
Gombengsari, sebagai berikut: 
“Baik pelaku usaha dan pelaku wisata di kelurahan Gombengsari ini, 
sumber anggarannya masih sebatas swadaya kami, atas kemauan dan 
semangat saja kami bisa seperti ini, untuk dukungan dari Dinas mungkin 
masih sebatas dukungan program-program saja ya, seperti pelatihan 
pelatihan gitu. Untuk anggaran belum.” (wawancara tanggal 10 Agustus 
2020, di Rumah Bapak Rohman) 
Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam melakukan 
pengembangan destinassi wisata Kelurahan Gombengsari, masih terkendala 
anggaran. Sudah seharusnya pemerintah dalam hal ini memperhatikan 







5.2. Analisis dan Interpretasi Data 
5.2.1. Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi 
5.2.1.1. Akselerasi Pembangunan Kawasan Pedesaan dan Perkotaan 
 Akselerasi pembangunan kawasan pedesaan dan perkotaan merupakan 
salah satu kebijakan yang di lakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi 
dalam mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah, hal tersebut sesuai 
dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Induk 
Pengembangan Pariwisata Daerah, yang digunakan sebagai acuan 
pembangunan. Pola pembangunan kawasan pedesaan dan perkotaan antar 
wilayah di Kabupaten Banyuwangi menggunakan pola yang terintegrasi satu 
sama lainnya. Dengan konsep tersebut maka memungkinkan terjadinya 
hubungan yang berkesinambungan khususnya dalam pembangunan potensi 
pariwisata lokal di daerah. Arah kebijakan pembangunan kepariwisataan di 
Kabupaten Banyuwangi adalah untuk menciptakan inklusivitas pertumbuhan 
ekonomi melalui pengembangan berbasis pariwisata salah satunya melalui 
pembangunan yang saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. Hal tersebut 
juga akan memungkinkan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara 
kawasan perkotaan dan pedesaan pada umumnya. Salah satu factor utama yang 
mampu menyebabkan hadirnya akselerasi peningkatan kesejahteraan, adalah 
adanya pemerataan pembangunan yang mendorong perluasan serta 
kesempatan kerja (Kakazu,1994). Hal demikian mengindikasikan bahwa 
pembangunan masyarakat di kawasan pedesaan harus terus di bangun dan 
ditingkatkan dengan sasaran untuk perbaikan kualitas SDM. 
 Hilirisasi kawasan potensi pariwisata lokal di Kabupaten Banyuwangi 
sangatlah beragam, keanekaragaman tersebutlah yang terus di gali potensinya 





mengetahui pola pembangunan dan hubungan antar wilayah, maka Pemerintah 
dalam memetakan serta mendesain arah kebijakan akan berjalan lebih efektif 
dan efisien tujuannya adalah untuk mengembangkan pariwisata berbasis 
kearifan lokal. Pendekatan pembangunan sendiri merupakan bagian dari 
pembangunan social ekonomi masyarakat yang berdasarkan pada alur pemikiran 
bahwasanya peningkatan kemampuan masyarakat merupakan bentuk energy 
social yang perlu di bangun di dalam diri masyarakat itu sendiri, sedangkan 
penguatan antara ekonomi perkotaan dan pedesaan adalah energy ekonomi 
yang dapat meningkatkan adanya suatu permintaan (supply) dan penawaran 
(demand) yang diproduksi oleh masyarakat pedesaan. Kedua pernyataan 
tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 
Banyuwangi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tentunya saling 
mendukung untuk mempercepat perubahan struktur masyarakat pedesaan guna 
mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi berbasis potensi pariwista 
lokal. Konsep tersebut pada dasarnya mengacu pada prinsip penggabungan 
pertumbuhan dan pemerataan (Mahbub,1995). Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh peneliti, pengembangan kawasan antara pedesaan dan perkotaan 
merupakan pembangunan yang saling terintegrasi satu sama lainnya, karena 
potensi wisata di Kabupaten Banyuwangi memiliki ragam yang banyak, serta 
keunikan yang berbeda-beda antar wilayah. Oleh sebab itu agar tidak 
menimbulkan kesenjangan pembangunan antar wilayah maka di buat sebuah 
kebijakan atau pola pembangunan yang terintegrasi satu dengan yang lainnya 
dalam konteks pembangunan pariwisata berbasis kearifan lokal. Pembangunan 
kawasan pedesaan dan perkotaan secara geografis, pendekatan ini didasarkan 





wilayah perkotaan dan pedesaan sebagai sebuah system kesatuan yang tak bisa 
dipisahkan. Daerah pedesaan merupakan sub system dimana jalur 
perkembangannya sangat dipengaruhi oleh lembaga yang ada di atasnya 
(pusat), sehingga wilayah tersebut mempunyai ketergantungan substansial. Dari 
kondisi tersebut maka dapat dipantau bahwa terdapat pola hubungan yang 
berupa interaksi antar wilayah pusat (perkotaan) dan wilayah pedesaan (Raldi.H, 
2001). Demikian juga pola sub system yang di gunakan oleh Pemerintah 
Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan akselerasi pembagunan kawasan 
perkotaan dan pedesaan selaras dengan konsep pemerataan pembangunan 
yang bertujuan untuk mengembangkan pariwisata terintegrasi berbasis kearifan 
lokal. 
5.2.1.2. Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata 
 Pembangunan kawasan strategis Pariwisata, merupakan kebijakan 
pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi, yang telah sesuai 
dengan Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Induk 
Pengembangan Pariwisata Daerah. Pembangunan kawasan strategis tersebut 
merupakan konsep yang digunakan dan disesuaikan dengan tujuan 
perencanaan pengembangan pariwisata di kabupaten Banyuwangi. Adapun 
tujuan yang ingin di raih dalam pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten 
Banyuwangi yakni merangsang dan meningkatkan kemampuan potensi sumber 
daya wisata, sumber daya alam, dan sumber daya manusia agar dapat 
dimanfaatkan semaksimal mungkin sesuai dengan capaian cita-cita masyarakat 
tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Dengan adanya perencanaan 
tersebut, maka akan dapat diciptakan lingkungan kepariwisataan yang 





budaya maupun lingkungan. Dengan kata lain pariwisata harus “economically 
viable, socially acceptable dan environmentally sustainable”. Berdasarkan atas 
tujuan dan kajian-kajian yang telah dilakukan terhadap obyek-obyek wisata di 
Kabupaten Banyuwangi, maka konsep pengembangan dari Rencana Induk 
Pariwisata Daerah (RIPD) Kabupaten Banyuwangi adalah Ekowisata, konsep ini 
sangat sesuai melihat potensi wisata yang ada di wilayah Kabupaten 
Banyuwangi yang sebagian besar merupakan wisata alam. 
 Ekowisata merupakan salah satu bentuk kegiatan wisata khusus. 
Bentuknya yang khusus ini menjadikan ekowisata dering diposisikan sebagai 
lawan dari wisata massal. Berbeda dengan wisata konvensional, ekowisata 
merupakan kegiatan wisata yang yang menaruh perhatian besar terhadap 
kelestarian budaya pariwisata. Masyarakat Ekowisata Internasional 
mengartikannya sebagai perjalanan wisata alam yang bertanggungjawab dengan 
cara mengonservasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
lokal (responsible trevel to natural areas that conserves the environment and 
improves the well-being of local people) (TIES, 2000). Dari definisi ini ekowisata 
dapat dilihat dari tiga perspektif, yakni: pertama, ekowisata sebagai produk; 
kedua ekowisata sebagai pasar; ketiga ekowisata sebagai pendekatan 
pengembangan. Sebagai produk, ekowisata merupakan semua atraksi yang 
berbasis pada sumber daya alam. Sebagai pasar, ekowisata merupakan 
perjalanan yang diarahkan pada upaya-upaya pelestarian lingkungan, dan 
sebagai pendekatan pengembangan, ekowisata merupakan metode 
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pariwisata secara ramah 
lingkungan. Deklarasi Quebec secara spesifik menyebutkan bahwa ekowisata 





berkelanjutan yang membedakannya dengan bentuk wisata lain. Di dalam 
praktiknya hal tersebut terlihat dalam bentuk kegiatan wisata sebagai berikut: a) 
secara aktif menyumbang kegiatan konservasi alam dan budaya; b) melibatkan 
masyarakat lokal dalam perencanaan, pengembangan dan pengelolaan wisata, 
serta memberikan sumbangan positif terhadap kesejahteraan mereka; dan c) 
dilakukan dalam bentuk wisata independen atau diorganisasi dalam bentuk 
kelompok kecil (Heher, 2003). Dalam kata lain ekowisata adalah bentuk industri 
pariwisata berbasis lingkungan yang memberikan dampak kecil bagi kerusakan 
alam dan budaya lokal sekaligus menciptakan peluang kerja dan pendapatan 
serta membantu kegiatan konservasi alam itu sendiri (Ward, 1997).  
Berdasarkan konsep ekowisata tersebut maka pemerintah Kabupaten 
Banyuwangi mulai mengintegrasikan pembangunan kepariwisataan antar wilayah 
dengan membagi tiga kawasan prioritas yakni Wilayah Pengembangan 
Pariwisata (WPP) I, II, dan III yang meliputi 3 wilayah destinasi yakni Kawah Ijen, 
Plengkung, dan Sukamade. Berikut adalah Pola Segitiga Berlian dalam 
pembangunan kawasan strategis pariwisata. Karena konsep ecowisata itu sendiri 
merupakan konsep yang dibangun dengan mengoptimalkan sekaligus  
melestarikan potensi alam serta budaya asli khas Banyuwangi secara 
berkelanjutan (sustainable). Penetapan kawasan strategis pariwisata tersebut, 
mengupayakan agar dalam pengembangan kawasan strategis/prioritas dapat 
dilaksanakan dengan mudah dan dapat lebih efektif. Karena pada dasarnya 
pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi di bangun secara 
terintegrasi dengan menggunakan pola-pola yang saling terkait satu dengan 
yang lainnya. Hal tersebut digunakan karena potensei keragaman pariwisata 





mempermudah fokus pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi, 
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggunakan konsep segitiga berlian atau 
biasa di sebut dengan triangle diaamond dalam melaksanakan kebijakan 
pembangunan kepariwisataan daerahnya. 
5.2.2. Implementasi Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Di   
Kabupaten  Banyuwangi 
A. Komunikasi 
Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan 
dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan 
atau berorientasi pada tujuan-tujuan tertentu demi kepentingan seluruh 
masyarakat. Kebijakan publik secara umum dapat dijelaskan sebagai kebijakan 
yang dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah yang 
mempunyai tujuan tertentu yang mengutamakan kepentingan masyarakat 
(Islamy, 2000:23). Implementasi menjadi kunci untuk mengukur sejauh mana 
kebijakan publik berdampak positif ke pada publik atau sebaliknya. Keberhasilan 
implementasi kebijakan di pengaruhi beberapa faktor kunci, baik itu secara 
langsung maupun tidak. Terkait pernyataan tersebut model implementasi 
kebijakan sangat berpengaruh terhadap bagaimana suatu kebijakan bisa di 
terapkan dan di kaji berdasarkan kompleksitas permasalahan yang ada. Model 
Implementasi kebijakan di harapkan mampu mengarahkan kebijakan yang 
sifatnya makro menjadi lebih teknis dan bisa di implementasikan secara 
langsung. Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dalam hal ini 
pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi menggunakan beberapa strategi 





dilakukan mampu memudahkan dalam penentuan karakter atau image yang di 
tonjolkan dan prioritas pengembangan masing-masing fungsi wisata.  
Seturut itu, kebijakan pariwisata Kabupaten Banyuwangi berpayung hukum 
pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012, dimana pada peraturan tersebut 
telah sesuai dengan misi Bupati dalam mengembangkan potensi daerahnya 
yakni mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi 
yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi Sumber daya alam dan 
kearifan lokal. Hal ini dapat dilihat, pertama melalui pemanfaatan kawasan 
pengembangan wisata yang sudah ada dengan bertumpu pada tiga obyek wisata 
utama yaitu, Kawah ijen Plengkung, dan Sukomade dengan didukung oleh pola 
jaringan jalan yang saling mengait satu sama lainnya. Kedua melakukan 
differensiasi kawasan wisata dengan  penjenjangan berdasarkan potensi 
pengembangannya, ketiga mengembangkan pola connection line antar wilayah 
pengembangan dan antar obyek wisata, sehingga tercipta kawasan wisata yang 
terpadu, yang terakhir yaitu mengoptimalkan keberadaan obyek dan daya tarik 
wisata dengan membagi wilayah pariwisata di kabupaten Banyuwangi 
berdasarkan prinsip keseimbangan dan penyebaran atau pemerataan ke dalam 3 
Zona Tujuan Wisata (Wilayah Pengembangan Pariwisata). 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, Pemerintah Kabupaten 
Banyuwangi dalam hal ini Dinas Pariwisata sebagai leading sector pelaksana 
kebijakan pengembangan pariwisata, menggunakan istilah Wilayah 
Pengembangan Pariwisata (WPP), tujuan pengembangan zona tersebut 
dimaksudkan agar memberikan dampak pertumbuhan ekonomi terhadap wilayah 
destinasi pariwisata yang ada di sekitar wisata unggulan tersebut. Salah satu 





Gombengsari, yang masih masuk ke dalam wilayah pengembangan pariwisata 
zona Ijen (WPP I). Sebagai daerah yang memiliki potensi pariwisata, seperti 
wisata alam, wisata edukasi, dan wisata pertanian maka pemerintah daerah 
mengintegrasikan kawasan tersebut sebagai kawasan penyangga pariwisata, 
yang disesuaikan dengan kondisi geografisnya.  
Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dalam mengembangkan 
potensi destinasi wisata Gombengsari yakni, melalui sarana komunikasi yang 
selalu dilakukan kepada kelompok sasaran, hal tersebut bertujuan agar tujuan 
dari suatu kebijakan dapat tersampaikan kepada sasaran kebijakan. Menurut 
Edward III dalam Winarno (2012:178), Komunikasi merupakan faktor penentu 
keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Komunikasi juga sebagai bagian 
yang perlu dilaksanakan bagi setiap organisasi yang terlibat untuk 
menyampaikan ide-ide maupun gagasan secara terpadu dalam rangka mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini terdapat tiga dimensi utama dalam 
model tersebut yaitu dimensi transisi, kemudian kejelasan, dan konsistensi. Pada 
aspek transisi, tahap proses penyampaian informasi dilakukan oleh Bupati dan 
Wakil Bupati selaku pemimpin birokrasi yang memandu arah kebijakan 
memaparkan maksud dan tujuan pembangunan kepada leading sector yang 
memiliki kewenangan melaksanakan tugas yakni Dinas Pariwisata. Hal tersebut 
dilakukan agar proses trasmisi yang sifatnya hierarkis dapat segera terlaksana 
dan memudahkan dalam hal implementasinya. Dalam proses transisi Dinas 
Pariwisata juga melibatkan pihak eksternal non birokrasi dalam penyampaian 
informasi yakni dengan melibatkan Pokdarwis di setiap wilayah pengembangan 
wisata khusunya di Wilayah Kelurahan Gombengsari, mekanisme yang di 





Gombengasari bersama dengan ketua Kelompok Sadar Wisata (pokdarwis) 
setempat, hal tersebut dilakukan agar dalam proses pengembangan destinasi 
wisata tersebut berjalan dengan baik. Selain itu juga agar setiap program dan 
kegiatan yang telah dibuat dapat di implementasikan dan di evaluasi. Secara 
teknis Dinas Pariwisata akan melakukan kordinasi terlebih dahulu kepada Ketua 
Pokdarwis di setiap wilayah yang kemudian nantinya akan di agendakan terkait 
pertemuan yang akan di selenggarakan. Biasanya kegiatan pertemuan tersebut 
dilakukan di hotel-hotel maupun di Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. 
Agenda tersebut membahas tentang apa saja kendala dan tantangan yang kerap 
dihadapi oleh kelompok sasaran ketika berada di lapangan. Agenda forum 
pokdarwis melalui kegiatan sharing dan diskusi tersebut di lakukan untuk 
memecahkan setiap persoalan yang terjadi, sehingg adapat di cari solusi dalam 
penyelesaiannya.  
Komunikasi terkait implementasi kebijakan dalam pengembangan obyek 
wisata yang di lakukan oleh Dinas Pariwisata juga dilakukan kepada kelompok 
sasaran kebijakan, yakni kepada pelaku usaha yang terdapat pada setiap 
wilayah destinasi wisata, melalui sosialisasi terkait penerapan kebijakan new 
normal baru dalam kegiatan pencegahan penularan penyakit COVID-19 di 
Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan data di lapangan tersebut dapat di tarik 
kesimpulan bahwa dalam proses implementasi kebijakan pariwisata di 
Kabupaten Banyuwangi khususnya dalam pengembangan obyek tujuan wisata 
Gombengsari telah sesuai dengan aspek tranmisi dalam teori Edward III bahwa 
komunikasi tidak hanya dilakukan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga 
kepada pihak terkait dan kelompok sasaran, dapat di ketahui bahwa komunikasi 





Dimensi Kedua dalam komunikasi adalah kejelasan, dimana aspek 
kejelasan dalam proses implementasi kebijakan pariwisata melibatkan pihak-
pihak terkait, pelaksana kebijakan, dan kelompok sasaran yang mengharuskan 
apa saja yang wajib di laksanakan khususnya dalam pengembangan obyek 
tujuan wisata. Hal ini tercermin dari peran Dinas Pariwisata yang senantiasa 
melaksanakan kegiatan pengembangan SDM yang dilakukan kepada pelaku 
usaha di Kelurahan Gombengsari, hal tersebut dilaksanakan guna meningkatkan 
kemampuan bagi pelaku usaha dan pelaku pariwisata khususnya masyarakat 
Gombengsari agar mampu beradaptasi dengan kondisi global yang serba 
fleksibel. Selanjutnya dari pihak pokdarwis dan masyarakat Gombengsari sendiri 
aspek kejelasan, langkah yang dilakukan yakni dengan mendorong masyarakat 
untuk berpartisipasi mengembangkan potensi wisata yang ada di Lingkungan 
kelurahan Gombengsari, dalam hal ini peran pokdarwis sebagai posisi sentral 
mengajak dan memberikan saran kepada pelaku usaha pariwisata untuk 
bersama-sama mengembangkan destinasi wisata dengan mekanisme pengajuan 
proposal ke Dinas terkait. Selain itu aspek kejelasan komunikasi dalam 
implementasi kebijakan pengembangan pariwisata yang di lakukan oleh 
masyarakat Kelurahan Gombengsari yakni dengan tidak melibatkan investor 
dalam pengembangan wisata di Gomebengsari. Hal tersebut di sadari bahwa 
pengembangan wisata di Gombengsari dilakukan dan di inisiasi dari masyarakat 
serta di kelola bersama, sehingga hasilnya dapat termanfaatkan oleh warga 
Gombengsari sendiri. 
Dimensi komunikasi yang ke tiga yaitu dimensi konsistensi dimana 
kebijakan pengembangan pariwisata telah di laksanakan secara konsisten, hal 





menerus antara Dinas Pariwisata dengan kelompok sasaran di lapangan. 
Pengembangan destinasi pariwisata di Kelurahan Gombengsari sepenuhnya 
mengacu pada regulasi yang telah di tetapkan oleh Pemerintah melalui 
Peraturan Perundang-undangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 
dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk 
Pembangunan Kepariwisataan Daerah. Selain itu aspek konsistensi telah 
tercermin dari adanya dukungan dari pelaksana kebijakan dalam memberikan 
program-program terkait pengembangan potensi pariwisata di Gombengsari. 
 Model implementasi Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2014:139) 
juga menegaskan bahwa factor terpenting yang dapat menjadi tolak ukur 
keberhasilan dalam implementasi kebijakan adalah konsistensi yang dilakukan 
oleh pelaksana kebijakan serta adanya timbal balik dari kelompok sasaran itu 
sendiri. Secara umum Pengembangan obyek tujuan wisata di Kelurahan 
Gombengsari berjalan dengan baik hal tersebut dikarenakan adanya komunikasi 
yang baik antara Dinas Pariwisata dengan kelompok sasaran. 
B. Sumber Daya 
1) Sumber Daya manusia 
Edward III dalam Nugroho (2011) menyebutkan bahwa sumber daya 
manusia merupakan salah satu variable yang sangat memepengaruhi suatu 
keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Sumber daya 
manusia yang terdapat di Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dalam 
mengimplementasikan regulasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang 
kebijakan kepariwisataan, khususnya di Kabupaten Banyuwangi yang 
kemudia dijabarkan ke dalam peraturan daerah Nomor 13 tahun 2012 tentang 





dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dipengaruhi oleh factor ketersediaan 
pegawai yang kurang, selain itu juga ditambah dengan kopetensi keilmuan 
yang dimiliki pegawai Dinas Pariwisata khususnya di bidang pariwisata. 
Beberapa temuan saat peneliti berada di Dinas Pariwisata Kabupaten 
Banyuangi yakni masih adanya pegawai yang berstatus lulusan SMA. Hal 
tersebut diyakini oleh Dinas Pariwisata sebagai hambatan khususnya di 
lingkungan dinas tersebut sebagai persoalan yang wajib diperbaiki 
standarisasinya. Penyediaan tenaga pegawai yang professional sangat 
dibutuhkan guna mendukung setiap kegiatan dan keluaran kebijkan yang 
akan dibuat, jikalau hambatan tersebut masih belum teratasi maka akan 
berdampak dalam pelaksanaan setiap kegiatan dan stagnasi kinerja.  
Ditengah keterbatasan sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Dinas 
Pariwisata, tidak membuat Dinas terlena begitu saja dengan keterbatasan 
tersebut. Hal ini dibuktikan Dinas dengan menggandeng pihak pihak luar yang 
memeiliki kompetensi di bidangnya masing-masing, dan juga melibatkan 
akademisi, budayawan dalam pelaksanaan tugas dan diskusi terkait suatu 
kebiajakan yang akan dibuat. Pelibatan konsultan atau pihak ketiga dalam 
proses kebijakan membuat Dinas memeiliki performa yang cukup dalam 
menentukan setiap keijakan yang akan diambil.  
2) Sumber Daya Anggaran 
Sumber Daya Anggaran menurut Edward III dalam Nugroho (2011) 
menyebutkan bawhwa dalam implementasi kebijakan keterbatasan anggaran 
akan menyebabkan rendahnya keberhasilan dalam implementasi kebijakan. 
Secara makro Dinas Pariwisata telah memiliki anggaran yang cukup dalam 





kebijakan anggaran berbasis kinerja. Jadi anggaran telah disesuaikan dengan 
kebutuhan setiap instansi. Tidak hanya di Dinas Pariwisata saja yang 
membutuhkan anggaran terkait pengembangan pariwisata, di Kelurahan 
Gombengsari sendiri keterbatasan anggaran kontras sekali terlihat, dengan 
tidak adanya kontribusi anggaran yang di dapat dari pemerintah daerah 
menyebahkan kurang berkembangnya wisata di Gombengsari. Seturut itu Van 
Meter Van Horn (1975) juga telah menyebutkan bahwa kurangnya daya 
dukungan sumber daya dalam implementasi juga akan berpengaruh terhadap 
terhambatnya keberhasilan rencana implementasi. Berdasarkan temuan 
peneliti di lapangan menyebutkan belum adanya dana bantuan yang diterima 
oleh pengelola wisata di Gombengsari baik dari Dinas Pariwisata maupun 
pemerintah Kelurahan sendiri. Pengelolaan wisata Gombengsari masih 
mengandalkan dana swadaya masyarakat sekitar guna mendanai aktivitas 
maupun kegitan bertemakan wisata edukasi tersebut. Sudah seharusnya 
pemerintah daerah menentukan arah kebijakan anggaran yang dikhususkan 
untuk pengembangan wisata penyangga sebagai bagian dari pembangunan 
kepariwisataan secara terpadu dan keberlanjutan guna meningkatkan 
perekonomian dan kesejahteraan rakyatnya. 
3) Sumber Daya Peralatan 
Sarana dan prasarana merupakan faktor terpenting dalam 
implementasi kebijakan, Edward III dalam Nugroho (2011) menyebutkan 
bahwa fasilitas yang bisa di gunakan dalam mengoperasionalisasikan 
implementasi kebijakan meliputi gedung, alat transportasi, tanah dan  segala 
sesuatu yang tujuannya sebagai penunjang implementasi kebijakan. Pada 





sumber daya yang minim akan berakibat pada kurang optimalnya efektifitas 
kebijakan. Selain dalam hal sumber daya manusia yang tercukupi 
ketersediaan fasilitas-fasilitas pendukung kebijakan merupakan hal tidak bisa 
di kesampingkan. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan di ketahui 
bahwa Dinas Pariwisata memiliki beragam fasilitas penunjang kegiatan seperti 
gedung aula, alat transportasi sebagai bagian alat mobilitas dalam 
melaksanakan tugas. Dukungan fasilitas juga Nampak di lokasi destinasi 
wisata Kelurahan Gombengsari hal tersebut terlihat dari pengamatan peneliti 
selama berada di lapangan seperti dukungan gedung sebagai fasilitas 
pemasaran pariwisata, fasilitas ibadah dan toilet. Hal tersebut sejalan 
sebagaimana teori kepariwisataan bahwa dalam mengembangkan setiap 
destinasi wisata harus memperhatikan beberapa aspek (I.Gede Pitana, Ketue 








Meskipun beberapa aspek telah di penuhi, masih terdapat beberapa 
kekurangan yang terlihat di beberapa destinasi wisata di Kelurahan 
Gombengsari seperti akses jalan menuju lokasi wisata yang masih buruk, 
dukungan kelengkapan informasi wisata. Destinasi pariwisata perlu di pahami 
sebagai sekumpulan obyek dan daya tarik wisata yang secara holistik sebagai 
sebuah keterhubungan sistemik antar obyek dan daya tarik wisata beserta 
dengan segenap unsur-unsur pendukungnya yang mampu bekerja secara 
sinergis dalam satu wujud kesatuan sistem yang saling menunjang satu sama 





bahwa dalam pengembangan sebuah destinasi wisata perlu ketersediaan 
beberapa indikator yang wajib dipenuhi seperti yang telah di sebutkan diatas. 
Secara umum wisata Gombengsari telah memenuhi beberapa indicator 
tersebut, namun ketersedian fasilitas pendukung, infrastruktur, serta 
aksesbilitas pariwisata belum begitu memadai. Hal tersebut perlu di 
perhatikan guna memaksimalkan potensi wisata yang ada di Gombengsari. 
4) Sumber Daya Kewenangan 
Sumberdaya Kewenangan menurut Edward III dalam Nugroho (2011) 
merupakan factor penentu keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Salah 
satu kewenangan yang diambil oleh Dinas Pariwisata Kabupaten banyuwangi 
dalam implementasi kebijakan yakni dengan bermitra dengan pelaku usaha 
pariwisata dalam mengembangkan potensi wisata di Banyuwangi. Kemitraan 
(partnership) merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan antar ke dua 
belah pihak untuk menjalin kesepakatan dalam rangka meningkatkan dan 
memenuhi kebutuhan di suatu bidang usaha tertentu dalam mencapai 
sebuah tujuan (Graci, 2013). Kemitraan dibangun atas kerjasama pihak 
swasta, masyarakat dengan pemerintah daerah mampu menghadirkan suatu 
kemanfaatan dan dampak positif khususnya di bidang pariwisata. 
Pengembangan jaringan kemitraan yang di lakukan antara Dinas Pariwisata 
adalah dengan menggandeng beberapa pihak tour and travel langkah 
tersebut diambil guna meningkatkan serta menumbuhkan akses informasi 
pada suatu destinasi wisata. Adanya kewenangan yang di ambil oleh Dinas 
sebagai leading sector untuk menangani perihal kebijakan pariwisata maka 
akan berdampak pula pada sebuah keberhasilah tujuan kebijakan. Secara 





bahwa kelayakan sumber daya dapat di lihat dari sejumlah aspek di 
antaranya adalah aspek sumber daya kewenangan, faktor sumber daya 
kewenangan mutlak di perlukan dalam implementasi kebijakan karena sangat 
mempengaruhi suatu keberhasilan sebuah tujuan kebijakan. Hal tersebut 
tercermin dari kewenangan Dinas Pariwisata yang telah bekerjasama 
menggandeng pihak tour and travel guna mempromosikan kepada para 
wisatawan untuk menawarkan beragam tujuan destinasi yang ada di 
Kabupaten Banyuwangi. 
Demikian juga dengan langkah yang di ambil oleh Pemerintah Kelurahan 
Gombengsari, dalam hal ini Pokdarwis sebagai representasi Dinas di lokasi 
wisata diberikan kewenangan untuk mengambil tindakan yang dirasa perlu 
untuk di ambil, salah satunya yaitu bekerja sama dengan pihak travel untuk 
mengembangkan wisata destinasi Gombengsari. Langkah tersebut sudah 
sesuai dengan arah kebijakan yang di ambil oleh Dinas bahwa untuk 
mengembangkan potensi wisata perlu adanya kolaborasi bersama untuk 
mewujudkan suatu tujuan kebijakan. Hadirnya kerjasama kemitraan antara 
pihak swasta (tour and travel) dengan masyarakat kelurahan Gombengsari, 
memiliki manfaat dan peluang yang lebih besar khususnya dalam 
pengembangan potensi wisata Gombengsari. Kemitraan yang dibangun 
mampu memberikan multiplier effect yakni, memperluas jaringan usaha, dan 
membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, hingga 
menumbuhkembangkan peningkatan produksi dan pendapatan. Terlebih 
dengan hadirnya kemitraan yang dibangun antara pemerintah daerah dan 
swasta selama ini mampu menarik arus kegiatan ekonomi yang lebih 





Karena kegiatan kemitraaan pada dasarnya ada komitmen yang dibangun 
untuk memperoleh kemanfaatan bersama. 
C. Struktur Birokrasi 
Pengembangan pemasaran pariwisata diperlukan untuk mendorong 
pemerataan kesempatan dalam berusaha serta memperoleh manfaat dari 
adanya kebijakan kepariwisataan. Salah satu upaya pengembangan pemasaran 
pariwisata yakni dengan melalui koordinasi antar level pemerintahan, yakni Dinas 
Pariwisata hingga tingkat bottom level pemerintah Kelurahan Gombengsari.
 Dalam kerangka implementasi Edward III stuktur birokrasi merupakan 
faktor terpenting, karena sering kali sumber-sumber dalam 
mengimplementasikan sebuah kebijakan telah cukup dan para implementor 
mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, memiliki keinginan untuk 
bertindak namun di satu sisi bisa saja implementasi kebijakan publik belum 
berjalan efektif karena ketidakefektifan birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian di 
lapangan di ketahui bahwa implementasi kebijakan pengembangan pemasaran 
pariwisata di selenggarakan oleh birokrasi yang bersifat hierarkis. Meliputi top 
level yaitu pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini Dinas Pariwisata 
sebagai leading sector, selanjutnya ada middle level yakni Pemerintah 
Kecamatan Kalipuro dan Bottom level yakni Pemerintah Kelurahan 
Gombengsari. Sebagai level atas Dinas Pariwisata memiliki struktur birokrasi 
yang terbagi menjadi 3 Bidang yang masing- masing memiliki tugas untuk 
mencapai target misi yang telah di tetapkan oleh Dinas Pariwisata. Adapun visi 
dan misi Dinas pariwisata secara linear juga di sesuaikan dengan visi misi 
Kabupaten Banyuwangi. Melihat implementasi kebijakan pariwisata mencakup 





hierarkis di mulai dari dinas, kecamatan, kelurahan hingga destinasi wisata 
Gombengsari.  
Hasil pengamatan di lapangan penulis menemukan bahwa tidak ada 
standar operasional prosedur yang baku dalam pelaksanaan kebijakan, karena 
disadari bahwa Standard Operating Prosedure (SOP) malah akan menghambat 
kreatifitas dan efektifitas pelaksanaan kebijakan. Hal tersebut tercermin dari 
koordinasi yang dilakukan melalui lintas level antara Dinas Pariwisata dengan 
Pemerintah Kelurahan Gombengsari maupun sebaliknya dalam pengembangan 
pemasaran pariwisata. Fleksibilitas yang terjadi tersebut membuat pelaksanaan 
kebijakan bisa berjalan lebih efektif. Sementara itu terkait dengan pembagian 
tugas dan wewenang, sebagai level paling atas Dinas Pariwisata bertindak 
sebagai pembina dan kordinator utama kebijakan. Sedangkan pemerintah 
kecamatan lebih kepada melaksanakan peran sebagai koordinator dari forum 
pokdarwis kecamatan. Berlanjut pada level bawah lebbih di tekankan sebagai 
mitra dinas dan pokdarwis dalam menggerakkan potensi wisata Kelurahan. 
Menukil secara teoritis, Edward III dalam widodo (2010:105) 
menyebutkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan mencakup 
aspek struktur organisasi serta pembagian kewenangan serta hubungan antar 
unit-unit kerja dalam implementasi kebijakan. Pertama yaitu terkait dengan pola 
struktur organisasi dan tatakerja pada Dinas Pariwisata yang terbagi menjadi tiga 
bidang. Namun disamping program yang telah di tetapkan sesuai dokumen 
perencanan, pada beberapa bidang di mungkinkan adanya program swadaya 
yang menjadi inisiasi untuk lebih mengoptimalkan pengembangan pariwisata. Hal 
ini merupakan satu langkah positif yang muncul dari dinas Pariwisata, karena 





masih memungkinkan muncul adanya langkah-langkah inisiatif bilamana dirasa 
dapat berkontribusi mendukung keberhasilan program lainnya. 
Seturut itu, terkait dengan pembagian kewenangan, Secara teori Edward 
III, menyebut bahwa dalam struktur birokrasi juga memuat karakteristik 
fragmentasi yang mengandung arti bahwa implementasi membawa konsekwensi 
penyebaran tanggung jawab sebuah kebijakan kepada beberapa badan yang 
berbeda, sehingga diperlukan koordinasi. Terkait hal tersebut, implementasi 
kebijakan pengembangan pariwisata terfragmentasi ke dalam beberapa level 
pemerintahan, yakni top level Dinas Pariwisata, Middle level ada pihak 
Kecamatan, sedangkan Bottom level ada Kelurahan Gombengsari. Meskipun 
demikian pelibatan beberapa actor pelaksana semakin banyak maka akan 
menyulitkan implementasi kebijakan. Hogwood dan Gunn (dalam Wahab 
2004:78) menyatakan bahwa salah satu prasyarat implementasi kebijakan dapat 
berjalan dengan lancar adalah jika hubungan ketergantungan organisasi 
pelaksana dengan pihak lain tidak kompleks. Begitupun jika Pembagian 
tanggung jawab yang melibatkan banyak pihak, memungkinkan terjadi 
penyimpangan kebijakan atau dapat dikatakan pelaksanaan kebijakan akan lebih 
sukar dilaksanakan dengan baik. Penyimpangan kewenangan telah di antisipasi 
dengan selalu melakukan koordinasi intens dengan pemerintah Kelurahan 
Gombengsari serta pokdarwis. Adapun Pemerintah Kecamatan, dalam hal ini 
berfungsi sebagai fasilitator saja dan tidak memegang peran yang cukup besar, 
karena koordinasi yang dilakukan lebih mengoptimalkan peran langsung kepada 
Kelurahan Gombengsari dan pokdarwis dilapangan. Namun demikian tidak selalu 
langkah koordinasi bersifat kaku, terdapat situasi pemerintahan desa 





efisien. Secara umum struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan 
pengembangan pariwisata sudah cukup baik, karena langkah koordinasi berjalan 
tidak kaku dan lebih kepada fleksibilitas kerja. 
D. Disposisi 
 Kebijakan Pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi tidak 
akan pernah terlepas dari para aktor yang terlibat menaunginya, sejalan dengan 
hal tersebut komitmen dari Dinas Pariwisata untuk menggerakkan segala 
kemampuannya adalah melalui pembinaan yang dilakukan bersama dengan 
pokdarwis di lapangan. Secara umum pelaksana kebijakan sangat mendukung 
sebuah kebijakan yang telah diambil khusunya dalam pengembangan potensi 
pariwisata di daerah. Alasan utama yakni guna memajukan daerahnya agar 
memiliki daya saing dengan daerah lainnya. Hal tersebut telah di respon oleh 
Dinas pariwisata melalui pelaksanaan tupoksi masing-masing bidang. 
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan di ketahui bahwa respon pelaksana 
kebijakan dalam hal ini Dinas Pariwisata sangat mendukung pengembangan 
wisata Gombengsari, salah satunya dengan mengkomunikasikan setiap 
kebijakan kepada Pemerintah Kelurahan, maupun langsung berkomunikasi 
dengan pokdarwis di lapangan, terkait pemberian program maupun kegiatan. 
 Komitmen menjadi suatu tolak ukur keberhasil dalam aspek disposisi 
dalam implementasi kebijakan. Dinas Pariwisata sebagai leading sector 
kebijakan, berusaha mewujudkan komitmennya melalui pengoptimalan wisata di 
Gomebngsari. Sebuah langkah nyata dari dinas selain pernyataan tersebut yakni 
dengan menjalin hubungan bersama OPD terkait, seperti Disperindag, Dinas 
Koperasi, untuk mengembangkan bersama potensi yang ada di Kelurahan 





Kelurahan Gombengsari melalui pelatihan serta Bimbingan teknis terkait 
pengembangan potensi wisata. Dalam kerangka teoritis yang di kembangkan 
oleh Mazmanian dan Sabatier (1983:25) lingkungan kebijakan sangat di 
pengaruhi oleh variable di luar kebijakan, di antaranya adalah dukungan publik 
(public support). Keberhasilan sebuah implementasi kebijakan kebijakan 
pengembangan pariwisata sangat bergantung kepada kecenderungan publik 
dalam meresponnya. Kebijakan pengembangan destinasi wisata harus 
melibatkan publik sebagai kelompok sasaran kebijakan, utamanya adalah 
masyarakat local. Hal tersebut telah sesuai dengan hasil temuan peneliti di 
lapangan bahwa Masyarakat Gomebengsari sangat mendukung kebijakan yang 
di keluarkan oleh Dinas Pariwisata guna mendorong pengembangan wisata di 
Kelurahan Gombengsari melalui kegiatan pengembangan serta pembinaan SDM 
bagi masyarakat lokal. Perlu digaris bawahi bahwa keberhasilan sebuah kegiatan 
dan program tidak terlepas dari adanya monitoring dan evaluasi dari setiap 
tindakan yang di lakukan. Komitmen saja masih belum cukup untuuk memastikan 
bahwa setiap kebijakan yang diambil berjalan dengan baik, hal tersebut tentunya 
dapat menjadi catatan bagi pelaksana kebijakan untuk konsisten dalam 
mengevaluasi sejauh mana keberhasilan capaian dari sebuah program yang 
dilaksanakan. Hal yang masih di rasakan masayrakat Gombengsari terkait 
program pengembangan SDM dirasa belum memberikan dampak yang 
diharapkan, karena program yang dilaksanakan oleh Dinas hanya sebatas 
pelatihan dan belum kearah pendampingan seperti yang di harapkan oleh 
masyarakat Kelurahan Gomebngsari. Perlu adanya evaluasi dan perbaikan 






5.2.3. Hasil Implementasi Pembangunan Kepariwisataan Terhadap    
              Perekonomian Daerah Kabupaten Banyuwangi 
A. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi 
 Tujuan Kebijakan kepariwisataan yang di implementasikan oleh 
pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka pengembangan ekonomi lokal 
adalah memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi masyarakatnya. Selaras 
dengan misi Kepala Daerah yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang 
berkualitas, inklusif sector pariwisata, Dinas Pariwisata merespon arah kebijakan 
tersebut dengan mendorong sector usaha mikro di daerah, untuk berperan aktif 
dalam mengembangkan usahanya, termasuk usaha sector pariwisata, kesenian, 
budaya dan kerajinan. Beragam agenda event tahunan di kemas sedemikian 
rupa dengan terlebih dahulu mengenali dan mengidentifikasi setiap ragam 
potensi wisata di setiap wilayah merupakan bagian agenda daripada sebuah 
tujuan dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi. Hal 
tersebut sesuai dengan hasil temuan di lapangan bahwa kebijakan 
pengembangan pariwisata di Kabupaten banyuwangi, telah memberikan dampak 
bagi pelaku usaha di Kelurahan Gombengsari. Salah satunya masyarakat di 
Kelurahan Gombengsari mulai mengenali setiap ragam potensi yang ada di 
wilayahnya, Wilayah Kelurahan Gombengsari secara geografis terdiri dari 5 
lingkungan, di mana setiap lingkungan memiliki potensi pariwisata yang 
beragam. Baik itu wisata alam, wisata edukasi, wisata pertanian dan peternakan, 
hal tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya dukungan dari pemerintah 
daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata yang berupaya untuk mempromosikan 





terselenggaranya event petik kopi tahunan yang di adakan oleh Pemerintah 
daerah di wilayah tersebut. 
 Mulai bergeliatnya wisatawan yang berkunjung ke destinasi Kelurahan 
Gombengsari, berdampak pula pada peningkatan pendapatan yang di terima. 
Seturut dengan temuan tersebut (Soedarmayanti 2013:35) menyebut bahwa 
tujuan dari pengembangan pariwisata yakni meningkatan pendapatan dari suatu 
daerah atau sebuah wilayah, Sektor pariwisata merupakan sector yang paling 
berpotensi khususnya dalam menumbuhkan sebuah perekonomian di daerah. 
Sektor pariwisata mampu memberikan multiplier effect yang luas, hal ini di 
buktikan dengan munculnya lapangan pekerjaan baru yang terlahir dari adanya 
pengelolaan pariwisata. Masyarakat mulai mengerti bahwa setiap potensi yang di 
kelola dengan baik maka akan menimbulkan dampak yang akan di peroleh. 
Masyarakat Gombengsari dalam hal ini mulai sadar di lihat dari mulai berjalannya 
usaha rumahan, munculnya home industry, Homestay maupun pelaku usaha 
pariwisata. Melalui pengembangan pariwisata dampak positif yang paling 
dirasakan adalah, peningkatan ekonomi, terbukti dari hasil temuan menyebutkan 
para pelaku usaha bisnis usaha wisata edukasi menerima dampak dari adanya 
kebijakan pengembangan potensi wisata di Kelurahan Gomengsari, mereka 
menyebut bahwa telah terjadi peningkatan omzet dari sebelumnya, sebelum 
wisata Gombengsari mulai dikenal oleh publik. Secara umum kebijakan 
pengembangan pariwisata di Kabupaten banyuwangi menerapkan pendekatan 
atau konsep pengembangan berbasis masyarakat, artinya masyarakat di ajak 
terlibat secara aktif mengenali serta mengembangkan potensi yang ada di 
wilayah masing-masing. Tidak hanya peran sentral dari dinas saja yang aktif 





antara pemerintah dengan masyarakat di wilayah untuk bersama 
mengembangkan potensi yang ada. 
B. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 
Salah satu aspek lain yang ingin dicapai dalam implementasi kebijakan 
pengembangan pariwisata dalam meningkatkan perekonomian di Kabupaten 
Banyuwangi adalah melalui pengembangan industry kecil dan menengah. 
Industri kecil dan UKM memiliki peranan paling penting dalam mendongkrak 
pertumbuhan ekonomi lokal. Blakely (2003:55) menyebutkan pengembangan 
ekonomi lokal mengharuskan adanya keterlibatan antara pemerintahan lokal, dan 
organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, serta memelihara aktivitas 
usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Berdasarkan hasil pengamatan di 
lapangan geliat pertumbuhan ekonomi di Kelurahan Gombengsari sudah mulai 
terlihat. Hal tersebut merupakan dampak dari adanya kegiatan pariwisata di 
mana terbukti dari munculnya usaha rumahan seperti usaha industry kripik, 
usaha pengolahan kopi, hingga cinderamata seperti kerajinan anyaman bambu 
yang mulai di lakukan oleh masyarakat Kelurahan Gombengsari. Adanya 
dukungan langsung dari pihak terkait seperti Dinas yang menanungi dalam 
pengadaan program-program pelatihan, stakeholder yang terlibat seperti 
pokdarwis, hingga kelompok masyarakat dan pemuda menjadikan 
pengembangan industry di Kelurahan Gombengsari menemukan langkah positif. 
Setrurut itu keterlibatan Pemerintah Kelurahan Gombengsari dalam mendukung 
kegiatan pengembangan melalui aktifitas pemberdayaan masyarakat merupakan 






Industri menengah secara umum mampu membentuk sebuah pusaran 
komoditas barang dan jasa, dengan memanfaatkan barang baku lokal yang 
tersedia di suatu daerah. Pemanfaatan potensi lokal tentunya akan lebih besar 
membuka peluang lapangan pekerjaan, di mana dengan pertumbuhan sector 
industry tersebut merupakan salah satu indikator bagi keberhasilan dalam 
pengembangan ekonomi lokal tersebut. Sebaliknya, konsep pengembangan 
ekonomi lokal akan selalu mengupayakan pemberdayaan potensi-potensi lokal 
dengan cara melalui peningkatan kewirausahaan lokal. Seturut dengan hal 
tersebut melalui implementasi kebijakan pariwisata berbasis masyarakat lokal, 
maka kegiatan wisata juga bertumpu kepada kekuatan lokal itu sendiri. Sektor 
pariwisata tentunya tidak dapat di pisahkan dari sebuah kegiatan industri dan 
UKM seperti unit kerajinan, dan makanan. Sehingga dalam pengembangan 
wisata lokal diharapkan mampu menjadikan stimulus dalam tumbuh kembangnya 
usahan di sector industry dan UKM. Praktis dengan adanya destinasi wisata di 
Kelurahan Gombengsari seperti wisata alam, wisata edukasi pertanian, wisata 
edukasi peternakan, yang tergabung dalam satu paket wisata Kelurahan 
Gomebngsari sebagai icon wisata, mampu berimplikasi pada peningkatan 
kegiatan ekonomi warganya. Sesuai dengan konsep pengembangan ekonomi 
lokal, maka implementasi kebijakan pengembangan wisata sangat mendukung 
dalam pengembangan ekonomi lokal di daerah, khususnya dalam membangun 








5.2.4. Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Kebijakan 
Pembangunan    Kepariwisataan 
5.2.4.1. Faktor Pendukung 
A. Dukungan Regulasi dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 
  Salah satu factor pendukung dalam proses implementasi kebijakan 
pengembangan pariwisata adalah adanya dukungan regulasi yang telah di 
tetapkan oleh pemerintah daerah, melalui Perda Nomor 13 Tahun 2012 Tentang 
Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Banyuwangi, 
di mana dengan adanya perda tersebut kebijakan pengembangan pariwisata di 
laksanakan oleh Dinas Pariwisata sebagai leading sector untuk menjalin sinergi 
bersama dengan pemerintah Kelurahan Gombengsari dan stakeholder terkait 
khususnya dalam pengembangan potensi wisata Gombengsari. Terkait factor 
pendukung keberhasilan pembangunan pariwisata, adalah adanya daya dukung 
politik yang tertuang dalam regulasi pemerintah daerah tentang pembangunan 
kepariwisataan secara keberlanjutan (Sustainable). Daya dukung politik di suatu 
wilayah pada hakekatnya merupakan gambaran derajat legitimasi dan dukungan 
dari masyarakat yang sekaligus mencerminkan harapan, cita-cita dan mandat 
dari masyarakat pada kinerja kepariwisataan di suatu wilayah 
(Bambang,S,2013). Daya dukung politik melalui regulasi yang telah di tetapkan 
pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi tersebut dapat berperan secara aktif 
untuk mendorong pengembangan industry pariwisata. Senada dengan 
pernyataan tersebut, Sumberdaya modal dalam mendukung pembangunan 
pariwisata juga dipengaruhi oleh adanya komitmen politik dari pemerintah 
dengan memberikan dukungan regulasi sebagai landasan pokok dalam 





pembangunan bergantung dari dukungan pemerintah (government) 
(Soedarmayanti,2018). Oleh karena itu, adanya dukungan regulasi yang di 
keluarkan pemerintah tersebut, memberikan dampak yang positif bagi 
masyarakat di sekitar kawasan wisata, Hal tersebut otomatis memberikan 
kewenangan bagi masyarakat sekitar untuk mengelola dan memanfaatkan 
potensi yang ada di wilayah tersebut, utamanya wilayah yang masuk ke dalam 
pengembangan pariwisata (WPP) zona ijen, di mana seperti yang telah tertulis 
dalam perda tersebut tentang pengembangan pariwisata daerah, adanya 
keterlibatan kelompok masyarakat lokal untuk mengembangkan dan mengelola 
setiap potensi yang ada di wilayah destinasi pariwisata dengan tujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
B. Komitmen dari Pemerintah Daerah 
Pembangunan pariwisata tidak dapat dilllepaskan dari berbagai situasi, 
perubahan, dan dinamika yang kerap terjadi di tingkat nasional, dan regional 
yang satu sama lain saling berpengaruh dan terpengaruh. Pembangunan dan 
pengembangan pariwisata melibatkan banyak sector, sehingga dapat dikatakan 
bahwa pariwisata merupakan bidang yang multi sektoral. Oleh sebab itu maka 
untuk melengkapi kebutuhan wisatawan serta usaha pariwisata yang cukup 
relative beragam, baik kebutuhan langsung maupun tak langsung, melibatkan 
hampir semua sektor pembangunan. Dapat dikatakan keberhasilan 
pembangunan dan pengembangan pariwisata banyak ditentukan oleh dukungan 
berbagai sector yang terlibat. Salah satu faktor pendukung terkait implementasi 
kebijakan pengembangan pariwisata khususnya di Kelurahan Gombengsari 
adalah adanya komitmen dari pemerintah daerah sendiri yakni Dinas Pariwisata 





Seturut itu dalam pelaksanaanya, Dinas Pariwisata juga di dukung dengan 
kolaborasi antar Badan maupun oprganisasi pelaksana guna mendukung 
tercapainya sebuah tujuan pengembangan potensi wisata di kelurahan 
gombengsari. Hal tersebut sesuai dengan adanya dukungan dari beberapa lintas 
sector yakni Bappeda Kabupaten Banyuwangi bersama Dinas terkait seperti 
Disperindag, Diskop dalam pengembangan wisata Gombengsari. Praktis adanya 
koordinasi yang telah sesuai dengan tupoksi masing-masing Badan maupun 
Dinas dalam bersinergi merupakan salah salah satu motto daripada Pemerintah 
Kabupaten Banyuwangi dalam mengembangkan Pariwisata di Daerahnya. 
Kesuksesan dalam Implementasi kebijakan pengembangan kepariwisataan 
sangat bergantung pada kecenderungan publik dalam merespon kebijakan dan 
implementasinya (Irawan,2018). Adapun kecenderungan pelaksana kebijakan  
untuk mendukung sebuah kebijakan, maka semakin tinggi pula kemungkinan 
kebijakan tersebut dapat dilaksanakan (Rian.D,2009). Komitmen yang kuat antar 
pelaksana kebijakan dan dukungan dari Pemerintah Kelurahan Gombengsari, 
memberikan sebuah penguatan bagi masyarakat di Kelurahan Gombengsari 
untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di wilayah Gombengsari. 
Dengan demikian pola interaksi yang lebih terarah dan terukur dari stakeholder 
yang terlibat dalam pengembangan wisata di Kelurahan Gombengsari dapat 
menjadi tolak ukur dari keberhasilan pembangunan kepariwisataan di daerah. 
5.2.4.2. Faktor Penghambat 
A. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) 
Salah satu faktor penghambat tercapainya sebuah kebijakan 





Daya Manusia. Dalam hal ini kewenangan Dinas Pariwisata dalam 
melaksanakan setiap kebijakan pariwisata, perlu adanya dukungan sumber daya 
manusia yang mumpuni untuk mengakomodasi setiap pekerjaan. Hal tersebut 
telah sesuai sebagaimana di ungkapkan oleh Bapak Sandra selaku Kasungram 
Dinas Pariwisata bahwa dalam ketersediaan aparatur di Dinas Pariwisata masih 
di dominasi oleh lulusan S1 yang mana juga terdapat beberapa pegawai yang 
berstatus lulusan SMA. Seturut itu pengelolaan sumberdaya manusia di Dinas 
Pariwisata belum sepenuhnya disesuaikan berdasarkan kopetensi keilmuan 
pariwisata. Hal ini tentunya akan menjadikan kendala dan stagnasi ketika dalam 
melaksanakan sebuah tugas. Sumberdaya menurut Edward III kelayakan 
sumberdaya dapat dilihat dari aspek Sumber daya manusia/ staff yang memiliki 
kopetensi serta keahlian untuk melaksanakan kebijakan (Nugroho,2011). Kondisi 
tersebut sangat menentukan bagaimana sebuah kebijakan dapat 
terimplementasikan dengan baik. Tanpa ketersediaan sumberdaya yang 
memumpuni sesuai dengan bidang keahlian, bisa dipastikan sebuah kebijakan 
tidak dapat berjalan dengan maksimal.  Namun demikian Dinas pariwisata dalam 
mengemban tugas yang begitu kompleks khususnya dalam melaksanakan setiap 
kebijakan pariwisata bisa di anulir melalui kerjasama yang dilakukan antara 
akademisi dan konsultan yang telah di percaya oleh Dinas Pariwisata dalam 
membantu setiap proses kebijakan yang dibuat. Terlebih jika dilihat dari factor 
staff adalah besaran  (size) dan skill yang dimiliki dalam menunjang implementasi 
kebijakan. Sebagai eading Sector kondisi tersebut telah direspon dengan baik, 
dengan memperkuat posisi-posisi staf sesuai dengan bidang masing-masing 
sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2011 Tentang rincian Tugas 





Banyuwngi, meskipun beberapa posisi belum terisi sesuai dengan kapasitas 
keilmuan.  
B. Keterbatasan Sumber Daya Anggaran 
Faktor penghambat berikutnya dalam implementasi kebijakan 
pengembangan pariwisata adalah adanya keterbatasan sumber daya anggaran. 
Dalam hal ini sumber daya anggaran merupakan faktor yang penting karena 
akan berdampak pada keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Anggaran 
mempunyai pengertian suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal 
dalam ukuran kuantitatif untuk menunjukkan bagaimana sumber-sumber akan 
diperoleh dan akan digunakan selama jangka waktu tertentu (Supriyono, 1993). 
Terkait anggaran Dinas Pariwisata telah terdapat anggaran yang mencukupi 
untuk melaksanakan sebuah kebijakan, karena sistem penganggaran yang 
digunakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi menggunakan 
anggaran berbasis kinerja. Anggaran tersebut sudah disesuaikan sesuai dengan 
kebutuhan setiap instansi. Meskipun sudah terdapat anggaran yang cukup 
namun dalam praktiknya anggaran tersebut masih belum menjangkau khususnya 
dalam pengembangan potensi destinasi wisata di Kelurahan Gombengsari, 
Begitu juga dengan sumber daya anggaran di Kelurahan Gombengsari, dalam 
mendukung kebijakan pengembangan pariwisata di Kelurahan Gombengsari 
masih belum ada anggaran khusus. Hal ini menyebabkan pengembangan 
potensi wisata di Kelurahan Gombengsari sedikit terhambat, Kondisi tersebut 
mengharuskan masyarakat sekitar destinasi wisata menggunakan dana swadaya 
masyarakat dalam melakukan pengembangan potensi pariwisata di Kelurahan 
Gombengsari. Seharusnya Pokdarwis di setiap wilayah Desa/Kelurahan 





Kabupaten Banyuwangi. Karena Pokdarwis sendiri di bentuk dan di bina oleh 
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dengan adanya keterbatasan anggaran dari 
pihak Kelurahan tersebut, maka perlu adanya mekanisme penganggaran khusus 
yang di tujukan pada pembangunan pariwisata berbasis desa/Kelurahan.  
Hal tersebut dinilai perlu karena potensi pariwisata lokal, juga mempunyai 
peran yang dominan dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi lokal. Demikian 
juga pengembangan pariwisata jika tidak didukung dengan adanya sumber daya 
anggaran yang mencukupi maka akan berakibat pada stagnasi pengembangan 
pariwisata (Mulyo,2013). Aspek Sumber daya anggaran menjadi kunci 
keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah. 
5.3. Implikasi Penelitian 
Berdasarkan beberapa penjelasan terkait Implementasi kebijakan 
kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi, yang telah dipaparkan sebelumnya, 
peneliti akan memetakan implikasi dari penelitian yang berorientasi dari focus 
yang sudah di teliti. Hal tersebut dapat memberikan sebuah novelty atau 
kebaharuan dari temuan selama peneliti melakukan penelitian dilapangan.  Oleh 
karena itu pentingnya implikasi penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan di 
kemudian hari dalam memahami beragam kompleksitas yang terjadi terkait 








Tabel 8 : Kontribusi Penelitian 









zona dan obyek 
tujuan wisata 





2. Peningkatan transportasi 








melalui media yang dapat 
dijangkau masyarakat 
umum. 
2. Penguatan melalui 











































Berdasarkan penelitian dan analisis yang diperoleh maka didapatkan 
sebuah novelty terkait penelitian ini yang secara garis besar menitikberatkan 
pada: 
a. Penguatan sinergi antara pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan 
penduduk setempat terkait pembangunan kepariwisataan terhadap 
perekonomian penduduk setempat.  Bentuk penguatan tersebut dapat 
dilakukan dengan penguatan pada aspek komunikasi dua arah antara 
pemangku kebijakan (pemerintah Kabupaten Banyuwangi) dengan 
masyarakat Kabupaten banyuwangi. Tentunya penguatan melalui 
komunikasi agar kebijakan yang terbentuk sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat Kabupaten banyuwangi. Penguatan melalui komunikasi dapat 
dilakukan melalui jejak pendapat ditingkat kelurahan/desa maupun di 
tingkat pusat daerah. Tentunya dalam jajak pendapat tersebut tidak 
hanya menerima kritik saran ataupun menguraikan maksud dari kebijakan 
tersebut. Melainkan tujuan jajak pendapat tersebut ditujukan untuk 
membangun kepercayaan (trust building) dan membangun komitmen 
bersama antara masyarakat dengan pemerintah setempat. 
b. Penguatan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan 
masyarakat Kabupaten Banyuwangi melalui program kemitraan. Adanya 
kemitraan merupakan salah satu jawaban atas masalah yang tidak bisa 
diselesaikan oleh 1 aktor saja. Pembangunan pariwisata merupakan 
salah satu contoh kegiatan yang memerlukan keterlibatan beberapa pihak 
guna menemukan solusi terbaik dalam pembangunan pariwisata di 
Kabupaten Banyuwangi. Maka dari itu kemitraan bisa menjadi sarana 





membangun dan mengelola pariwsata dengan maksud untuk memajukan 
perekonomian masyarakat Kabupaten Banyuwangi. 
c. Peningkatan SDM melalui program peningkatan SDM secara berjenjang 
dan berkelanjutan. SDM merupakan factor utama dalam keberhasilan 
sebuah kebijakan. SDM merupakan motor utama selain anggaran dan 
infrastruktur pendukung dalam implementasi kebijakan. Sejauh ini, SDM 
Kabupaten Banyuwangi masih terdapat kendala yang berdampak pada 
keberhasilan sebuah kebijakan. Maka dari itu, agar kebijakan dapat 
dilaksanakan sesuai harapan masarakat dan pemerintah Kabupaten 
banyuwangi, maka diperlukan adanya peningkatan SDM melalui program-
program pelatihan atau pemberdayaan. Tentunya agar kualitas SDM 
dapat tercapai, program-program peningkatan SDM tersebut harus 
dijalankan secara berjenjang dan berkelanjutan. Masalah utama dari 
program-program peningkatan / pemberdayaan ada pada kelanjutan 
program-program tersebut. Sehingga pembaharuan pengetahuan untuk 
mengembangkan SDM unggul berhenti begitu saja dan berdampak pada 













BAB VI  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah di lakukan terkait 
implementasi kebijakan kepariwisataan dalam meningkatkan perekonomian 
daerah di Kabupaten Banyuwangi dapat di tarik sebuah kesimpulan sebagai 
berikut : 
1) kebijakan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten 
Banyuwangi 
A. Akselerasi pembangunan kawasan pedesaan dan 
perkotaan, mungkinkan untuk terjadinya kesinambungan 
pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan di 
Kabupaten Banyuwangi dalam koridor pengembangan 
pariwisata di daerah yang saling terintegrasi. 
B. Pembangunan kawasan strategis pariwisata, dalam 
melaksanakan kebijakan pembangunan pariwisata, 
Kabupaten Banyuwangi menggunakan konsep 
“ecotourism” serta Diamond Triangle dalam konsep 
wilayah pengembangan pariwisata strategis (WPP). 
Konsep “ecotourism” sendiri yaitu konsep yang dibangun 
dengan mengoptimalkan sekaligus melestarikan potensi 






2) Implementasi Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Di 
Kabupaten Banyuwangi 
A. Pada aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan 
meliputi transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Pemerintah 
Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakannya dengan baik. 
Akan tetapi agar komunikasi dapat berjalan lebih efektif lagi, 
perlu adanya mekanisme serta alur komunikasi melalui 
jaringan formal sehingga semua elemen dapat dengan mudah 
berkoordinasi. 
B. Pada aspek sumberdaya, dalam implementasinya masih 
terdapat beberapa kendala, yakni pada aspek sumber daya 
manusia dan sumber daya anggaran, namun demikian pada 
aspek sumber daya kewenangan dan peralatan telah sesuai 
dengan komitmen Dinas dalam mendukung keberhasilan 
implementasi. 
C. Pada aspek Struktur Birokrasi kebijakan pengembangan 
wisata di Kelurahan Gombengsari melibatkan beberapa level 
pelaksana kebijakan serta stakeholder yakni, Dinas 
Pariwisata,, kemudian ada dari Kecamatan, dan Pemerintah 
Kelurahan . Alur koordinasi dalam pengembangan pemasaran 
pariwisata bersifat fleksibel, adanya koordinasi dua arah yang 
dapat di lakukan antara Dinas dan Pemerintah Kelurahan 
Gombengsari. 
D. Pada aspek Disposisi adanya dukungan dari Dinas terkait 





dalam mendukung setiap program dan kegiatan dalam 
mengembangkan destinasi wisata di Gombengsari melalui 
pelatihan dan bimtek . Namun masih terdapat kekurangan, 
yakni belum terlaksananya evaluasi dan monitoring dalam 
program pelatihan dan bimtek yang dilaksanakan. Hal tersebut 
masih menjadi kendala bagi masyarakat Gombengsari bahwa 
dalam melaksanakan program pelatihan belum berjalan sesuai 
dengan yang di harapkan. 
3) Hasil Implementasi Pembangunan Kepariwisataan Terhadap 
Perekonomian Daerah Kabupaten Banyuwangi. Hasil 
Implementasi pembangunan kepariwisataan terhadap 
perekonomian daerah adalah meningkatnya kesejahteraan 
masyarakat. tumbuhnya sektor industri seperti penyewaan 
Homestay, kerajinan, serta UKM. 
4) Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan 
pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi. 
A. Faktor Pendukung implementasi kebijakan pembangunan 
pariwisata adalah adanya dukungan regulasi dari Pemerintah 
Kabupaten Banyuwangi; Komitmen dari Pemerintah daerah.  
B. Faktor Penghambat yakni Keterbatasan Sumberdaya Manusia 









1. Perlu adanya mekanisme alur komunikasi yang bersifat formal sehingga 
pihak yang terlibat dalam pengembangan wisata dapat dengan mudah 
berkoordinasi. 
2. Pada sumberdaya peralatan perlu adanya dukungan serta perhatian dari 
Dinas terkait penyediaan sarana dan prasarana pendukung wisata. 
3. Perlu adanya struktur birokrasi yang jelas dalam mengatur kewenangan 
kelurahan, dan Dinas Pariwisata agar tidak terjadi over kewenangan 
4. Diperlukan adanya evaluasi dan monitoring yang di lakukan oleh Dinas 
dalam pelaksanaan program kegiatan pembinaan masyarakat melalui 
pelatihan dan bimtek, agar kepercayaan yang telah di bangun antara 
Dinas Pariwisata dan Pemerintahan Kelurahan dapat berjalan lebih baik. 
5. Perlu adanya kebijakan peningkatan kualitas SDM pariwisata, baik dari 
sisi organisasi pelaksana maupun kelompok masyarakat yang terlibat 
dalam pengembangan pariwisata. 
6. Perlu adanya bentuk dukungan anggaran khusus yang berpihak pada 
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